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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas terselesaikannya penyusunan “Laporan Pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi  Sekretariat Kabinet Tahun 2016".
Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet pada tahap ke-2
Gelombang III. Laporan ini memuat perkembangan dan
pencapaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang mencakup 9
(sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni
manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja,
kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM ASN,
peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan
Quick Wins.

Laporan ini sebagai dokumen pertanggungjawaban,
penyusunannya berdasar hasil penilaian baik internal maupun
eksternal. Laporan memberikan gambaran secara komprehensif
pelaksanaan RB, seperti capaian program dan kegiatan RB
Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2016, dan saran tindak
lanjut yang dapat dijadikan bahan acuan dan feed back guna
mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi
eksternal, serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB tahap
berikutnya.

Guna peningkatan kualitas pelaksanaan RB di Sekretariat
Kabinet, Laporan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberian kritik
dan saran membangun. Akhir kata, kiranya kami berharap
Laporan ini dapat memenuhi harapan setiap pemangku
kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2017
a.n. Sekretaris Kabinet
Deputi Bidang Administrasi,

&
;Zéarid Utomo
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Kabinet, sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas
memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden
dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet,
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti
instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan RB, Sekretariat Kabinet
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
(Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet
dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih
dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang
memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang
ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan,
atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan)
program RB, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem
pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem
manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-
undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins. Dengan 9 (sembilan)
program RB ini, Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 melaksanakan RB

sebagaimana direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja (Work Plan)

Pelaksanaan...



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun 2016 yang
ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016).

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan RB dimulai sejak
Gelombang I khususnya dengan terbentuknya Tim Percepatan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet pada
tahun 2007. Pelaksanaan RB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan. Pada tahun 2016, yang merupakan pelaksanaan RB
Sekretariat Kabinet tahap ke-2 Gelombang III, tentunya merupakan
kelanjutan dari pelaksanaan RB tahap-tahap sebelumnya, yang
menghasilkan beberapa capaian peningkatan kondisi yang diharapkan
dalam pelaksanaan RB pada setiap area perubahan.

Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB dan
permasalahan yang dihadapinya, pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet
melaksanakan evaluasi, baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal.
Evaluasi internal dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (monev)
oleh unit kerja yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan
penyelenggaraan RB di Sekretariat Kabinet (selanjutnya disebut monev
internal), dan penilaian dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan RB
(PMPRB) oleh Tim Asesor Sekretariat Kabinet. Sedangkan evaluasi eksternal
melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN
dan RB).

Monev internal dilaksanakan dengan check and recheck melalui
desk study dan koordinasi dengan pejabat/pegawai terkait guna dapat
memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area
perubahan dan permasalahan yang dihadapinya. Berdasar hasil monev

tersebut...



tersebut, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi menyusun
Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet. Sebagai bahan untuk
mendukung evaluasi tahap berikutnya (PMPRB dan evaluasi eksternal),
Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet ini memuat data dan informasi
mengenai capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan
permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RB
Sekretariat Kabinet dapat menyajikan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan
RB (evidence), namun mengingat besarnya jumlah dokumen yang menjadi
bukti (evidence) maka dokumen pelaksanaan RB difile tersendiri.

Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet ini,
diharapkan dapat dijadikan bahan dukung untuk efektifitas dan efisiensi
evaluasi berikutnya (PMPRB dan evaluasi eksternal) guna menghasilkan
penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi Sekretariat Kabinet dalam
melaksanakan RB yang berkesinambungan yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun

2016:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran
Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan...



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

9. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun
2015-2019;

10. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi Sekrekretariat Kabinet;

11. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang Quick Wins

Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun
2016 bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif
pelaksanaan RB, baik capaian program dan kegiatan RB Sekretariat Kabinet
sepanjang tahun 2016 maupun permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya
penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan dan feed
back guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi
eksternal. Sedangkan sasaran penyusunan Laporan Pelaksanaan RB

Sekretariat Kabinet Tahun 2016 ini adalah:

1. Teridentifikasinya capaian sasaran dan program pelaksanaan RB di
lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 sesuai dengan Road
Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja (Work Plan) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016;

2. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya
dalam pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet;

3. Teridentifikasinya...



3. Teridentifikasinya upaya untuk perbaikan pelaksanaan RB tahap
berikutnya; dan
4. Teridentifikasinya dokumen pendukung sebagai bukti (evidence)

pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016.

Sistematika Laporan
Sistematika Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Kabinet Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Kata Pengantar;
2. Daftar Isi;
3. Bab I Pendahuluan;

Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun
2016 (Laporan RB Tahun 2016); dasar hukum; tujuan dan sasaran
penyusunan Laporan RB; dan sistematika Laporan RB Tahun 2016.

4. Bab II Rencana Kerja (Workplan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2016;

Dalam bab ini menguraikan arah kebijakan reformasi birokrasi
yang didalamnya memuat uraian mengenai Nawacita; agenda
pembangunan nasional; dan tujuan dan sasaran RB. Selanjutnya Bab
I ini menguraikan mengenai peran dan struktur organisasi
Sekretariat Kabinet; dan rencana kerja (work plan) pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang mencakup
9 (sembilan) Program Reformasi Birokrasi,

5. Bab IIl Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun
2016;

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang menggambarkan pencapaian
atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Bab ini juga

menguraikan mengenai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi

Sekretariat...



Sekretariat Kabinet; saran tindak lanjut dalam Area Of Improvement
(Aol) hasil evaluasi pelaksanaan atas reformasi birokrasi Sekretariat
Kabinet tahun 2015; permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi
dan upaya pemecahannya; serta rencana perbaikan untuk
peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat
Kabinet.

6. Bab IV Penutup;

Dalam Bab Penutup ini berisi simpulan dan rekomendasi, yang
menguraikan secara singkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi
Sekretariat Kabinet Tahun 2016, serta rekomendasi yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan reformasi birokrasi.

7. Lampiran
a. LKE;

b. Evidence.

BAB II...



BAB II
RENCANA KERJA (WORK PLAN)
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) yang diatur dengan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Kebijakan RB tersebut
berdasarkan beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

1. Nawacita

Menghadapi tantangan utama pembangunan terkait dengan tata
kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, Pemerintah
dalam Kabinet Kerja melalui agenda prioritas ke-2 dalam Nawacita,
yakni “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”,
menyusun S5 (lima) sub agenda prioritas, diantaranya “Penyempurnaan
dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”.

2. Agenda Pembangunan Nasional (arah kebijakan dan strategi)

Dari sub agenda prioritas pembangunan tersebut, untuk
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien,
Pemerintah menyusun arah kebijakan dan strategi sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019:

a. Restrukturisasi...



.8 -

a. Restrukturisasi kelembagaan;

b. Penguatan kapasitas pengelolaan RBN (penguatan kelembagaan dan
tata kelola, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur
negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi
pemerintah  daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi
pelaksanaan RBN);

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif dan berbasis merit; dan

d. Peningkatan pelayanan publik.

3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Berdasar Perpres Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi
bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Sedangkan sasaran RB adalah:

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi,
dan nepotisme;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan

c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Lebih lanjut, untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam
tujuan dan sasaran RB tersebut, perlu dilakukan perubahan seluruh
aspek manajemen pemerintahan terkait area perubahan organisasi,
tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind set)
dan budaya kerja (culture set) aparatur, sebagaimana dapat dilihat

dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
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Gambar 2.1
Area Perubahan dan Sasaran RB

B. Peran dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menjalankan peran yakni mengelola
manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan peran tersebut mengarah pada
upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet guna memberikan
kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas
Kabinet Kerja (Nawacita).

Berikut gambaran kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur

organisasi Sekretariat Kabinet, serta dukungan Sumber Daya Manusia:

1. Kedudukan...
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1. Kedudukan

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh

Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.

2. Tugas

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan

pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden

dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh penyelenggaraan fungsi

yang meliputi:

a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian,
pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman;

b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum,
keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan
kebudayaan, serta kemaritiman;

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan
manusia dan kebudayaan serta kemaritiman;

d. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas
permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan
perundang-undangan,;

e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan

pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan...
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dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden,
pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional
penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan
dan keprotokolan;

Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau
pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan,
keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi
tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan
pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan
dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan
informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan
operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana
pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat
Kabinet;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat
Kabinet, dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau

wakil Presiden.

. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet mengintegrasikan antara

fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi

pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta

pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik,

hukum...
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hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian

menjadi empat bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan

fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara

efektif. Selengkapnya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri

dari:

o P

o o

5 oge T O

1.

J-

k.

Wakil Sekretaris Kabinet

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
DeputiBidangPerekonomian

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Deputi Bidang Administrasi

Staf Ahli Sekretaris Kabinet, terdiri dari:

1) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2) Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim

3) Staf Ahli Bidang Komunikasi

4) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan

5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional.
Staf Khusus Sekretaris Kabinet

Inspektorat

Pusat Data dan Teknologi Informasi

.Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet

didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 514 orang

(Per 1 Januari 2017), dengan rincian berdasarkan status pegawai,

golongan...



golongan, eselonisasi, jenjang pendidikan, umur, dan jenis kelamin

sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.2
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Eselonisasi

IVa NON
ESELON

Gambar 2.4
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Umur
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Gambar 2.3
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

52
25
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Gambar 2.5
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI PEREMPUAN

C. Rencana...
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C. Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet Tahun 2016

Melaksanakan amanat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015), Sekretariat
Kabinet melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara berkesinam-
bungan dan berkelanjutan yang pada tahun 2016 merupakan
pelaksanaan RB tahap ke-2 pada Gelombang III. Pelaksanaan RB
Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk menyempurnakan, menguatkan
atau menata birokrasi melalui pelaksanaan 9 (sembilan) program RB
terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas
kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM
Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, kualitas
pelayanan publik, dan Quick Wins guna mewujudkan sasaran RB, yakni
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien,
dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016, berpedoman
pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB
Tahun 2016). Rencana kerja RB tersebut, dalam penyusunannya
mempertimbangkan pelaksanaan  program dan kegiatan RB yang
berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam
Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun
2015-2019. Selain itu, rencana kerja RB Sekretariat Kabinet juga
mempertimbangkan kegiatan yang merupakan saran perbaikan dalam
Area of Improvement hasil evaluasi eksternal dari Kementerian PAN dan

RB pada tahun sebelumnya (tahun 2015).

Sebagai...
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Sebagai pedoman dalam pelaksanaan RB untuk mewujudkan
hasil yang diharapkan, Rencana kerja pelaksanaan RB di Sekretariat
Kabinet tahun 2016 memuat rencana atas 9 (sembilan) program terkait
8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, sistem
pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan,
sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, kualitas
pelayanan publik, dan Quick Wins.

Berikut rencana kerja pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet
sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016:

1. Manajemen Perubahan

Program manajemen perubahan merupakan area perubahan
yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan RB guna
melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set)
individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran
RB. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk
mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.
Pada area ini, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah:

a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet
dalam melakukan Reformasi Birokrasi (RB), melalui:
1) Pelaksanaan kegiatan RB;
2) Penyusunan strategi manajemen perubahan;
3) Pemantauan dan evaluasi RB;
4) Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan;
5) Pemberian motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai serta
menjadi panutan; dan

6) Perencanaan, pelaksanaan, dan reviu modernisasi dan inovasi.

b. Terjadinya...
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b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Sekretariat

Kabinet, melalui pelaksanaan kegiatan:

1) Pembangunan komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang
diinginkan; dan

2) Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan
pemberdayaan.

c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan, melalui:

1) Pelaksanaan analisis risiko dan komunikasi kepada seluruh staf
untuk mengurangi tingkat kegagalan dan meningkatkan kepuasan
pelanggan; dan

2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

2.Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Sasaran yang ingin dicapai
pada area/program ini:
a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh

Sekretariat Kabinet, melalui:

1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan negara pada Sekretariat Kabinet
telah sesuai aturan yang berlaku;

2) Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Kabinet; dan

3) Peningkatan upaya APIP dalam mendorong satuan kerja
meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara.

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada

Sekretariat Kabinet;

c. Mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan

Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Kabinet;

d. Tidak....
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d. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang, melalui:

1) Pengimplementasian program antikorupsi; dan

2) Peningkatan implementasi e-procurement barang dan jasa.

. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh

Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan kegiatan:

1) Pengawasan fungsional atas pengelolaan keuangan negara;
2) Peningkatan peran APIP;

3) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;

4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5) Pemantauaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

6) Penanganan gratifikasi;

7) Penanganan pengaduan masyarakat;

8) Implementasi Whistle Blowing System;

9) Penanganan benturan kepentingan; dan

10) Pembangunan Zona Integritas.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan akuntablitas kinerja agar birokrasi

berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya

sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran

dari area ini adalah:

a.

Meningkatnya kinerja Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan
kegiatan penyusunan dan penerapan serta monitoring dan evaluasi

atas Indikator Kinerja Utama (IKU);

. Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dengan

melaksanakan:

1) Pembangunan...
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1) Pembangunan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja
organisasi yang terukur;

2) Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja;

3) Mengembangkan, mereviu, dan memperbarui Renstra dengan
memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan
ketersediaan sumberdaya;

4) Keterlibatan pimpinan; dan

5) Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

4.Penguatan Kelembagaan

Program penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi
dan tepat ukuran (right sizing). Adapun sasaran yang ingin dicapai dari
area/program ini:
a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Sekretariat

Kabinet, melalui pelaksanaan:

1) Evaluasi kelembagaan; dan

2) Penyempurnaan/penataan organisasi.

b. Meningkatnya kapasitas Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, dengan melakukan:

1) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian,
kehumasan, dan diklat;

2) Penyelenggaraan koordinasi antar unit organisasi;

3) Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan
utama/masyarakat; dan

4) Evaluasi terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi.

5. Penataan...
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5.Penataan Ketatalaksanaan

Program penataan ketatalaksanaan bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme
kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi di Sekretariat

Kabinet. Sasaran yang dicapai pada area/program ini:

a. Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan
melakukan pembangunan manajemen pemerintahan menggunakan
TI;

b. Meningkatnya efisiensi dan  efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan
pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang
telah diformalkan;

c. Meningkatnya kinerja di Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan:

1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan
Renstra Sekretariat Kabinet; dan
2) Keterbukaan Informasi Publik.

d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Sekretariat Kabinet,
yaitu dengan melakukan pengembangan e-government; dan

e. Meningkatnya efisiensi dan  efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan penyusunan
proses bisnis, serta sistem dan prosedur kerja kegiatan utama, dan

implementasinya.

6. Penguatan...
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6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM
aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi aparatur
berbasis kompetensi, transparan, dan bentuk jaminan kesejahteraan
yang sepadan. Sasaran yang ingin dicapai pada area/program ini,
sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di
lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan pengelolaan
SDM yang mengacu pada peta, uraian, peringkat, dan harga jabatan
yang sesuai dengan tujuan Sekretariat Kabinet;

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
Aparatur di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan:

1) Pembangunan sistem rekruitmen pegawai yang terbuka,
transparan, dan akuntabel; dan

2) Penyusunan pola karir pegawai, mutasi, dan promosi secara
transparan/terbuka.

c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat
Kabinet, melaui Penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

d. Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan:

1) Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu; dan
2) Penyusunan data pegawai yang mutakhir dan akurat.

e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di

lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui kegiatan:

1) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan;

2) Penyusunan peta profil kompetensi individu,;

3) Penyusunan sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi;

4) Penyempurnaan evaluasi jabatan;

5) Pelaksanaan...
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5) Pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif,
akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan

0) Pelaksanaan promosi jabatan terbuka.

f. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di
Sekretariat Kabinet, dengan melakukan penyusunan perencanaan
kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;

g. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di Sekretariat Kabinet, yaitu
dengan melakukan:

1) Penegakkan aturan disiplin dan kode etik; dan

2) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

h. Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM Aparatur di
Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan pelaksanaan
pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

7.Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan instansi
pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini:

a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet, dengan
melakukan:

1) Pelaksanaan penyusunan/pembentukan Peraturan Sekretaris
Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet yang mengakomodir 7
(tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan

2) Pelaksanaan pemetaan atas Peraturan Sekretaris Kabinet dan
Keputusan Sekretaris Kabinet yang diidentifikasi tumpang tindih,

disharmonis, dan multi tafsir, dan tindak lanjut hasil pemetaan.

b) Meningkatnya...
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Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan:

1) Pengklasifikasian dan pengadministrasian arsip dan indeks
peraturan, baik internal maupun eksternal, agar lebih tertib,
lengkap, dan informatif, serta disosialisasikan ke pegawai dan
stakeholder;

2) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan
pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang;

3) Identifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
Sekretariat Kabinet sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan
deregulasi; dan

4) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan yang
dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik

pada Sekretariat Kabinet yang sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih
cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di
Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan penyelenggaraan
pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya dan jelas prosedur

pelayanannya;

. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada

kebutuhan masyarakat/pengguna layanan, yaitu dengan melakukan:
1) Pelaksanaan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan
menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada

pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

2) Pelibatan...
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2) Pelibatan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;

3) Penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/
pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah
pelayanan dan menghindari penggunaan calo;

4) Pemberian pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada
pegawai yang bertugas memberikan pelayanan;

5) Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara
pegawai dan masyarakat/pengguna layanan  guna mencegah
terjadinya gratifikasi; dan

0) Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan
yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/
internet maupun melalui media kotak pengaduan.

. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, yang dapat diketahui

melalui pelaksanaan/pengimplementasian metode survei kepuasan

pelanggan yang efektif;

. Pembangunan sistem penanganan keluhan, saran dan masukan,

melalui kegiatan:

1) Pembentukan image positif terhadap organisasi,

2) Standar Pelayanan (SP);

3) Budaya Pelayanan Prima; dan

4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan.

. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Kabinet, yaitu

dengan melakukan:

a) Pengelolaan pengaduan; dan

b) Penilaian...
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b) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dengan melaksanakan
survei dan mempublikasikan hasil survei.
9. Quick Wins

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program terkait 8
(delapan) area perubahan sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja
di atas, Sekretariat Kabinet perlu menetapkan Quick Wins sebagai suatu
inisiatif yang mudah dan cepat dicapai guna mengawali program yang
besar dan sulit. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, pada tahun
2016 Sekretariat Kabinet telah menetapkan rencana kerja terkait dengan
Quick Wins. Penetapan Quick Wins tersebut dimaksudkan untuk
memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh publik
(stakeholders terkait) dalam jangka pendek.

Selanjutnya, guna penetapan Quick Wins tersebut, Sekretariat
Kabinet menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016
tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (Perseskab
Nomor 3 Tahun 2016). Dalam ketentuan Perseskab tersebut, Sekretariat
Kabinet menetapkan 3 (tiga) program Quick Wins, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet;
b. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden; dan
c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam Mendukung E-

Government.

BAB III...



BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016

Berdasar rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB Tahun
2016), sepanjang tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah melaksanakan
penyempurnaan, penguatan atau penataan birokrasi melalui 9 (sembilan)
program RB terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan,
akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen
SDM Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, kualitas
pelayanan publik, dan Quick Wins, guna mewujudkan sasaran RB, yakni
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan
birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan 9 (Sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan

RB di Sekretariat Kabinet tahun 2016 merupakan proses yang menjadi
pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan
sasaran RB. Secara singkat pelaksanaan RB dapat dijelaskan sebagai
berikut:
e Komponen Pengungkit

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja
melalui peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam
melakukan RB; terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
dan penurunan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan, dalam tahun 2016 telah

dilakukan...
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dilakukan upaya yang dapat dilihat dalam dokumen (evidence)

terlampir, diantaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan dan penetapan rencana kerja RB tahun 2016 dengan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet RI Tahun
2016;

b. Percepatan pelaksanaan program sebagaimana ditetapkan dalam
rencana kerja, dengan penetapan program percepatan (Quick Wins)
melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;

c. Sosialisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan RB Sekretariat
Kabinet, seperti penyampaian Road Map RB Sekretariat Kabinet
(Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2015) khususnya kepada pejabat
eselon I, serta eselon II dan Kepala Bidang yang membawahi
Fasilitas Operasional (FO). Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan
pengunggahan dokumen/berita/artikel ke dalam situs resmi

Sekretariat Kabinet dalam kolom menu RB di www.setkab.go.id;

d. Pembangunan media komunikasi dengan alamat www.setkab.go.id

guna menginformasikan dan mengkomunikasi program dan
kegiatan pelaksanaan RB (dalam bentuk antara lain berita, artikel,
dokumen, dan foto), dengan cakupan sasarannya meliputi seluruh
stakeholders dan pegawai Sekretariat Kabinet. Selain itu,

Sekretariat Kabinet juga membangun media Layanan Informasi

Publik secara online dengan alamat www.setkab.go.id /lip;

e. Penerapan budaya kerja “PasTI”, yakni Profesional, Akuntabilitas,
Tanggap, dan Integritas (ditetapkan  dengan = Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Penetapan

Budaya...
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Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet) dalam bekerja

sama dan berkoordinasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi dengan

memedomani pimpinan selaku role model dan agent of change
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet

Republik Indonesia Nomor 1/RB Tahun 2014 Tentang Panutan

(Role Model) Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengembangan

Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program

dan kegiatan RB, yang dalam pelaksanaannya juga dilakukan oleh

kelompok kerja atau tim, dikoordinasikan wunit kerja yang
menangani koordinasi pelaksanaan RB (Deputi Bidang Administrasi

c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) dan unit

kerja yang menangani pengawasan internal (Inspektorat), sebagai

berikut:

1) Kelompok kerja evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat
Kabinet Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi
Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor
KEP.31/ADM/VII/2016; dan

2) Tim Asesor yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang
Administrasi Nomor KEP.7/Adm/II/2016 tentang Tim Asesor
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dari hasil monitoring dan evaluasi, Sekretariat Kabinet telah

menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi baik atas

pelaksanaan reformasi birokrasi maupun atas pelaksanaan SAKIP
yang dituangkan dalam program dan kegiatan pelaksanaan RB

Sekretariat Kabinet tahun berikutnya.

2. Penguatan...
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2. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kepatuhan dan efektivitas

terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Sekretariat Kabinet;

mempertahankan status opini WTP dari BPK; dan tidak adanya

penyalahgunaan wewenang, pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet

telah melakukan beberapa upaya yang dapat dilihat dalam dokumen

(evidence), diantaranya:

a. Penanganan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, diawali

dengan penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat
Kabinet;

b. Penerapan SPIP sejak tahun 2012, yang ditandai dengan:

1)

Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat
Kabinet; dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 52 Tahun
2013 Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penerapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 RB Tahun
2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet;
Penyusunan, pembuatan, dan penetapan sasaran kerja pegawai.
Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi kepada seluruh unit
kerja, dan pembuatan kerangka acuan kerja;

Pelaksanaan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi kepada seluruh unit, melalui kegiatan audit

operasional atas Kegiatan Layanan Perkantoran Pada Biro

Umum...
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Umum, dan peningkatan atas Maturity Level SPIP di lingkungan
Sekretariat Kabinet;

5) Penginformasian dan pengkomunikasian SPI kepada seluruh
pihak terkait, melalui Bimbingan Teknis tentang Konsep dan
implementasi SPIP;

6) Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian intern, melalui

Diagnostic Assesment SPIP pada Sekretariat Kabinet;

Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat,
melalui pelaksanaan kajian atas Standar Operasional Prosedur

Penanganan Keluhan, Saran, dan Masukan.

Pelaksanaan Whistle-Blowing System sejak tahun 2012, melalui

kegiatan:

1) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System)
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan
peraturan tersebut telah disosialisasikan;

2) Implementasi Whistle Blowing System melalui:

a) Penetapan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Tim Penerima Pengaduan
(Whistleblower System) di lingkungan Sekretariat Kabinet
Tahun 2014,

b) Pembukaan akun Verifikator dan Penelaah dalam rangka
Whistleblower System;

3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing
System dilakukan secara berkala, dan menyampaikan hasilnya

dalam Laporan Aktivitas Whistleblowing System Pengadaan

Barang...
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Barang Jasa Pemerintah (WBS PBJ) Sekretariat Kabinet yang
dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

e. Penanganan Benturan Kepentingan yang ditandai dengan:

1)

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan
Sekretariat Kabinet sejak tahun 2013, seperti penerbitan Surat
Edaran Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Nomor
SE-06/Ekon/X/2013 untuk meningkatkan integritas pegawai
melalui pencegahan terjadinya benturan kepentingan (Bidang
Perekonomian); dan penerbitan Surat Edaran Deputi Bidang
Kemaritiman Sekretariat Kabinet Nomor: SE-9/Maritim/8/2015,
tanggal 27 Agustus 2015, perihal Edaran Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman
Sekretariat Kabinet;

Pelaksanaan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
yang dihadiri oleh seluruh eselon I dan II di lingkungan
Sekretariat Kabinet (sebagaimana memorandum nomor: M-
449/Adm/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013, perihal Evaluasi
Benturan Kepentingan);

Penyampaian Laporan hasil kegiatan evaluasi penanganan
benturan kepentingan tersebut kepada Kementerian PAN dan RB
dengan surat Sekretariat Kabinet nomor: B1035/Adm/X/2013,
tanggal 29 Oktober 2013, perihal Evaluasi Benturan

Kepentingan.

f. Pembangunan Zona Integritas, melalui kegiatan:

1)

Pencanganan dan sosialisasi pembangunan Zona Integritas pada
tanggal 29 Maret 2016 yang dihadiri Menteri PAN dan RB,

Sekretaris...
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Sekretaris Kabinet, Pejabat wakil dari KPK, seluruh jajaran
pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet, dan undangan
lainnya;

2) Pelaksanaan Evaluasi atas pencanangan pembangunan Zona
Integritas dan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut pada
tanggal 31 Maret 2016, dengan melibatkan seluruh unit eselon II,
IlI, dan IV (sebagaimana memorandum nomor: M.19/SA-
2/03/2016, tanggal 30 Maret 2016);

3) Pelaksanaan proses penilaian untuk pengusulan dan penetapan
unit kerja yang akan menjadi WBK/WBBM, yang dalam hal ini
diusulkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kabinet
dengan pertimbangan ULP Sekretariat Kabinet mendapatkan
penghargaan 3 terbaik National Procurement Award dalam
kategori "Komitmen 100% e-procurement' yang disampaikan oleh
LKPP pada Forum Rakernas tanggal 3 November 2016.

g. Pembentukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat
Kabinet, yang ditandai dengan:

1) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan,
dengan ditindaklanjuti hasil audit operasional maupun
ditindaklanjuti hasil audit BPK;

2) APIP di Sekretariat Kabinet didukung dengan SDM yang memadai
secara kualitas dan kuantitas, dan peningkatan kualitas SDM
APIP dilakukan melalui diklat-diklat teknis, seperti diklat :

a) Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pertama (JFA);

b) Diklat...
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b) Diklat Sistem Akuntasi Pemerintah Berbasis Akural Bagi

Aparat Pengawas Internal Pemertintah (APIP) Kemen-

terian/Lembaga Tahun Anggaran 2016;

c) Diklat Pembentukan Auditor Pertama.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas

kinerja Sekretariat Kabinet, dan penetapan kinerja individu,

Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai upaya sebagaimana

tergambar dalam dokumen (evidence) terlampir, antara lain sebagai

berikut:

a. Keterlibatan Pimpinan secara aktif dalam proses penyusunan

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja hingga pencapaian kinerja,

dapat terlihat pada:

1)

2)

3)

Penyusunan Teknokratik Renstra Sekretariat Kabinet Tahun
2015-2019, dan penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun
2015 - 2019 yang direvisi untuk penyesuaian dengan tugas dan
fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, yang melibatkan
jajaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun
2016 yang melibatkan jajaran pimpinan di lingkungan
Sekretariat Kabinet; dan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet
dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 yang
penyusunannya melibatkan jajaran pimpinan di lingkungan
Sekretariat Kabinet.

b. Pengelolaan...



- 33 -

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, dengan melakukan kegiatan:

1)

2)

Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja, melalui bimbingan teknis Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah, dan sosialisasi penyusunan PK dan IKU;
dan

Pembangunan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik
(SIMONJA) yang dapat diakses oleh pegawai, dan terhadap
SIMONJA dilakukan pengembangan secara berkala sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka penguatan kelembagaan melalui penurunan tumpang

tindih tugas dan fungsi internal; dan peningkatan kapasitas Sekretariat

Kabinet, pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet melakukan program

dan kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen (evidence)

terlampir, antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Workshop penyusunan analisa jabatan di lingkungan

Sekretariat Kabinet;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan peta risiko yang

berdasar tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet jo.

Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

c. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (term of reference) pemetaan dan

penilaian risiko Sekretariat Kabinet Tahun 2016;

d. Pembuatan peta bisnis proses pada unit eselon I dan unit eselon II;

e. Pelaksanaan...
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e. Pelaksanaan survei kelembagaan terkait kepuasan penyajian
informasi melalui akun twiter Sekretariat Kabinet; dan

f. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan terhadap SOP yang ada.

Penguatan Ketatalaksanaan

Guna mewujudkan hasil yang diharapkan pada bidang ini yakni
peningkatan pengembangan e-government; peningkatan efisiensi dan
efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan terciptanya
keterbukaan informasi publik, Sekretariat Kabinet telah melakukan
beberapa perbaikan dan pembenahan, diantaranya dapat dilihat pada

dokumen (evidence) terlampir terkait dengan kegiatan:

a. Penetapan, penerapan, dan evaluasi atas Proses Bisnis dan

Prosedur Operasional (SOP) Kegiatan Utama, melalui kegiatan:

1) Penyusunan peta proses bisnis, sesuai dengan tugas dan fungsi
berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang
Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Kabinet, pada unit eselon I; unit Biro

Perencanaan dan Keuangan; dan unit Inspektorat;

2) Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional
tetap (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

3) Penerapan SOP di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat

Kabinet; dan

4) Pelaksanaan...
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4) Pelaksanaan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta
proses bisnis dan SOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan
dan pedoman evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan mengacu pada
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman  Penyusunan  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

5) Tindak lanjut hasil evaluasi, diantaranya ditandai dengan
penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Sekretariat Kabinet.

. E-Government di Sekretariat Kabinet diawali dengan penetapan

rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012

Tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Tahun 2011-2014. Selanjutnya, mempertimbangkan kebutuhan

untuk mendukung tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet

mengembangkan E-Government melalui:

1) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian, sebagai hasil
evaluasi atas kebijakan E-Government;

2) Pengembangan E-Government terkait peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dengan:

a) Penetapan Pejabat/Tim untuk pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dimulai sejak

tahun 2011, dan pada tahun 2016 penetapan Pejabat/Tim

tersebut...
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tersebut dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9
Tahun 2016;

b) Pembentukan  Pedoman  Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Sekretaris Kabinet berdasarkan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2013; dan

c) Penetapan Maklumat Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2016.

Penerapan E-Government (16 Sistem) yang terintegrasi baik
melalui internet (eksternal Website) dan intranet (internal)
untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
dalam tingkatan transaksional, seperti SIPUU; SIKENAL, dan E-

Procurement;

Pengembangan kapasitas server untuk penyimpanan dan
memperbesar akses, dan penempatan server di Batam sebagai

hasil kerja sama dengan BP Otoritas Batam.

c. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan melakukan

beberapa hal, seperti:

1)

Penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pembentukan alur proses pelayanan informasi publik di
Lingkungan Sekretariat Kabinet dimulai tahun 2013 dengan
Keputusan Deputi Administrasi Nomor: KEP.41/ADM/IX/2013
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik; dan
penetapan Contact Center Keputusan Deputi Administrasi
Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013 Tentang Penetapan Contact
Center Sebagai Media Komunikasi Layanan Informasi; serta

penetapan...
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penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

Penetapan maklumat pelayanan tanggal 1 Juli 2016;
Pembuatan daftar informasi publik; dan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik secara berkala.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam

rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada area atau

program ini untuk peningkatan profesionalisme SDM aparatur yang

didukung sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,

dan transparansi, sepanjang tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah

melakukan upaya sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan

Organisasi, melalui upaya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Penyusunan analisis jabatan;

Perhitungan beban kerja;

Perhitungan kebutuhan pegawai;

Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan;
Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan; dan
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama

instansi telah dihitung dan diformalkan.

b. Penerimaan Pegawai dilaksanakan secara Transparan, Objektif,

Akuntabel, dan Bebas KKN, yang dapat dilihat dari kegiatan:

1) Pengumuman...
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2)

3)
4)

5)
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Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada
masyarakat melalui media online;

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti
melalui media online;

Persyaratan jelas, tidak diskriminatif;

Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel, dan bebas
KKN; dan

Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, guna menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang

dibutuhkan, dilakukan melalui:

Pembuatan kamus kompetensi jabatan,;

Assesment pegawai/uji kompetensi eselon III, IV, dan Pelaksana;

Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar

hasil assesment;

Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan

dukungan anggaran yang mencukupi, melalui training need

analysis;

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan

rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi, dengan

diselenggarakan capacity building, antara lain:

a) Diklat Soul of Speaking (SoS) secara berkala dan
berkesinambungan, antara lain tanggal 20 — 21 Juli 2016, di
Jakarta;

b) Diklat Coaching dan Mentoring, yang melibatkan eselon II, III,
dan IV sebagai peserta diklat;

c) Diklat...
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c) Diklat analisa kebijakan publik, diantaranya tanggal 28 Maret
sampai dengan 1 April 2016, di Jakarta dengan melibatkan
seluruh eselon III dan IV sebagai peserta diklat.

d) Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

e) Short Course “Better Governance - Public Sector Risk
Management di Australia, pada tanggal 15 April - 1 Mei 2016.

6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengembangan

pegawai berbasis kompetensi secara berkala.

Pelaksanaan Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka, dengan:

1) Penetapan kebijakan promosi terbuka. Pada tahun 2015
diterbitkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

2) Promosi dilakukan secara terbuka dengan dilakukan
pengumuman di website dan dilaksanakan secara kompetitif
dan obyektif oleh Panitia Seleksi yang independen; dan

3) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

Penetapan Kinerja Individu, dilakukan dengan menciptakan

kondisi:

1) Penerapan Penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran
Kerja Pegawai);

2) Pembangunan Sistem SKP online;

3) Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi melalui SKP;

4) Pembentukan ukuran kinerja individu yang memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level di atasnya dan

pengukuran kinerja individu secara periodik melalui SKP online;

5) Pelaksanaan...
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Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja
individu, melalui review prestasi kerja; dan
Pengembangan karir individu diantaranya berdasar Hasil

penilaian kinerja individu.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku, melalui

upaya:

1)

Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
yang diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 RB
Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet,
dengan penjatuhan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan;
Penerapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan menjatuhkan sanksi
berupa potongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat
masuk, pulang cepat, atau tidak masuk kerja, dan berupa
penjatuhan  disiplin berdasarkan peraturan perundang-
undangan bagi pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah
memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja/atau
lebih. Penjatuhan sanksi dimaksud, ditandai dengan Sekretariat
Kabinet «c.q. Deputi Bidang Administrasi mengeluarkan
memorandum pengenaan sanksi bagi pegawai yang melanggar
disiplin (dokumen bersifat rahasia);

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai Sekretariat Kabinet,
Dengan Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi
menyampaikan rekapitulasi daftar hadir pegawai ke seluruh

pejabat/pegawai secara berkala setiap bulan, diantaranya

seperti...
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seperti Memorandum Deputi Bidang Administrasi nomor:
M.6724/Adm/ 11/2016, tanggal 30 November 2016, perihal
penyampaian rekapitulasi kehadiran pejabat/pegawai di
lingkungan Sekretariat Kabinet Periode 1 Januari s.d. 31
Oktober 2016; dan

Pemberian sanksi dan imbalan (reward). Pemberian sanksi
antara lain seperti pada huruf angka 1) dan 2) di atas.
Sedangkan pemberian reward dapat berupa pemberian
Penghargaan Satya Lencana Wirakarya; kenaikan pangkat dan
promosi jabatan; dan penugasan pegawai untuk mengikuti

capacity building dalam negeri/luar negeri;

Pemberian dan pengurangan/potongan tunjangan kinerja bagi
pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet sebagai bentuk pemberian
penghargaan dan  penegakan  disiplin pejabat/pegawai
Sekretariat Kabinet. Saat ini pemberian berdasar pangkat/
golongan dan jabatan belum berdasar kinerja pejabat/pegawai,
dan pengurangan/potongan tunjangan kinerja berdasar tingkat
kehadiran.

Sekretariat Kabinet melakukan evaluasi atas kebijakan
Pemberian tunjangan kinerja, dan pada tahun 2014 terdapat
kebijakan peningkatan besaran pemberian tunjangan kinerja,
sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101

Tahun 2014.

g. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan melalui:

1)
2)

Penyusunan informasi faktor jabatan;

Penyusunan peta jabatan;

3) Penetapan...
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3) Penetapan peringkat jabatan dengan Peraturan Menteri
Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Peringkat
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

4) Penetapan kelas jabatan dengan Peraturan Menteri Sekretaris
Negara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Sekretariat

h. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian:

1) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat
diakses langsung oleh pegawai, diantaranya Sistem SKP online;

2) Sistem Informasi Kepegawaian dijadikan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan baik itu terkait promosi

maupun mutasi.

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pada bidang ini, Sekretariat Kabinet melakukan program dan kegiatan
untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan
yang tumpang tindih dan disharmonis; pengendalian dalam
penyusunan peraturan internal Sekretariat Kabinet (Perseskab dan
Kepseskab); dan penataan arsip Perseskab dan Kepseskab secara
tertib, lengkap, informatif, dan disosialisasikan, melalui beberapa
kegiatan yang dapat terlihat pada dokumen (evidence) sebagaimana

terlampir, antara lain:

a. Penerapan harmonisasi melalui pelaksanaan identifikasi, analisis,

dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan

yang...
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yang tidak harmonis/sinkron, dengan hasil terpetakannya 2 (dua)

aturan internal yang tidak harmonis yaitu:

1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
Mekanisme dan Tata Kerja Pelaksanaan Anggaran pada Bagian
Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet);

2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Penunjukan
Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan
Sekretariat Kabinet Dalam diktum KESATU.

. Pelaksanaan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak

harmonis/tidak sinkron tersebut, yaitu revisi Keputusan Sekretaris

Kabinet Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna

Barang dan Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan diterbitkannya

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Penunjukan

Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan

Sekretariat Kabinet.

. Peningkatan efektifitas evaluasi atas pelaksanaan sistem

pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, melalui

penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat

Kabinet, yang menetapkan pedoman (SOP), antara lain:

1) SOP Nomor SOP.32/Adm-2/1/2016 Tentang Penyusunan
Rancangan Peraturan/Keputusan Internal; dan

2) SOP Nomor  SOP.33/Adm-2/1/2016  Tentang Evaluasi

Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Internal.

8. Peningkatan...
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada

publik (stakeholders terkait) secara lebih cepat, lebih murah, lebih

aman, dan lebih mudah dijangkau; pengembangan dan penyediaan

pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan; dan

peningkatan indeks kepuasan masyarakat (stakeholders terkait) atas

pelayanan yang diberikan, Sekretariat Kabinet melakukan upaya yang

dapat dilihat dalam dokumen (evidence) sebagaimana terlampir,

sebagai berikut:

a. Kebijakan Standar Pelayanan

1)

Dengan ditetapkannya tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang
Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Kabinet perlu untuk Sekretariat Kabinet
melakukan penyesuaian atas Standar Pelayanan (SP) di
lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 Tentang
Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat
Kabinet.

Guna melakukan penyesuaian/penyempurnaan SP tersebut,
berdasar Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang
Administrasi Nomor KEP.65/Sekretariat Kabinet/DA/XII/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Sekretariat
Kabinet, Sekretariat Kabinet melakukan Identifikasi jenis-jenis

layanan dan usulan SP di lingkungan Sekretariat Kabinet

(sebagaimana...
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(sebagaimana memorandum Nomor: M.487/Adm-3/10/2016
Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Identifikasi Usulan Standar
Pelayanan (SP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet).

Dari hasil identifikasi dan usulan yang ada, Sekretariat Kabinet

melakukan sosialisasi dan pembahasan bersama (Public

Hearing) dengan pengguna layanan atas Standar Pelayanan

Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Memorandum Nomor

M.629/DKK-1/12/2016 Tanggal 6 Desember 2016 Tentang

Sosialisasi dan Pembahasan Bersama (Public Hearing) Standar

Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja

Kabinet) guna mendapat masukan atas:

a) SP tentang Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet
maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau
Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b) SP tentang Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet,
Rapat, maupunPertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c) SP tentang Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan
Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Penetapan Maklumat Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2016 dalam

rangka mendukung dan memberikan jaminan  atas

terlaksananya kebijakan tentang standar pelayanan yang telah
ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet;

Guna mendukung pelayanan, Sekretariat Kabinet

melaksanakan reviu atas Standar Operasional Prosedur (SOP)

berdasar Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Standar

Operasional...
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Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan
mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. Hasil reviu tersebut, terbit
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat

Kabinet.

b. Penerapan Budaya Pelayanan Prima, melalui:

1)

Pelaksanaan sosialisasi terkait upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima secara periodik yang dimulai tahun 2011.
Sebagai contoh, sosialisasi kode etik kepada seluruh
pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang
dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2011, dan pada
tanggal 10-11 Desember 2012;

Penyediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses
melalui berbagai media yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Sekretariat Kabinet dan pada tahun 2016, dan pembuatan
twitter https://twitter.com/SekretariatKabinetgoid guna pem-

berian informasi dan penyediaan sarana komunikasi antara
Sekretariat Kabinet dengan publik/stakeholders terkait;

Pembangunan sistem  punishment (sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan, dan pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar, seperti pemberian

penghargaan Satyalancana Wira Karya bagi pelaksana

layanan...
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layanan, dan pemberian kompensasi sesuai dengan saran yang
disampaikan dalam survei terkait pelayanan sidang kabinet.
4) Pengembangan sarana layanan yang terpadu/terintegrasi dan

inovatif, melalui:

a) Penyediaan Media Komunikasi dengan penetapan Keputusan
Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013
Tentang Penetapan Contact Center Sebagai Media Komunikasi

Layanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

b) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Kabinet sejak
tahun 2011. Selanjutnya, guna mengikuti perkembangan
lingkungan strategis maka pada tahun 2016 pembentukan
PPID ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor
9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

c) Pengembangan dan penerapan sistem pelayanan khususnya
terkait pengelolaan penyelenggaran Sidang Kabinet, Rapat
atau Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden/Wakil
Presiden, melalui penggunaan Undangan berbasis TIK
(email) dan Sistem Aplikasi Rekapitulasi Undangan Sidang
Kabinet, Rapat, maupun Pertemuan yang dihadiri/dipimpin
Presiden/Wakil Presiden berbasis TIK; Penggunaan Barcode
dan ID Card pada Rapat Kerja Pemerintah, dan Penggunaan

Paper Security untuk Transkripsi dan Risalah Sidang Kabinet.

c. Pengelolaan...
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c. Pengelolaan Pengaduan, melalui upaya:

1)

Pembangunan media pengaduan pelayanan dengan
menyediakan kotak saran di Lobby Gedung III Lantai 1, dan
kotak saran berbasis web pada portal website Sekretariat

Kabinet.go.id yang dikelola oleh PPID (http://Sekretariat

Kabinet.go.id/lip/index.php/ kotaksaran), dan pada tahun 2013

ditetapkannya Contact Center dengan Keputusan Deputi Bidang
Administrasi Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013 Tentang Penetapan
Contact Center Sebagai Media Komunikasi Layanan Informasi di
Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Penetapan SOP pengaduan pelayanan melalui penetapan
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat
Kabinet;

Pembentukan unit yang mengelola pengaduan pelayanan, yakni
dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Sekretariat Kabinet sejak
tahun 2011, dan selanjutnya pada tahun 2016 Sekretariat
Kabinet menetapkan PPID dengan Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;.
Pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan
untuk perbaikan kualitas pelayanan, antara lain tindak lanjut
terkait pendistribusian risalah sidang kabinet yang semula
hanya disampaikan kepada menteri atau pejabat yang menjadi
peserta pada sidang kabinet atau rapat terbatas, tetapi sejak

tahun 2015 risalah juga disampaikan kepada para pejabat

eselon...


http://sekretariat/

S)

- 49 -

eselon I (Sesjen, Sesmen, dan Sestama) dari menteri atau pejabat
yang menjadi peserta sidang kabinet atau rapat terbatas
dimaksud;

Pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan,
antara lain dengan pelaksanaan survei kepuasan terhadap
peserta sidang kabinet yang dilakukan secara berkala, dengan
tujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan (Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang

Kabinet, Lampiran 89);

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, melalui upaya:

1)

Pelaksanaan survei eksternal atas kepuasan terhadap pengguna

layanan yang dilakukan secara berkala guna mengukur kinerja

pelayanan yang dilakukan Sekretariat Kabinet dalam kurun
waktu tertentu:

a) Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet, dilakukan dua
kali/semester dalam satu tahun (Januari-Juni dan Juli-
Desember). Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang
Kabinet sebagai upaya memperoleh data/informasi terkait
opini responden atas pernyataaan-pernyataan (dalam
kuesioner). Hasil survei dimaksudkan untuk mendukung
objektivitas hasil penilaian mandiri (PMPRB) Sekretariat
Kabinet, yang berdasarkan Pedoman PMPRB diperlukan
pelaksanaan survei eksternal;

b) Survei eksternal ditujukan kepada pemangku kepentingan
(para Menteri Kabinet Kerja, para Pejabat Setingkat Menteri,
para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

maupun para Pejabat lainnya yang hadir dalam sidang

kabinet)...
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kabinet), yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja
pengelolaan sidang kabinet. Survei Layanan Keprotokolan
kepada Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Dukungan
Kegiatan yang Dihadiri oleh Presiden, dilakukan empat kali/
triwulan dalam satu tahun (Januari-Maret, April-dJuni, Juli-
September, dan Oktober-Desember).

2) Survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
Hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Kabinet
disajikan dalam media website setkab.go.id dan media sosial
yang mudah untuk diakses;

3) Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat, diantaranya survei kepuasan peserta sidang
kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Tindak lanjut ini
untuk perbaikan kualitas pelayanan sidang kabinet. Adapun
tindak lanjut atas hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet
terhadap pengelolaan sidang kabinet, antara lain terkait dengan
adanya masukan dan saran pengaduan dari peserta sidang
kabinet terhadap pelayanan menyangkut sarana dan prasarana
sidang kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan
tindak lanjut atas atas hasil survei kepuasan peserta sidang
kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet terkait dengan
pendistribusian risalah sidang kabinet. Tindak lanjut ini
dilakukan karena adanya masukan dan saran dari peserta
sidang kabinet terhadap Arahan Petunjuk Presiden (APP) yang
tertuang dalam risalah agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti
secara optimal. Untuk itu, risalah tidak hanya disampaikan

kepada menteri atau pejabat peserta sidang kabinet atau rapat

terbatas...
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terbatas saja, akan tetapi sejak tahun 2015 risalah juga telah
disampaikan kepada para pejabat eselon I seperti Sesjen,
Sesmen, dan Sestama dari menteri atau pejabat yang menjadi
peserta sidang kabinet atau rapat terbatas dimaksud.
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sekretariat Kabinet
dilaksanakan dengan:

1) Penetapan Grand Design untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56
Tahun 2012 Tentang Grand Design Pengembangan Sistem
Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2011-
2014.

Berdasar Grand Design tersebut, dan berdasar penyesuaian atas
tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet jo.
Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015, Sekretariat Kabinet melaksanakan pembangunan
dan pengembangan berbasis TI atas pelayanan terkait pada

http://setkab.go.id, seperti:

a) SIPUU, yaitu Sistem Informasi yang dikembangkan untuk
pemberian layanan informasi terkait baik peraturan
perundangan (UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres)
dan peraturan/keputusan yang diterbitkan Sekretariat
Kabinet;

b) SISKAB, yakni Sistem Informasi yang dikembangkan untuk
pelayanan informasi terkait Sidang Kabinet, Rapat Terbatas
atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil

Presiden;
c) SITAP...



-52 -

c) SITAP, yaitu Sistem Informasi yang dikembangkan untuk
mengetahui progress atau tindak lanjut dari arahan Presiden
dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas atau pertemuan yang
dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tahap awal
(tahun 2016), sistem ini dibangun di lingkungan Kedeputian
Bidang Perekonomian sebagai Pilot Project;

d) SIKENAL, yakni sistem informasi yang dikembangkan untuk
pelayanan informasi terkait kepegawaian (internal) yang
memuat data pegawai (nama, NIP, pangkat, jabatan) dan
rekapitulasi kehadiran pegawai;

e) SKP Online, dan SIMONJA.

Penyempurnaan secara terus menerut dalam penerapan

teknologi informasi pada pemberian pelayanan di lingkungan

Sekretariat Kabinet, antara lain dengan melaksanakan evaluasi

dan penyempurnaan terhadap Grand Design Sistem Teknologi

Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan aplikasi

pelayanan  Sekretariat Kabinet dalam = website.  Hasil

penyempurnaan dapat dilihat pada dokumen Perencanaan

Taktis Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet

Tahun 2016.

9. Quick Wins

Berdasar Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (Perseskab
Nomor 3 Tahun 2016), Sekretariat Kabinet telah melaksanakan 3 (tiga)
program Quick Wins:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet;

b. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden; dan

c. Penyempurnaan ...
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c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam Mendukung E-
Government.
Gambaran secara singkat perkembangan pelaksanaan 3 (tiga)

program Quick Wins tersebut, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet
Guna peningkatan kualitas Pelayanan Sidang Kabinet, Sekretariat
Kabinet membangun dan memanfaatkan Sistem Aplikasi
Rekapitulasi Undangan Sidang Kabinet, Rapat, maupun Pertemuan
yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sistem
aplikasi dibangun pada Juli 2014 dan mulai digunakan secara
terbatas di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet
pada November 2014. Penggunaan aplikasi bertujuan memberikan
informasi yang jelas dan akurat kepada pimpinan mengenai
rekapitulasi pimpinan/pejabat yang menghadiri sidang kabinet,
rapat, maupun pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden berupa tabel atau grafik. Sistem Aplikasi ini juga
menyimpan seluruh data dalam bentuk softcopy hasil scanning data
dukung persidangan. Namun demikian, saat ini Sistem Aplikasi
menghadapi kendala, diantaranya terbatasnya memori
penyimpanan data.
b. Pemantauan Tindaklanjut Arahan Presiden

Sistem Informasi ini sebagai salah satu program percepatan kinerja
(Quick Wins), dibangun untuk memudahkan Sekretariat Kabinet
melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut arahan
Presiden. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)
dengan alamat intranet: http:/ /app.intranet/, pada langkah awal di
tahun 2016 dibangun dan dikembangkan di Kedeputian Bidang

Perekonomian, selaku Pilot Project yang selanjutnya pada tahap

berikutnya...
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berikutnya, SITAP akan dikembangkan di tingkat Sekretariat
Kabinet.

c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Mendukung

E-Government

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi,

Sekretariat Kabinet melakukan kerja sama dengan Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Batam, melalui kontrak kerja sama Nomor: 01/Adm/

MOU/04/2016, dan Nomor: 357/SPJ/A/1/4/2016 Tentang

Pemanfaatan Fasilitas Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Sebagai Pusat

Pemulihan Data. Ruang lingkup perjanjian yang disepakati:

1) Pemanfaatan pusat data milik pihak kedua sebagai pusat data
dan pusat pemulihan data pihak pertama;

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia (SDM) serta bantuan teknis untuk pengembangan
pusat data dan pusat pemulihan data pihak pertama;

3) Penugasan tenaga ahli para pihak sesuai dengan kebutuhan
dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

4) Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung
para pihak.

o Komponen Hasil
Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan 9 (sembilan) program yang
merupakan komponen pengungkit sebagaimana diuraikan di depan

dimaksudkan untuk mewujudkan Sasaran RB:

1. Terwujudnya...
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1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (stakeholders
terkait); dan

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan sasaran RB dapat
dilihat dari pengukuran atas aspek yang ditetapkan dalam Sasaran RB,

sebagaimana uraian berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan
menggunakan ukuran:
a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan
Sekretariat Kabinet
Dalam memperoleh gambaran hasil berdasar ukuran ini khususnya
terkait opini BPK atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016,
Sekretariat Kabinet masih menunggu hasil pemeriksaan oleh aparat BPK
yang berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017.
Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan wuntuk tahun anggaran
sebelumnya, sejak tahun 2011, dengan Sekretariat Kabinet memiliki
anggaran sendiri, secara berturut-turut Sekretariat Kabinet mendapat
opini WTP dari BPK sampai dengan pelaksanaan kegiatan Tahun

Anggaran 2015.

2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
(stakeholders terkait), dengan menggunakan ukuran nilai persepsi
kualitas pelayanan (survei eksternal).

Dalam...
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Dalam melaksanakan survei eksternal untuk mengukur nilai persepsi
kualitas pelayanan, Sekretariat Kabinet fokus pada survei atas
pelayanan terhadap pengelolaan Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan
yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini
survei eksternal dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Hasil survei,
berdasar informasi (lisan dan informal) dari Stakeholders terkait,
menggambarkan pelayanan dalam kategori “baik”. Disamping itu,
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Sekretariat Kabinet juga
melaksanakan survei internal atas persepsi terkait kepuasan
penyelenggaraan sidang dan monitoringnya secara berkala yaitu tiap
semester (2 tahun sekali) guna peningkatan kinerja pengelolaan sidang

kabinet.

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan
menggunakan ukuran:

a. Nilai akuntabilitas kinerja; dan

b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal).

Pengukuran dengan menggunakan ukuran nilai akuntabilitas
kinerja, sampai dengan penyusunan laporan ini belum dilakukan
penilaian atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2016 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Namun, guna memberikan gambaran tingkat efektivitas akuntabilitas
kinerja Sekretariat Kabinet dapat dilihat berdasar hasil penilaian tahun
2015 oleh Kementerian PAN dan RB, yakni Sekretariat Kabinet
memperoleh nilai 66,09 atau predikat B.

Sedangkan pengukuran dengan menggunakan ukuran nilai

kapasitas organisasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan survei

mandiri ...
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mandiri atas layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman.
Pelaksanaan survei tersebut tanggal 15 Desember 2016 s.d 23 Desember
2016 dengan responden 11 Kementerian dan 1 LPNK yang menjadi
mitra kerja Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman. Hasil survei
menggambarkan bahwa tingkat kepuasan responden atas kinerja
Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman dalam kategori “Sangat
Memuaskan”.

Pengukuran atas hasil pelaksanaan RB dengan menggunakan
ukuran nilai kapasitas organisasi, Sekretariat Kabinet Bidang
Administrasi juga melakukan survei internal atas layanan yang
diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
sepanjang tahun 2016, yakni survei tingkat kepuasan / kemanfaatan
atas:

1. Layanan Perencanaan dan Keuangan;
. Layanan Kepegawaian;
. Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;

. Layanan Pengelolaan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan; dan

ua o W N

.Layanan Pengadaan, Pengelolaan BMN, Pemeliharaan, dan
Perlengkapan dan Jamuan.

Sekretariat Kabinet memandang perlu untuk melakukan survei
internal terhadap layanan yang diberikan kepada pejabat/pegawai di
lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan pertimbangan untuk dapat
mengetahui opini pejabat/pegawai terkait tingkat kepuasan/
kemanfaatan layanan yang diberikan guna perbaikan kualitas layanan
yang dapat mendukung pelaksaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
dalam manajemen kabinet.

Berdasar hasil survei tersebut, pemberian layanan internal di Sekretariat

Kabinet mendapat opini kepuasan layanan dalam kategori dari

“memuaskan ...
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“memuaskan/bermanfaat” sampai dengan “sangat memuaskan/sangat
bermanfaat”.
B. Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Kabinet

Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016 (tahap ke-2 pada
Gelombang III) melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 8
(delapan) area perubahan sebagaimana tertuang dalam Road Map
(ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2015), dan Work Plan
(ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016) telah
menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang diharapkan
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Sekretariat
Kabinet dalam melaksanakan RB sesuai yang diamanatkan, perlu untuk
melakukan evaluasi baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal.
Evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian
secara mandiri (PMPRB) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah. PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor yang dikoordinasikan
oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, dan beranggotakan Pejabat eselon
II dari setiap kedeputian di Sekretariat Kabinet selaku asesor agar dapat
menggambarkan secara keseluruhan kondisi birokrasi di Sekretariat
Kabinet. Tim asesor ini dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang
Administrasi Nomor KEP.7/Adm/II/2016 Tentang Tim Asesor Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat
Kabinet. @ Tim  Asesor bekerja berdasar desk study dan
wawancara/diskusi dengan pihak terkait di Sekretariat Kabinet, yang

hasilnya dilakukan rapat panel sebelum hasil PMPRB di-upload guna

Diteruskan ...
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diteruskan ke Kementerian PAN dan RB secara online. Dari PMPRB,
pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet memperoleh penilaian sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 3.1.)

Sedangkan evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan
oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2016,
pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB
mulai tanggal 21 Juli 2016 (entry meeting) sampai dengan tanggal 15
November 2016 (exit meeting). Hasil evaluasi dipaparkan secara bertahap
oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB. Nilai hasil evaluasi yang
diperoleh Sekretariat Kabinet dari Tim Evaluator pada rapat (Diskusi
Panel) antara Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dengan
Pejabat/Pegawai, selaku anggota Kelompok Kerja Evaluasi Pelaksanaan
RB Sekretariat Kabinet, pada tanggal 6 Desember 2016, merupakan nilai

sementara, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet
Tahun 2016

A.

PENGUNGKIT

Manajemen

Perubahan 5 4,59 3,6

Penataan Peraturan

2 Perundang- ) S 3,75

undangan

Penataan dan

3 Penguatan 6 6 5,33

Organisasi

6. Penguatan...
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NO

BIDANG

NILAI

Nilai (sementara)

MAKSIMAL ( PMPRB Tim Evaluator
Kemenpan RB
Penguatan
6 Akuntabilitas 6 5,54 3,85
|| SeaeEy 12 7,69 5,56
Pengawasan
Peningkatan
8 Kualitas Pelayanan 6 6 4,76
Publik
Sub Total .Komponen 60 54,04 43,5
Pengungkit
B. Hasil
Kapasitas dan
1 Akuntabilitas 20 13,5 13,65
Kinerja Organisasi
Pemerintah yang
2 Bersih dan Bebas 10 8,48 8,89
KKN
Kualitas Pelayanan
3 Publik 10 8,86 8,2
Sub Total Komponen Hasil 40 30,84 30,75
Indeks Reformasi Birokrasi 100 84,88 74,25

C. Saran Tindak Lanjut dalam Area Of Improvement (Aol) Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari

Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Kabinet memperoleh nilai 74,25

(nilai

Kabinet

sementara per 6 Desember 2016) yang berarti Sekretariat

mendapat kategori “Baik” untuk pelaksanaan RB pada

tahun 2016. Namun demikian, berdasar evaluasi masih ditemukan hal-

hal...
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hal yang dapat menghambat pelaksanaan RB dalam setiap program dan
kegiatan. Untuk itu, Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB
memberikan saran penyempurnaan yang tercakup dalam Area of
Improvement (Aol) guna peningkatan kualitas pelaksanaan RB di
Sekretariat Kabinet, sebagaimana diurai lebih lanjut pada tabel berikut
(Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Saran Tindak Lanjut dalam Area of Improvement (Aol)
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet

e Menyiapkan bukti monitoring dan evaluasi

atas rencana kerja Tim RB

| Manajemen e Tersedianya Media komunikasi tentang

Perubahan pelaksanaan RB cakupannya yang dapat
menjangkau pegawai internal maupun

stakeholders Sekretariat Kabinet

e Melakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/

inkron
Penataan Peraturan S o

2 | Perundangan- e Menyelesaikan revisi atas  peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis/

tidak sinkron telah dilakukan

undangan

e Melakukan evaluasi atas pelaksanaan
sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan secara berkala

3. Penataan...
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Penataan dan
Penguatan

Organisasi

e Melakukan evaluasi untuk menilai: ketepatan

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi,
duplikasi  fungsi, kesesuaian  struktur
organisasi dengan mandat, tumpang tindih
fungsi dengan instansi lain, kemampuan
struktur organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis

Melakukan evaluasi atas seluruh unit kerja
untuk menilai: mengukur jenjang organisasi,
organisasi yang berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu kelompok, pejabat
yang melapor kepada lebih dari satu atasan,
kesesuaian struktur organisasi dengan

mandat

Penataan

Tatalaksana

Mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa
seluruh unit organisasi telah menerapkan
SOP

Memperoleh  bukti bahwa SOP telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisiensi, dan
efektivitas birokrasi, secara berkala
Mengintegrasikan implementasi pengem-

bangan e-government

5. Penataan...
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Penataan Sistem

Manajemen SDM

Melakukan perhitungan formasi jabatan

yang menunjang kinerja utama Setkab
dan diformalkan untuk seluruh wunit
organisasi

Melakukan kebutuhan pengembangan
kompetensi untuk seluruh pegawai
Melakukan monitoring dan evaluasi
pengembangan pegawai berbasis
kompetensi yang dilakukan secara
berkala

Melakukan pengukuran kinerja individu
untuk seluruhnya dikaitkan dengan
kinerja organisasi & kinerja atasannya
Melakukan monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja individu secara
berkala

Capaian kinerja individu dijadikan dasar
pembayaran tunjangan kinerja
Menerapkan imbalan (reward) bagi

pegawai yang berprestasi

Penguatan
Akuntabilitas

Keterlibatan pimpinan secara langsung
perlu terlihat  jelas pada saat
penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja
dan pemantauan capaian kinerja secara
berkala

7. Penguatan...
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Menetapkan kebijakan tentang
penanganan gratifikasi

Melakukan penilaian risiko dengan
struktur yang baru

Menetapkan  Kebijakan tentang
Penanganan Benturan Kepentingan
Menetapkan  unit kerja  yang
berpredikat menuju WBK/WBBM

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Standar pelayanan perlu di
maklumatkan pada seluruh jenis
pelayanan

Melakukan sosialisasi/pelatihan da-
lam upaya penerapan budaya
pelayanan prima

Menetapkan sistem pemberian
kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai
standar

Melakukan evaluasi  atas pe-
nanganan keluhan/masukan secara
berkala

Menindaklanjuti hasil survei
kepuasan masyarakat

Menerapkan  teknologi informasi

dalam memberikan pelayanan

D. Permasalahan...
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D. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Upaya

Pemecahannya

1.

Kurang optimalnya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya
kerja pejabat/pegawai dalam pelaksanaan RB karena kurangnya
pemahaman dan perbedaan cara pandang terhadap upaya

perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu melakukan
komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan
seluruh pejabat/pegawai di berbagai tingkatan secara aktif dalam
diskusi  pelaksanaan RB, seperti forum RB  Corner;
mengikutsertakan  pejabat/pegawai dalam = seminar/diklat/
workshop terkait RB; dan mendorong seluruh jajaran pimpinan

untuk menjadi role model atau agen perubahan.

Belum optimalnya dukungan dan koordinasi unit kerja terkait
karena adanya ego sektoral dan persepsi keberhasilan
pelaksanaan RB (dalam bentuk penciptaan dokumen RB)
merupakan tanggung jawab unit kerja yang mempunyai
kewenangan untuk menjadi koordinator pelaksana RB, sehingga

berimplikasi pada kurang efektifnya pelaksanaan RB.

Sehubungan dengan hal tersebut, seyogyanya Sekretariat Kabinet
perlu tetap membentuk tim atau kelompok kerja (yang terdiri dari
wakil wunit kerja terkait) walau Sekretariat Kabinet sudah
membentuk unit kerja setingkat eselon II yang mengoordinasikan
pelaksanaan RB. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas dalam pengelolaan perubahan dalam pelaksanaan RB

sesuai bidang atau area perubahan.

3. Kurang...
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3. Kurang efektifnya media komunikasi karena terbatasnya media,

muatan informasi, dan intensitas penyampaian informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu
meningkatkan keberadaan media komunikasi dan
pemanfaatannya, serta mendorong pejabat/pegawai di berbagai
tingkatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengomunikasikan

pelaksanaan RB secara intensif.

4. Belum teridentifikasinya risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi setelah reorganisasi (berdasar Peraturan Presiden
Nomor 25 tahun 2015 jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4
Tahun 2015), yang berimplikasi kurang optimalnya pelaksanaan

tugas dan fungsi.

Guna mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu
menganalisis dan memetakan risiko guna dapat melakukan
mitigasi risiko.

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu
mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

6. Belum membentuk unit kerja yang menuju WBK/WBBM guna

penguatan pengawasan.

Dalam rangka penguatan pengawasan, Sekretariat Kabinet perlu

untuk membentuk WBK/WBBM.

7. Kurangnya...
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7. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terkait pelaksanaan RB dan
evaluasinya dari instansi pembina (Kementerian PAN dan RB),
yang berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan RB dan
timbulnya persepsi pelaksanaan RB hanya untuk menyusun

dokumen saja.

Guna mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu
meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait dan lebih

proaktif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan.

E. Rencana Perbaikan Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan RB, Sekretariat
Kabinet berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan RB
dengan merencanakan kegiatan perbaikan berdasar rekomendasi Aol
dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi, yang dituangkan dalam

rencana perbaikan, sebagai berikut:

1. Bidang Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. Menyediakan media komunikasi tentang pelaksanaan RB yang
dapat menjangkau baik pegawai maupun stakeholders
Sekretariat Kabinet, seperti RB corner, penayangan videographis
pelaksanaan RB, penyempurnaan kolom menu RB baik
penempatan maupun muatannya dalam website Sekretariat
Kabinet;

b. Menyempurnakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan
menyampaikan laporan secara berkala, serta menindaklanjuti

saran dari hasil monitoring dan evaluasi.

2. Bidang...
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2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pada Bidang ini, Sekretariat Kabinet perlu melakukan perbaikan
dengan:
a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

secara berkala;

b. Merevisi peraturan perundang-undangan berdasar hasil
pemetaan peraturan perudang-undangan yang tidak

harmonis/tidak sinkron;

c. Melakukan evaluasi atas pelak sanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala, dan

melaporkan hasil evaluasi tersebut.

3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi
Sekretariat Kabinet perlu melakukan evaluasi kelembagaan dan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk
penataan/sinkronisasi tugas dan fungsi serta penyempurnaan

organisasi.

4. Bidang Penataan Ketatalaksanaan
Pada bidang Penataan Ketatalaksanaan, Sekretariat Kabinet perlu

melakukan perbaikan dengan:

a. Mengevaluasi SP dan SOP secara berkala berdasar ketentuan,
dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyusun SP dan
SOP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang sesuai

perkembangan dan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;

b. Mengembangkan...
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Mengembangkan mekanisme dan sistem untuk penerapan SOP

dalam pelaksanaan tugas;

Mengembangkan pelaksanaan e-government yang terintegrasi.

5. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Aparatur

a.

Melakukan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk seluruh
pegawai, serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya

secara berkala;

Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu

secara berkala.

6. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Kabinet perlu melakukan upaya:

a.

Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja dan pemantauan

capaian kinerja secara berkala; dan

Menyusun pedoman terkait akuntabilitas kinerja dan
mengembangkan pengukuran dan pelaporan Kkinerja berbasis
elektronik guna meningkatkan kualitas pelaksanaan

akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet.

7. Bidang Penguatan Pengawasan

Sekretariat Kabinet dalam upaya penguataan pengawasan perlu

menyusun rencana perbaikan, yaitu:

a.

Melakukan penilaian dan pemetaan risiko berdasar struktur baru
yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2015 jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015;

b. Menetapkan...
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b. Menetapkan unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM.
8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada bidang ini, Sekretariat Kabinet perlu melakukan upaya
perbaikan dengan melakukan sosialisasi/pelatihan terkait penerapan
budaya pelayanan prima; dan Menindaklanjuti hasil survei kepuasan
stakeholders. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet perlu
mengoptimalkan pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan dari layanan internal di lingkungan

Sekretariat Kabinet sampai layanan eksternal.

BAB IV...



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun 2016 berada pada
tahap ke-2 Gelombang III guna mewujudkan Sekretariat Kabinet
berbasis kinerja secara bertahap dan berkesinambungan, dalam
pelaksanaannya berdasar rencana kerja yang mencakup 9 (sembilan)
program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen
perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan,
ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-
undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins sebagaimana
ditetapkan dalam Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016.

2. Guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan RB
tahun 2016, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan penilaian baik

internal maupun eksternal:

a. Penilaian secara internal dengan mengadakan, antara lain survei
secara mandiri terhadap opini atas kepuasan/kemanfaatan
layanan Sekretariat Kabinet Bidang Maritim yang menggambarkan
berada dalam kategori “sangat memuaskan”. Sedangkan survei
internal atas pemberian layanan internal terkait Bidang
Administrasi menggambarkan pada kategori “memuaskan/
bermanfaat sampai dengan  sangat memuaskan/sangat

bermanfaat”.

b. Penilaian secara mandiri (PMPRB) atas pelaksanaan RB Sekretariat
Kabinet sepanjang tahun 2016 oleh Tim asesor yang dibentuk
dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor

KEP.7/Adm/II/ 2016, menghasilkan nilai 54,04 untuk Komponen
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Pengungkit dan nilai 30,84 untuk Komponen Hasil, yang berarti
Indeks RB Sekretariat Kabinet berada pada nilai 84,88.

c. Sedangkan penilaian secara eksternal oleh Tim Evaluator dari
Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli
2016 (entry meeting) sampai dengan tanggal 15 November 2016
(exit meeting), menghasilkan nilai sementara per tanggal 6
Desember 2016, yaitu sebesar 43,5 untuk Komponen Pengungkit
dan nilai 30,75 untuk Komponen Hasil, dengan Indeks RB berada
pada nilai 74,25.

3. Dari Penilaian baik internal maupun eksternal tersebut, Sekretariat
Kabinet dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dalam
mewujudkan Sasaran RB, dan mendapat beberapa tanggapan dan
saran untuk perbaikan, seperti saran dalam Area of Improvement (Aol)

pada hasil PMPRB.
B. Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan
kegiatan di setiap area perubahan, Sekretariat Kabinet perlu
menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil
survei internal, maupun saran dalam Aol yang disampaikan oleh Tim

Evaluator Kementerian PAN dan RB atas hasil PMPRB;

2. Selanjutnya, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Sekretariat
Kabinet perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan RB
guna mewujudkan Sekretariat Kabinet berbasis kinerja dalam

pelaksanaan manajemen kabinet.
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Lampiran Drafl | Malaman 23-44 Roncans a3 ponyampaian dokumen program kera Mamaran: omor: M.25Admi01/2018

Kana Tabun 2015

Sekratariat Kabinet Tahun 2016 tangqal 1§ Januarn 2016
- |Program keria Biro Akuntabililas Kinena dan

Reformasi Birokrasi, Deputi Bidan:
Administrasi Penode Januan —Jesember

e

| 2016
| B Stud: banding atas Best Praclice pelaksanaan | - |Program kena Sirg Akuniabiitas Kinera dan
\ | Sistem Akunlabililas Kinenja Instans: Reformasi Birokrasi, Daputi Bida
| P intsh (SAKIP) dan Ref Adminisirasi Penode Januan — Desem!
| 1 (RB} di Provinsi Daarah Istimewa Yogyakaria 2016
’ 5 Pambahesan program kefja Bwo Akumabiltas | - [Memorandym Nomoe M SOMAdm-2/1/2016
| % Kinafjp dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 tanqgal 28 Januari 2016
‘ & Rapal koordinasi intemna! Biro akuntabiitas - |Memcrandum Nomge: M-174/Adm-3/03/201
| I Kinerja dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Mars1 2016
I l 7 | o |Palak Prgram Bire A s dan - |Program keds Birg Akuntabiilas Kinara dan
|‘ Reformasi Birokrast, lerkail dengan |Reformasi Birokrasi Depuli Bida

polaksansen kajen dan pangembangan Administeasi Periode Januari — Desembar
sistam manajsmen kinena 2016

Parmohonan jjin keikulsartaan dalam kegatan| - |Memorandym NomorM-408/0KK-2/04/2018,
Studi banding atas Besi Praclica pelaksansan tanqgqal 25 Apnl 2016
Sistem Akuntabilitas Kinana Instansi

[SAKIP) dan Ref Birg
(RB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyaka
| ®

| ¢ |Penyampaian dokumen hasil kagiatan Studi = |Memorandum Nomor:M.250/Adm-3/05/2018,
banding atas Besl Practica pelaksansan tanggal 16 Mei 2016
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
P h (SAKIP) dan Refarmasi Birokrasi
(RB) di Pravinsi Dsaerah Istimewa Yogyakara

‘ d |Penyampaian pananggung jawaban ki -

Memorandum Nomaor M 249/Adm-3/05/20186,
langqal 16 Mei 2016

Studi banding atas Best Practice pel
Sistem Akuntabifitas Kinsrjs Instansi
P h (SAKIP) dan Ref Biro

(R8) di Provinsi Daerah |stimewa Yogyakaria

o [Panyusunan Laporan Hasil Studi banding atas
Best Practica peisksanaan Sistam
Akunlabifitas Kinefja Instansi Pamenntah
(SAKIP) dan Refermasi Birokrasi (RB) di
Provinsi Daerah Islimewa Yogyakara

ran Hasil Studi banding atas Besl
Practice pelakcanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja instansi Pamarniah (SAKIP) dan
Refomasi Birokras: (RB) di Provinsi Dasrah
istimewa Yogyakada

Permohonan zin prinsip kegialan lindaklanjut
Benchmarking atas Best Praclica

Implamantasi SAKIP dan Relarmassi Birokras
di Provinsi DIY, tanggal 19 sampai dengan 21
Aguslus |

Mamorandum Nomorh4-375/Adm-J/8/20185,
tangqal 11 Aqustys 2016




Jaweben

Jawaban

JAPRIL2015 .-

Permohonan findaklanjut pembiayaan
[kegistan tindaklanjut Benchmarking atas Best
Practice Impl i SAKIP dan Rel

| Birokrasi di Provinsi DIY, 1anggal 19 sampai
[dengan 21 Agusius

mor: 384/Adm-3/08/2016
langgal 15 Agustus 2016

Memorandum

=

Penyampaian laporan hasil kegiatan
lindaklsnjut Benchmarking atas Best Practice
Impl i SAKIF dan Ref: i Birokrasi
i Provinsi DIY, tanggal 19 sampai dengan 21
ustus

Memorandum Nomor: 253/Am-3i05/2016
llanggal 16 Mei 2016

1 |Panyusunen laporan kegatan Lindaklanjut
Benchmarking atas Best Pracuce
SAKIP dan Rel = B

Laporan kegistan tndakianut Benchma king
atas Bes! Practice Implementasi SAKIP jan

i Birokrasi di Provinsi 1Y, tam: gal

DIY, tanggal 19 sampai dengan 21 19 sampai dengan 21 Agusiu:
« |Tim Reformas: Birokrasi telah 3. Seluruh rencana keria telah dimoniloring dan di svaluasi, AJBICID 067 1 Rapat finalisas: penetapan largel kinena - |Memorandum Nomor. M 152/A0m-3/03.2016
imelakukan monitoring dan [dan hasil evaluasi tefah dilindaklanjuti trwulan tahun 2016 di Sekrelanal Katwnel langgal 18 Matel 2016
evaluasi fencana kera, dan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di
hasil evaluasi lelah evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuli
ditindakianjuti ¢ Sebagian kecil rencana Kefja telah dimoniloring dan di
evaluasl, dan hasil evalussi telah ditindaklanjuti
d. Seluruh tencana kerja belum dimoniloring dan di evaluasi
|
=
- |Form ian ran; kagiatan pandukun|
* i encapaian sksi 8iro Ak lilas Kinarja
i Reformasi Birokrasi
2 ) i | Birokrasi 1,0 1,00 100,00% }_
Map tslah disusun dan rﬁold Map telah disusun dan dilstapkan sabagai dokumen = 1 |Persaskab Nomar VBB Tahun 2011 lig Perssskab Nomar 1/R8 Tahun 2011 lig Road | 1 [Raps! Pembahsan Road Map RB Sekretanal| - |M 48/Adm-3/08/2015 - 16 Seplembar 2015
diformalikan formal 2 Road Map Ralormas: Birokrasi Satkab Map Reformasi Birokrasi Setkeb Tehun 2010- Kabinel Tehun 2015-2019 Han Kamis, 17
b ! Tanua 2010-2014 2014 Septembar 2015
2 |Pacseskab Nomor /RS Tahun 2015 2 Rapal Lanjtan Pembahasan Road Map RB| - |M.S7/AJm.3/09/2015 - 25 Seplember 2015
X Tanlang Road Map Reformas: Birokrasi Sekrstariat Kabinel Tahun 2015-2019 Han|
Sotkab Tahun 2015-2019 [Sanin, 28 Seplembar 2015
S ] Rapal Pembahasan Quick Wins dan Road| 1.93/Adm-3/10/2015 - 23 Qkiobsr 2015
% Map R Tahun 2015-2019 Sekretanial Kabinel
RI, Tanggai 29 Oklobar 2015
] Rapal Pembohasan Quick Wins dan Rosd| - |M.692/Adm/10/2015 - 23 Okiober 2015
5 Map Tahun 2015-2019 Sekrelarial Kabinet RI,
Hari Kamis Tanggal 29 Oktobaer 2015
5L 5 Rapat Pembahsan Road Map RB Sekretarniat - [MI04/Adm-W10/2015 - 28 Oktobar 2015
Kapine! Tahun 2015-2019 dan Quick Wins
Sekrelarial Kabinset, Hari Kamis, Tanggal 29
i Oklober 2015
3 ﬁﬁoad Map \alah mencakup § 3. 4 area slau labih Parsasksb Nomar 1/RB Tahun 2015 Dalem Parsaskab Nomor 1/RB Tahun 2011 tig] 1 Berdasarkan Pada Bab lIl., Kebjakan - |Peratutan Sekestaris Kabinal Nomor 1/R8
nroa perubahan b 1-3 ares Tantang Road Mag Relormasi Biroktasi Roed Map Reformasi Birokrasi Seikab Tahun Relormasi Birokrasi Sekratarial Kabinal, A Tahun 2015 lentang Road Map Reformasi
c. lidak ada Sstkab Tahun 2015-2019 2010-2014 lercakup B Area Parubshan i1 Ral i Bi Birokrasi 2015-2019
o Kabinal 2015 ~ 2013, Peraturan Sekretans
ABIC R \ Kabinal Numor_i Tlhv.rn 2015 tentang Rosd
5 Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, halaman
5 25. Area parubshan Reformasi Bimkrasi pada
Road Map Reformasi Birokrasi Sekretanat
L- Kabinel lelah mencakup 9 area perubanan,
ity ©
c. |Road Map telah mencakup 2. Quick win ada sesusi dengen ekspekiasi dan depst 1 |Parcuskab Nomor _ /RE Tahun 2015 tig 1, |Porseskab Nomaor 3/RB Tahun 2011 1ig 1 Peraturan Sexretans Kabinet Nomor 1 Tahun | - |Peraturan Sekralans Kabinet Nomor 1 Tehun
“quick win® diselesaikan dalam wakiu cepal ABIC 4 Progrom Parcapatan [Quick Wins) RB Program Percapatan (Quick Wins) RB Setkab 2015 tentang Rosd Map Relormati Birokrasi 2015 tentang Rosd Map Relormasi Birokrasi
b. Quick win ada tap lidak sasusi dengan akspekissi alau Sealkah 2015:2019 2015-2019
tidak dapal diselasaikan dalam wakiu capal )
c. Belum ada quick win 2. [Laporan Quick Wing 2. {Laporan Quick Wins 2 Quick wins pada halaman 33, Paraturan - |Quick wins pada hetaman 33, Parsturan

Sekretans Kabinal Nomor 1 Tahun 2015

taniang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019

Sekrataris Kabinel Nomor 1 Tehun 2015

tantang Rosd Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019




% PENILAIAN

PENJELASAN -

Jawsban - Nitai

0 _
: S ; S . . ‘| 30APRIL 2015 : Sl 55: 2018 Fere oSl
d. |Penyusunan Read Map telah 3. Seluruh urit organisasi lalah dilibatkan dalam penyusunan Dalam Pe. . |Dalam Perseskab Namor 1/RB Tahun 2011 tig Rancangan Peraturan Sekrelaris Kabinet o 1T oy M,Adrn- -
seluruh unit Road Ma_p ) _ tig Road Map Reformasi Birokrasi Saikab Road Map Relormasi Birokrasi Setkab Tahun tentang Road Map Raformasi Birokrasi tangqa! § Februari 2016
organisasi b. Sebagian besar unil ofganisasi lelah difibatkan dalam Tahun 2015-2019 Pasal § lelsh dinyalskan 2010-2014, Pazal 1 telah dinyalakan Sekeolaniat Kabinel tshun 2015-2019
penyusunan Road Map ABICID Roadmap unluk saluruh umt orqanisasi di Rosdmap unluk sslurub unit orgenisasi di
c. Sebagian kecil unit organisasi \elah dilibatkan dalam Sekrotarial Kabinnt Sakratans! Kabinat
penyusunan Road Map
d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan
Road Magp Undsngan Finghsas Quick Wins dan 2 |t Rapal peny R (Lihat| 2 Rapat Road Map Rel - i Nomor M 134/Adm.- Y03/ 016
i Pgmhahasan Hazil Eveluasi Akuntabilias SK Tim RS 2011) Birokrasi yahun 2015-2019. tanggal 11 Maret {tanggal 1Q Maret 2016
| Hingsa dan Relermes: Buokiasi PDF 2016
3 |Meme Panyampannn Laparan Hasd E] Malokukan perbaikan melalui saran perbaikan [ - |Memorandym Nomer: M.MQHNSFMEZONL_—
Keqiatan Finolisasi Clyiek Wins dan pada Draft Road Map Relormasi Birokrasi langqgal 8 Apnl 2016
P b Hazil Evnluam Akuntabilitas Sekretansl Kabinel tahun 2015-2019
Kinarja dan Reformasi Suokeasi PDE
- |Dats jkan alss Draft Road Map RO
| SETKAB Tahun 2015-2019
4 [Melakukan parbaikan melalui Saran dan - |Me ndum Nomor: M. 190/Adm-3/04/2018,
masukan perbaikan pada Oraft Read Map [E1 | 7 April 201
Reformasi Birokrasi SETKAR
3 [Melakukan perbaikan melalus mazukan atac - Mz ndum Nomor M.412/Adm-2/8/2018,
Draft Road Map Reformasi Birokrasi SETKAB tanggal 13 April 2016
2015-2019
Matks masykan parpaikan draft Road Map
|Reformasi Birokrasi SETKAB 2015:2018
6 Penyampsian perbaikan pada Draft Road Map| - [Memorandum Nomor h 218/Adm.3/04/2016.
| Reformasi Birokrasi Sekretanat Kabinet tahun tanggal 18 Apni 2016
| ® 2015-2013 den Draft Work Plan 2015 dan
| 2016
7 Panyampsian salinsn Persluran Sekralaris - |Memomndum Nomor: M.525/Adm.2/! 1
Kabins! Nomor 1/RB Tahun 2015 Isntang tanggal 24 Mai 2016
Rend Map Reformnasi Birokrasi Sekretanal
Kabinet
| 8 Peny ian safinan Py Ses - |Memomndum Nomor M.273/Adm- 1052018,
{ |KabinetNomer 1/R8 Tshun 201S tentang tanggal 26 Mei 2016
| Road Map Reformasi Birokras: SETKAB
a. |Telah \erdapat [3 a. Seluryh anggola telah kan 1 |Sosialisasi Eksternal : - |Memorandum Nemarii 293/Adm-3106/2018,
sosiahsasilintemalisasi Road dan intemalisasi Road Map tanggal 6 Juni 2016
Map ke pada anggeta b Sebagian besar anggols arganisasi tslah mandapetkan
organizas sosialisas dan intemalisssi Road Map
c Sebagian kecil anggola organisssi lalah mendapatian ABICID "
sosializasi dan intenalisasi Road Map
d. Ssluruh anggota org; balum kan
dan intemalisasi Road Map
2 |Sesialisasi Intemnal : Mamomangum Nomor: M. 2737Adm-3/ 18,
tanqgal 26 Mei 2016
3 [Pamantaunn dan Evaluasi 2,0 100,00% |
s. |PMPRE telah direncanakan 8. Seluruh PMPRB lalah direncanskan dan diorganisasikan 1. |Laporan PMPRS Semssier | Tahun 2014 1. [Laporan PMPRB Semasler | Tahun 2014 1 Penyampaien Evidende PIMPRE, tanggal 29 - M nd; morii 347/A
dan diorganisasikan dengan dengan baik AIBICID 1 Maret 2016 tangge! 29 Marel 2016
baik b. Sebagian besar PMPRE telah dirancanakan dan
d isasikan di n baik
:jnsrg;:;:: k.:cil ;E;RB'ILIAH Hsrsiakandet 2. |Laporan PMPRE Semesier It Tahun 2014 2. [Laporan PMPRE Samastec Il Tahun 2014 - LI:::;::H ovalussi reformasi bi
[Remgeie= o Sangsn plk ’ 3. [Loporen PMPRE Final 1ahun 2012 kinm | 3. |Laparan PMPRB Final Tahun 2014 Kinm " |LKE PMPRE 2015.FOF
d. Seluruh PMPRB belum dan
e baik KemanPAN dan RB KemenPAN dan RB
DPRSN 4 |Rencans Kena PMPRE Tahun 2014 4 [Rencans Kerja PMPRE Tshun 2014
b. |Aklivilas PMPRE telah a. Saluruh akuvitas PMPRB telah dikomunikasikan pada 1. |Undangun kepada Tim Palaksana RB dan | 1. |Undangen kepada Tim Pelaksana RB dan 1 Pambahasan Nilai Surve: Intamal dan - |Memoran lomor: M.227/Adm-3/05/201
dikomunikasikan pada masing-masing unil organisasi Aussor BB yang mawakil masing-masing Asesor RB yang mawsekill masing-masing unit Ekstamnal larkait PMPRE Online, tanggal 3 tanggal 2 Mei 2016,
masing-masing unil kena b, Sebagian besar aklivitas PMPRB telah dikemunikasiken ABICID | unil ket untuk mongikull Sosialisasi karja unluk mangikuli Sosislisesi Evaluesi Mai 2016;
pada masing-masing unil organisasi Evaluas Relarmas Birokrasi Instansi Reformasi Birokrasi Instansi
c. Sebagian kecil aklivitas PMPRB telah dikomunikasikan
pada masing-masing unil arganisasi
d. Seluruh akktivitas PMPRE belum dikomunikasiken pada 2 |Undangsn Repsi antaia Seristanat Asesor | 2. {Undangen Rapel anlara Sekrelanal Asesor 2 Pambahasan niai PMPRB Sekretanal Kabinel| - (Memorandum NomorM228/INSP/6/2016,
masing-masing unil organisasi dungan Sekretarisl Tim Peloksana RS |dengan Sekretsrial Tim Pelaksana RE Tahun 2018, tanggal 3 Juni; angqel 2 Juni 2016
3. |Undangan Repal Asusor plus pendemping | 3,

@

Tuelah dilukukan pelstihan
yang cukup bagi Tim Asassor

2. Seluruh Tim Asassor PMPRB 1eleh mendapatkan pelatinan

unil kerja untuk malakukan Evaluesi RB

Salkab

. |Parmahonen Narssumber PIPRS ke

Undangan Rapal Asesor plus pendsmping 3
unil karja uniuk melakukan Evaluasi RE
Salkab

Pambahasan parsiapan evaluas: RB pada
kelompok kada manajemen parubahan,
tangqal 12 Aqustus 2016

Memorandum Nomor: M.SET/EKON-
10 1 al 2016

PMPRB

Imalatinan

b. Sebagian basar Tim Asassor PMPRB tslah mendapsikan
|pelatihan

<. Sebagian kacil Tim Asassor PMPRE tslah mendapsikan

Manpan Nomor B-855/Adm/B/201 tgl 27
Aguslys 2014

Parmohonan Narasumber PMPRE ke Manpan
Nomor B-855/Adm/B/201 Igl 27 Aguslus 2014

-

FGD. PMPRB Penugasan Narasumber dan
IMenpanR8




- PENILAIAN

d_Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan
pelatihan

Jawaban

Jawaban

Nilal

2 el Tugas P,

awai Menpan
BAS&ID | PAN-RE/12/2014 tanggal 1

Dasamber 2014 Hal Narasumber dalam

FGD PMPRE

mor. &

J0APRIL 2016
Sural Tugss Pegawsi Menpan Nomor,
B/158/0.1.PAN-RB/12/2014 tanggal 1
D 2014, Hal. dalam FGD

PMPRE

asesor PMPRE, tetapi fungsi asesor dan unil tersebul
dilakukan oleh psgawai lain

¢_Paruisipas: pejabatl sirukiursl lapis kedua sabagai ssesor
[PHPRE belum ada

a
d. |Pelaksanaan PMPRE a. Tardapal p pejabal lapis 1 |Aepseskab No 21 Tahun 2014 1ig Tim Kapseskah No. 21 Tahun 2014 lig Tim Asasar | 1 Pembentuken Kelompok Kerja Evalyasi - |Kepulusan Depuli Adminisirasi
dilakukan oleh Asasor sesusi kedus sebagai asasor PMPRE dan yang barsangkulan laribat Asesor PMPRE di Lingkungan Ssikab PMPRB di Lingkungan Seikab Tahun 2014, Sm-m Akuntabifilas Kinarja Instansi ratarist Kabinal Nomor -
dengan keienluan yang sepenuhnya sajak lahap awal hingga akhir prosas PMPRS, Tahun 7014, dalam SK igrsebul lerdapal dalam SK lersabul lerdapal Eselon Il i, dan i dan Ref i di KEP.31/ADMVIIZO1E lentang Komm
bedaku b Terdapa| penunjukan ksikulsaniasn pajabal siruklural lapis Esalon i1, ll, dan 1V/Sial VISl Lingkungan Sekrelarial Kabinet Tahun 2016 Kena Evaluasi Sistem Akuntabilitas Klg; B
kedua sebagai asasor PMPRB, lelapi partisipasinya lidak Instansi Pemeriniah dan Raelormasi e
melfipuli sslutun proses PMPRB.
c. Terdapal paneiapan pajabat strukiural lapis kedua sabagai

di Lingkungan Sekretanal Kabinet Taﬁn 2018}

nidak saluruh kritena dibshas;

z Sural Kepulusan Tim Assesor - |Keputusan Sekretans Kabinel Nemor 21
Tshun 2014 tentang Tim Asasor PMPREB
|+ |Kepulusan Depuli Administras: Sakrataris
Kabinel Nomor XJ2015 ten Ti
| « PMPRE di Lingkunqan SETKA!
- |Kaputusan Depuli Adminisiresi Sakrataris,
Kabinat Nomor 7/ADM/2/2016 tanteng Tim
Aszssor PMPRA di Lingkungan SETKA
1 & |Apakah xoordinator asasor 3. Koardinalor assessor lalah melakuken reviu lerhadap 1 |Undangsn Rapal Asezar plus pendemping 1 [Undangen Rapsl Asesar plus pendamping 1 Pembahasan Nilai Survel Intemal dan - |Memorandum Nomor: M. 227/Adm-3/0512016,
PMPRE malakukan reviu seluruh keras kana sabelum menyusun kenas kera instansi und kana untuk malakuksn pembahasan unit kerja uniuk melakukan pembahasan Nilai Ekstemal terkait PMPRE Online. tanggai J tanggal 2 Mei 20167
| iarhadap kenas kena asasor b K lelah melak reviu 1 Nita: Evoluasi RS Setkat Tahun 2014 Evalussi RS Setkab Tahun 2014 Mei 2016;
I sabelum manyusun kenas sabagian kerias kena sabalum menyusun kerlas kerjs insiansi
karja inslansi? c. K balum reviu kentas kerja
| sabelum menyusun Kernas kerja instansi 7 |Undangan Ropal kapads Tim Palsksana RE8| 2. [Undangan Rapsl kepada Tim Pelaksana RB | 2 Pambahesan nilei PMPRE Sekretanal Kabnet| - |Memorandum NomerM229/INSP/6/2018
H dan Asesor R8 yang mawakii masing- dan Asescr RB yang mewakili mesing-masing Tahun 2016, tanggal 3 Juni langgal 2 Juni 201
~ mazing unil kana univk malskuken unil kerja unluk melskukan pambahasan hasil
pambahasan hasil mils Evaluas Relormasi nilai Evalussi Reformasi Birokrasi Instansi
1 Birokrasi Instans:
3 Jburw 2008
T. |Apakah para asesor 2. Mayontas mancapai ki dan 1 [Undangan Rapnt xapada Tim Palaksana RE Undangan Rapel kepade T\m Pelaksans RB 1 Pembahasan Nilai Surve: inlernal dan Memorandum Nomor M 227/Adm-3/05/2018,
mencapai konsansus alas seluryh kiteria dibahas dan Asesor RB yang mewakih masing. dan Asesor RB yang i Ek | tarkait PMPRE Onbine, tanggal 3
pangisian keras kerds b. Tidak selurun L masing unit kena unluk malakuken
b nital

1angqal 2 Me: 2016;

unil kerjs untuk maiakuken pcmbuheun hns!l Mei 2016;
AJBIC v (] pembohazan hasil niln Evaluasi Reformasi nilai Evaluasi Relormasi Birokrasi Instansi
PMPRE instansi? ¢. Balum ada konsensus yang dicapai olah para koordinator Birokrasi Instangi
35585507
i 2 |SK Tim Aseszor batu 2 Pembahasan nilai PMPRB Sekretanat Kabinel| - |Msmorandum NomorM22S/INSP/6I2016,
s Tahun 2016, Langgal 3 Juni; 12 Juni 2018
} | 5. |Rencana aksi lindak lanpnt 2. Terdapat ﬂamm Aksi dan Tindsk Lanjul (RATL) yang =3 Y |Sura: panyempaisn Rencans Akzi kepads Sural panysmpaian Rencans Aksi kepada Tim| 1 Palaksansan Prgram Biro Akuniabilitas dan - |Program kera Biro Akunisbilitas Ki n
| (RATL) tslsh dikomuni 1aigh kan dan dil Tim Palaksano RB Palaksans RB Reformasi Birokrasi, (erkail dengan Reformasi Birokrasi, Daputi Bidang
| I dan dilaksanakan b. Terdapat Ronana Aksi dan 'ﬁnd.‘: Lanjut (RATL) namun ABIC § pslaksanaan ksjian dan pengembangan Administeasi Pariode Jonuad — Ossamber
I belum dikomuni dand sistem manajemen kinerja 2016
| | c. Belum lerdapal Rencana Aksi Tindak Lanjul {RATL) "
} ,’ 2 |SK Tim Asessor baru a keikulsarlaan dalam kegiatan| - |Memorandum NomerM-408/0KK-2/04/2018
3 ng atas Best Praciica palaksanaan langgal 25 April 2016
Sistem Akuntsbilitas Kinarja Instansi
I 3 Pamarintah (SAKIP) dan Reformasi Birokras
2 (RB) di Provinsi Daerah Islimewa Yogyakana
‘ i
b |Permohonan izin prnsip kagiatan lindakisnjul | - |Msmorand, morM-379/5dm-3/8/2018
|Benchmarking atas Bast Praciice tangqal 11 Aqustus 2016
{iImplementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi
di Provinsi DIY, Langgal 19 sampai dangan 21
Agusius
[ 1 [ a|Perubahan pola pi 10 0,81 80,87%
1 o. |Tardapst keleribalan 2 ssluruh jajsran pimpinan lefinggi lerlibat umrl nluf den ABICIO 1 1 Undangan pangajian ramadhan tanggal 8, 15, | - |nomer B345, ansatineq/0-3/5]
pimpinan terlinggi secara berkalanjulan dalam 22, 29Juni 2016
aklif dan berkalanjutan dalam b. sabagian besar pimpinan leringg! terfibat sscara akiif dan
pelsksanaan reformasi berkelanjutan dalsm pslaksanaan Reformasi Birokrasi
birokrasi c. ubaglan kacil pimpinan Ioﬂmggu bal secara akiif dan
dalam L i B 3
d. Seluruh jajaran pimpinan tentinggi hlurn :aﬂiha! s.c-r- xkld
dan berkelanjulan dalam
i
2 Undangan kegialan keagamaan bulan - |memorandum nomor M.536/Adm-2/5/2018
ramadhan 14 37 H 19! 6 5.d. 30 juni 2016
3 Undangan caramah dan buka puasa bersama | - |memora: mor M S64/Ad! 1
han jum’al, tanggal 17 Juni 2016




Undangen pengajian bulanan tanggal 20 juli
2016

aﬂg&mnntnaglogiggwo?,gou'_._
langgal 14 Juli

Diklat The Soul of Spaeking for Prime.
Permohonan lima kegiatan lerkait dangan
revolusi mental

- _|memorand M 344/Adm.3/3/:016 |

memarandum nomor:M-436/INSP/11/015

Bahan Materi Revolusi Mental Pra
Musrenbang Tahun 2015

Bahan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi

Memal Tahun 2015

Terdapal madia komunikas)
sacara regulsr unluk
menyosiahzasikan tentang
reformasi birokrasi yang
sadang dan akan dilakukan

a. Ada media yang panny

seluruh pegawai dan pemangku kepantingan larkail sera
dilaksanakan secara barkala

b. Ada media komunikasi yang cakupannys menjangkau
seluruh pegawai dan pamangku kapentingan larkeit

. Adz media kamunikasi yang cakupannys menjangksu
saluruh pegawai

[d. Ada media komunikssi namun cakupannys lerbatas pada
pegawai Tingkalan lertanty

a. Belum ada madia komunikasi untuk mensosislisasikan
pelaksanaan (alommasi birokrasi

0

Terdapat upaya unluk
menggerakkan organisasi
dalam rmaelakukan perubshan
melalui pembentuxan agent
of change alaupun role
\model

AJBICIDIE

Ada wabsila namun belum berkala

a. Sudah terdapal upaya pembanlukan Agant of Changa
sacara formal dan sasuai ukuran organisas), dan sudah
mengikuti pelatihan sabagai mie modal dalam perubshan
b. Sudah terdapal upaya pambentukan Agent of Change
secara formal don sesuai ukuran organizasi

<. Sudah lerdapat upaya pembeniukan Agent of Change
namun secara format belum dilakukan

. Balum ada upays untuk membantux Agent of Change

pong ya. print scraun b

Ads wabsila namun balum berkala

SK Aodel Model Tahun 2014

gisiannys, prin scteen baritanys

\Web Sita Sekrelanal Kabinel

SK Hodel Madel Tahun 2012-2013

SK Rodel Model Tahun 2014

Kepulusan Sekrelsns Kabinet Nomer 1/R8
Tahun 2014 tentang Panutan (Rols Model)
>

J_|SK Rodel Model Tahun 2011

SK Rodel Model Tahun 2012-2013

SK Rodal Model Tahun 2011

4 |SK Budaya Kerjs Tehun 2014

SK Budaya Keyn Tahun 2013

alule

SK Rodel Mode! Tahun 2012-2013
SK Rodal Modal Tahun 2011

S Budays Karjs Tahun 2014

SK Budaya Kena Tahun 2014

SK Budaya Kerja Tahun 2013

o

K Budsya Renyn Tahun 2012

o]

SH Budaya Kerjs Tahun 2013

SK Budays Kerja Tehun 2012

SK Budaya Kerja Tahun 2012

7 |Banner, Sosinhisamn Budays Korja 2015

Bonnor, Sosialisasi Budaya Kerja

Banner, Sosialisasi Buda rja 2015
Kode Eli Pogawai Sekralanial Kabine

Rapal pembahasan kegiatan Role Model,

Republik Indonesia
imemorandum nomor: M.113/Adm-3/11/2015

tanggal 24 Februari 2016

tanggal 4 November 2015

Rapal pambahasan kegiatan Role Model, 2 |memorandum nomor: M. 198/Adm-3/12/2015
tanggal 15 Desambar 2015

Rapal pembahasan kegislan Rele Model 3

memorandum nomor: M.113/adm-3/02/2016

EOARE




PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA! “5,0

5,00 | 100,00% -
1 |Harmonisasi (2,5) 2,5 2,50 100,00%

a. | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan IDENTIFIKAS| PERATURAN
pemetaan terhadap peraturan perundang- terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang INTERNAL SEKRETARIAT
undangan yang tidak harmonis/sinkron tidak harmonis/sinkron KABINET.pdf =

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan

terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang AIBIC 1
tidak harmonis/sinkron

c¢. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan

terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak

harmonis/sinkron

b. | Telah dilakukan revisi peraturan perundang- a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak SK KPB Baru.pdf

undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron harmoqis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau SK KPB Lama.odf
tidak ditemukan adanya peraturan perundangan- ; =0 = ama.ndl
undangan yang tidak harmonis , a
b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan A/BIC f 1
yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, WRabe
namun belum selesai e

. c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan b =
perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron Eae "f
2 |Sistem pengendalian dalam penyusunan 2,5 2,50 100,00% ; )

a. |Adanya Sistem pengendalian penyusunan a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan ABICID & : 1 SOP PENYUSUNAN PERATURAN
peraturan perundangan yang mensyaratkan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian b INTERNAL.pdf
adanya Rapat Koordinasi, Naskah diimplementasikan
Akadimis/lfajian/policy paper, dan Paraf ¢. Ada persyaratan tersebut namun belum PARAF PERSETUJUAN. pdf
Koordinasi dimplementasikan P

d. Belum ada persyaratan tersebut
b. | Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan a. Evaluasi atas pelaksanaan sistemn pengendalian A/BIC 1

sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan

penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan
secara berkala

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan
secara tidak berkala

c. Belum pemah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan

sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan

SOP EVALUASI PERATURAN

INTERNAL.pdf




H A EA 0 ALBAHA A A APA A P A
— ST 0 APRIL 2015 P BER 20
PROSES {80 e 3 3 oE 2Y0e 8 R e
Ui, JPENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI{E) -| 6.0 . - v R RS A 2 ' 3 : 3 6,00 | 100,00% s e R A A R X SR
1. |Evaluasi (3) 3.0 3,00 | 100,00% : T Ay ;
a, [Telah dilakukan evaluasi yang berujuan untuk a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilal ketepatan 1 |UND. RAPAT FINALISASI ANJAB.pd! |
ménilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh 2 |BIMTEK ANJAB pdl 1 |Diklat Teknis 1 |Pen n: nalis Jabatan di
organisasi unit organisasi | z &
b. Telah dilakukan svaluasi untuk manilai ketepatan | 3 [LAPORAN ANJAB pal 2 |Usulan Bimtek Penyusunan Peta Resiko | 2 |memerandum nomarhl 360INSP/OIZ016
| fungs: dan kelepatan ukuran organisasi kepada 4 |PENYAMPAIAN ANJAB pdl 3 |Undangan Bimtek Penyusunan Pala 3 |memorandum nomorM-
sabagian unil organisasi AJBIC Resiko 518/Adm/09/2016
c. Belum dilakukan ovalussi uniuk menilai kelepaian 5 |ANJAB KABAG PERENCANAAN pdl 4 |Permohonan peserta Bimiek Penyusunan| 4 |memorandum nomor:M 367/INSP/9/2018
fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unil
organsiasi
6 |ANJAB KARQ RENKEU pdl 5 nugasan narasumber Bimlek 5 |Nomor: S-860/D2/04/2016
7 |AMALISIS BEBAN KERJA pdl 6 |Daftra hadir & [Daftar hadir Bimtek penyusunan pe
7 |Pambuatan Kerangka Acuan Kerja 7 |Pemataan dan Penilian Resiko
Sefretariat Kabinet RI
b. | Telah dilakukan evaiuasi yang mengukur a Telah dilakukan evaluasi yang mengukur janjang Laporan Tim pdl 1. |Surver kelembagaan melalui Twiler ] k_Hasi| Surval Kepuasan Malalui
jenjang organisasi organisasi kepada seluruh unil organisasi AIBIC Twitter tarkait Penyajian Informasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mangukur janjang cleh Asdep Humas
organisasi kepada ssbagian unit organisasi
c. Balum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang 2 |Tim Penyusun pdl
9 kepada-unil arganizusl T |Qaltar Hadrr Rapal pal
|
4 |Evaluas Organisas Setkab Tahun
2014 pof
5 |Notutens: Rapat pal
¢. |Telah dilakukan evaluasi yang menganahsis a, Telah i yang ganali 1 |Evaluasi Qrgamsasi Setkab Tahun
kemungkinan duplikasi fungsi kemungkinan duplikasi fungsi kepada saluruh unil kerja 2014 pdl
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan duplikasi fungsi kepada sabagian unit ABIC
kerja
= <. Balum dilakukan evaluasi yang manganalisis
d |Telah dilakukan evaluas: yang menganalisis a. Telah asi yang ganalisis satuan V |Evaluas: Orgamsas: Setkab Tahun
| satuan orgamisas: yang berbeda tujuan namun |organisasi yang berbeda lujuan namun ditempatkan 2014 pedf b
dilempatkan dalam salu kelompok dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja |
b, Telah di d i yang is saluan 1
organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan
dalam salu kelompok kepada ssbagian unil kerja AJBIC
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan
organisasi yang berbeda lujuan namun ditempatkan
dalam satu kelompok kepada unit kerja
& _|Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis a. Telah luasi yang isi 1 |Evaluas Qrgamnisas: Setkab Tahun
kemungkinan adanya pejabal yang malapor |xemungkinan adanya pajabat yang melapor kepada 014 pdf
kepada lstih dan soorang alasan iabih dari secrang alasan kepada seluruh unil kerja
| b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada ABIC
lsbih dari seorang atasan kepada sabagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kamungkinan adanya pejabat yang melapor kepada
lebih dari seorang alasan kepada unit kerja
I. |Telah dilakukan evaluasi yang manganalisis 3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis 1 |Evaluas Orgamizas Satkab Tahun o
kesasuaian struktur organisasi dengan kinerja ian struktur organisasi dengan kinarja yang 2014 pal
yang akan dihasilkan akan dihasilkan kepada saluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kesasuaian struktur organisasi dengan kinerja yang ABIC
akan dihasilkan kepada sabagian unit kena
. Balum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kesasuaian siruktur organisasi dengan kinera yang
akan dil kepada unit kerja
9. | Telah dilakukan evaluasi alas kesasuaian a. Telah i atas k ian strukdur 1 |Evaluasi Qrganisas: Setkab Tahun
struktur organisasi dengan mandat organisasi dengan mandat kepada ssiuruh unit kerja 2014 pdl
b. Telah dilakukan evaluasi alas kesesuaian struktur
iorganisasi dengan mandat kepada sebagian unil kerja ABIC
. Belum dil 1 i atas ) ian struktur
organisasi dengan mandat kepada unit kefja
h.|Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis ‘Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis 1 |Undangan Rapal Sinkronisasi 4 Mei
|kemungkinan tumnpang tindih fungsi dangan tkemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 2015 pd!
instansi lain
2 |Undangan Rapat Sinkronisasi 5 Mel
L5 2015 pal
3 |Undangan Rapal SQP Sinkionisasi 16
April 2015 pd!
4 |Daltar Hadir Sinkronisasi SOP 1 April-
\. [Talah dilakukan evaluasi yang menganalisis Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Evalvasi Orqanisasi Selkab Tahun
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif kemampuan struktur organisasi untuk adaplif terhadap YT 2014 pal
|terhadap parubahan lingkungan strategis perubahan lingkungan strateqgis J




Ponataan (3) 3.0 100,00% |
2. |Hasil svaluasi telah dilindakianjuti dengan a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan ' 1 |Surat Seskab Kepada Menpan RB
mengajukan perubahan organisasi |{mengajukan perubahan organisasi

b. Sebagian basar hasil evaluasi lelah ditindaklanjuti
dengan mengajukan perubahan organisasi

c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
dangan mengajukan perubahan organisasi

AJBICID

lentang Parmohonan Persatujuan
Perseskab Orqanisasi dan Tata
‘fna pdl

2 |Lampiran Sural ke Menpan R8_pd|
d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan 3 |Sural Susulan Parubahan Nomanklalur
mengajukan perubahan organisasi Stal Ahli pdl

4 |Surat Balasan Manpan RE_pdl




D PERUBA BAHA D AMBA R A 7 P A
awab a A D
: awaba 0 APRIL 20 2 BER 2046
&l % D TP
PENATAAN TATALAKSANA (5) 50 A 5,00 | 100,00% - R a g 58 5
1 |Proses bisnis dan prossdur opsrasional tetap | 1.5 1,50 100,00% 7
a |Telah memiliki peta proses bisnis yang sesual a, Seluruh unit organisasi telah memiliki pela prosas 1 |PETA PROSES BISNIS SETKAB 1|pembuatan pata bisnis proses proses Peta prosas bisnis inspekiaral
dengan tugas dan fungsi bisnis yang sasuai dengan lugas dan fungsi WIDE DAN ESELON |.ppt
b. Sabagian besar unit organisasi lelah memiliki pela 2 |PETA PR ISNIS BIRO Pal bisnis SETHAB. Wi n
proses bisis yang sesiai dangan Hgas dar ungs} 3 |PETA PROSES BISNIS B s bisniz Biro Pare ndan
C. Sebag.:ar.i kecil unit organisasi lelah memiliki pelg INSPEKTORAT ppix (pp——
prosea bianis yang sesusl dengan tigas dan fungsi Pata proses bisnis inspokioral Z|pembuatan SOP di Lingkungan 1|memorandum nomor: M_41/ADM-
d. Seluruh unit organisasi belum mamiliki peta proses Sekretariat Kabinel 2112016
bisnis yang sasuai dengan lugas dan lungsi Pala proses bisois SETRAB Wide dan Z|Peraluran Sekrelans Kebinet Republik
Essalon | tarbary Indanesi 4 Tahun 2015 len
o Organisasi dan Tala Kexja Sakralari
(pembaniukan Bire Akuntabililas Kinetja dan
i Birokensi)
IBB!a foses tistus Bito Perencanaan
dan keuangan
b. |Peta prosas bisniz sudah dijabarkan ke dalam a. Selufuh peta proses bisnis lelah dijabarkan dalam 1 [KEPSESKAP SOP pat 1. [Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012 mbagian Tugas dan Fungsi di Struktrur}1  |Peratyran Seivetans Kebinet Republik
prosedur operasional tetap (SOP) SOP tentang SOP di Ling kretari ganisasi S Kabinet RI Indonesia Nomor 4 Yahun 2015 lentang
b. Sebagian besar psta proses bisnis telah dijabarkan 1 | Kabine! Organigasi dan Tala Kerja Sekreiarial K
dalam SOP ol | iRm' beniy !,!n Biro Akuniabilitas Kinerja dan
ian kecil pet; i lah dij 5 eformas
;'alsa::'_.?g: AE i prosas bibnis el ahsijsbanten s 2 [DAFTAR SOP pdl 7 |Kopsoskab Nomor &7 Tahun 2012
% d. Saluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam Ee tentang SP Unil Kerja di ‘Lingkungan
S0P Sakratarial Kabinal. a
\ ' : 3 |Kepseskab 662013 ltg Perubahan SOP)
| | | : ; di Lingk Sotkab pdf
I c. |Prosedur operasional tetap (SOP) lelah a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur AJBICID 1 | [MONEV PELAKSANAAN SOP. pdl
diterapkan operasional tetap (SOP) 2 |REKAP SQP YANG TELAH
| b. Sebagian basar unit organi lelah mer DIMCNITORING pdl
1 Prossdur operasional letap (SOP)
G gian kecil unit organi telah p
Prosadur operasional tetap (SOP) |
| = d. Seluruh unit organisasi belum menserapkan Prosedur ‘
| operasional tetap (SOP) i
i
d. |Peta proses bisnis dan Prosedur operasional a. Terdapat evaluasi dap efisiensi dan af: 1 |SK. TIA PENYEMPURNAAN SOP pdl 1lPembentukan Tim 11SK_NomorKEP, 33Adm/AdmIIXJ2015
telah dievaluasi dan disasuaikan dengan pata proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh
perkembangan wntutan efisiens, dan hasilnyn telah ditindaklanjuti
alaklivitas birokrasi b. Tardapat evaluasi tarhadap sfisionsi dan elektivilas
pota proses bisnis dan SOP secara berkala namun A/BICID 1 a
belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
| ¢. Tardapat evaluasi namun belum maenganalisis
| 1| afisionsi dan efskiivitas peta proses bisnis dan SOP |
‘ 2 |MEMD PENYAMPAIAN LAPORAN 1 |Pelaksanaan Evaluas SOP pada seliap 1|Memorandum nomor 1110/Adm-
PENYEMPURNAAN SOP pal Unit Kerja di Lingkungan Sekratariat 10/2015_tanggal 13 Okiober 201
Kabinat
Surat Patintah Tugas Nomor:
Sprnt. 1111/Adm/10/2015
3|Kussioner Evaluasi SOP di Li ngan
Sekretaniat Kabinet
4} Jadwal 1 Kegiatan Tim Panyempurnaan
SOP_di Lingkungan Sekratariat Kabinat
5|Jadwal 2 Keqgiatan Tim Psnysmpurnaan
P_di Lingkungan Sekretariat Kabinel
3|Permaohanan izin bagi Pejabat dan 1|Memorandum nomar, M 1145/Adm-
: Pegawai untuk mangikuti rapat 10/201 6 Okl 1
| pambahasan penyempumaan SOP di
Lingkungan Sekratanat Kabinst
|
\
| | 2|Memorandum nomorM 1 146/Adm-
i | 10/2015, tanggal 26 Oktober 201
4|Dokumen pelaksanaan Rapal 1|Daftar Standar SOP di Lingkungan
Sekratarial Kabinat
2|Bahan maten rapal Pedoman
penyusunan SOP
3 |Laporan Kegialan Penysinpurnaan, 3|Bahan materi rapat. Kabijakan Standar
Panyusunan SOP pdl Oparasional Prosedur Dalam Rangka
4 |EVALUAS| SOP pdf 4|Bahan materi rapat. Simbol simpol dalam
SQP
5|Bah: i rapat Teknik pan n
SOP Administrasi Pemerintah
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SEPTEMBER 2016

6|M 648-Adm-2-X1-2015 tqi, 6 November
015 impaian hasil keqiatan
penyempumaan SOP

7|Laporan penyusunan dan
penysmpurnaan SOP

] ] ASNESS———

Sudah dilakukan pengembangan e

d.Belum ada pengembangan dan implomantasi &-
government

a. Sudah dilakukan implemenlasi pengembangan &-

7 |E-Government (2) 2.0 2,00 | 100.00% [ |
a |Sudah memiliki rencana pengembangan e- Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e- [} ‘Kogs.oskaa Nomer 56 Tahun 2012 Kepseskab Nomor 56 Tahun 2012
|governmant &i lingkungan instansi government di lingkungan instansi lentang Grand Dasign Pengembangan tentang Grand Dasign Pengembangan
Y 1 Sistam |nlormasi Manajsmen Tahun Sistem Informasi Manajemen Tahun
2011-2014 2011-2014,
2. |Grand Dosign pdl
b. |Sudah dilakukan pengembangan e- a. Sudah dilakukan & asi peng gan e 1 |PEMBAGUNAN SISTEM INFORMASI
|gevammant di lingkungan intemal dalam government sacara lerintegrasi ABICID ¥ |KEPEGAWAIAN 2006 pdl
i = i b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e 7 |PEDOMAN PERGGUNARN 2006 5d1
| govarnment namun belum lerintegrasi
| " . Sudah dilakukan pengermbangan e-government 3 |TAMPILAN DATABASE 2006.pd!
= namun belum dilakukan implementasi 4

ANALISI DAN PERANCANGAN

KAK pdl

PETUNJUK PENGGUNAAN

government untuk meningkatkan kualitas
palayanan kepada masyarakat (misal: websits
unluk panyediaan informasi kepada
masyarakal, sistern pengaduan)

government secara lerintegrasi

b. Sudah dilakukan implementasi peng: \gan e-
government namun belum lefintegrasi

c. Sudah dilakukan pengembangan e-governmenl
namun belum dilakukan implementasi

d. Balum ada pengembangan dan implemelasi e-
government

AJBICID

1|Pembantukan tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentas:
di Lingkungan Sekretans Kabinet

Pararuran Sekretaris Kabinet Nomor 5

tahun 2013

2|Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Sekretaris Kabinel

1{Keputusan Sekralans Kabinel Nomor
4/RB tahun 2011

Sekralaris Kabinaet tahun 2012

3|Pembentukan Tim Pengalala Informasi 1|Keputusan Deputi Bidang Administrast
dan Dokumentast di Lingkungan Nomar: KEP 83/A0MANIN2012
|
\ 1
1 1

4|Pambentukan Tim Pangalola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Sekretaris Kabinet tahun 2013

Keputusan Sekratans Kabinat Nomoer 19
tahun 2013

Penstapan Pejabal Pengelola informasi

dan Dokurnentasi di Lingkungan
Sekretanis Kabinel tahun 2016

)

Kepulusan Sekrslans Kabinet Nomor §

Tahun 2016

6|Penetapan Maklumat Pelayanan

1|Maklumat Pelayanan tangqal 1 Juli 2016
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Panyempurnaan Sistem Teknalogi |
Datam Mendukung E-Government

rlormiasi

_

®

Mol Memo Depmin ke Seskab dan disposisi
perselujuan

Penampatan server kerjs sama dengan BP
Otoritas Batam dalam rangks penempatan
dan genlemmnlan llgli!taﬁ Server yang
sudah ditempatkan di Batam, meliputi:

1. Website Setkab

2. e-mail

a

Sudah dilakukan pengembangan e

Penambahan kapasitas penyimpanan dan

government untuk meningkatkan kualitas
palayanan kepada masyarakat dalam
tingkatan transaksional (masyarakal dapat
mengajukan parijinan malaiui wabsita,
malakukan pembayaran, dil}

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-
government sacara terintegrasi

b. Sudah dilakukan implementasi pangembangan e-
govermnmant namun belum terintegrasi

¢. Sudah dilakukan pengembangan e-government
namun balum dilakukan implementasi

d. Belum ada pengembangan dan implemastasi &
government

Eproc dan Eselan [V C ke atas sebelum
dan sesudah di kembangkan

mamperbezar akses

o

Menarapkan kebijakan keterbukaan informasi

3. Seluruh informasi publik telah dapat diakses

vl #fw

3 |Keterbukaan informasi Publik {1,5) 1.5 1,50 | 100,00%

a |Adanya kebijakan pimpinamdtentang ‘Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang 1 1. |SK - Parseskab 5 2011 [Pedoman
keterbukaan informasi .FUb i enﬂﬁkusl‘ katarbukaan informasi publik 2 |Kopsaskab ¢ RB 2011 [Penelapan
informas: yang dapal diketahui oleh publik dan PPID) pat
mekanisme penyampaian) :

Daputi Bid Adm (Tim PID 2012} pdf
L

SK - Kapseskab 19 2013 pdf

KEPSESKAB 2016.pdl

SOP PELAYANAN INFORMASH

MAKLUMAT PELAYANAN jpg

b. Sebagian basar informasi publik telah dapat diaksas
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
d. Seluruh informasi publik belum dapal diaksas

2014 - Dahar Infermasi Publik paf
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PIP_pdf

2014 - Surg! Sotkab Kapada KIP.pdl

BA Uji Konsekuensi IP Sstkab
PPID - DIP Barkala Setkab pdf

PPID - OIP Serla Merla Setkab pdl

0

Malakukan monitoring dan evaluasi
palaksanaan kebijakan ketsrbukaan informasi

Il

a. Monilonng dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
katerbukaan informasi publik dilakukan secara barkala
b. Monitoring dan evaluasi kebijak
keterbukaan informasi publik dilakukan tidak barkala

<. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan kelerbukaan informasi publik

s EEEECEED

N

MONITORING INFORMAS] PUBLIK

JAN-MEI pd!

MONITORING INFORMASI PUBLIK
JUNL UL pt




PROSES b
e (DU

V.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM'(15) Jasols 14,23 | 94,83% 3 = e e e
1 |Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 1,0 1,00 |100,00%
a.|Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah 1. |UND. RAPAT FINALISASI ANJAB.pdl | 1. [Undangan Rapat Pembahasan Finalisasi
dilakukan

b, [Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

A/BICID

~

BIMTEK ANJAB pdf

~

Penyusunan dan Penyempurnaan
Analisis Jabatan di Lingkungan Setkab
Momor: M.1164/Adm-3/12/2004 Tanggal

11 Desember 2014

Diklat Teknis

[

Penyusunan Analis Jabatan di Setkab

Pelaksananaan bimbingan leknis
penyusunan dan penyempurnaan
analisis jabatan pada tangqal 20, 21, 27
November dan 2 Desember 2014 dengan
narasumber dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

eformasi Birokeasi

. |Usulan Bimtek Penyusunan Peta Resiko

memerandum nomor:M.360/INSP/9/2016

. |Undangan Bimtek Penyusunan Peta

Resiko

memaorandum nomor k-
518/Adm/09/2016

. |Permohanan peserta Bimtek

Penyusunan Peta Resiko

memerandum nomor:M.367/INSP/3/2016

. iSurat penugasan narasumber Bimtek

. |Daftra hadir

o

Nomor: S-960/D2/04/2016

. |Daftar hadir Bimtek penvusunan peta

. |Pembuatan Kerangka Acuan Kerja

resiko
Pemetaan dan Penilian Resiko

Sekretariat Kabinet Rl

LAPORAN ANJAB pdf

Lapaoran Pelaksanaan Kegiatan Tim

Penyempurnaan Analisis Jabalan

&

PENYAMPAIAN ANJAB odf

Memo Kepala Biro Kepegawaian
QOraganisasi dan Tala Laksana Nomar:
M.1150/Adm-3/12/2014 tangqal 9

Desember 2014 perihal Permohonan
Penyamoaian Penyempurnaan Analisis
Jabatan Peqawai di lingkungan
Sekretarial Kabinet

ANJAB KABAG PERENCANAAN pdl

5

Dokumen Analisis Jabalan

ANJAB KARO RENKEU pdf

@

Dokumen Analisis Beban Kerja

oo|~jon|n

ANALISIS BEBAN KERJA pdf
Undangan Rapal Pembahasan

|

\Desember 2014

Finalisasi Penyusunaa dan
Penyempurnaan Analisis Jabalan d
Lingkungan Setkab Nomor:

M.1164/Adm-3/12/2004 Tanagal 11

Pelaksananaan bimbingan teknis

penyusunan dan penyempurnaan

analisis jabatan pada langgal 20, 21
27 November dan 2 Desember 2014
dengan narasumber dari Kementerian
Pendayaqunaan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Laporan Pelaksanazn Kegiatan Tim

Penvempurnaan Analisis Jabatan

Mempo Kepala Biro Kepegawaian

Organisasi dan Tala Laksana Namor

M.1150/Adm-3/12/2C14 langgal &

12

Desember 2014 perihal Permohonan
Penyampaian Penyempurnaan Analisis
Jabatan Pegawai di lingkungan.
Sekretarial Kabinel

Dokumen Analisis Jabatan

13

Dokumen Analisis Beban Kerja

AfB/C/O

. |RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAL.od!

1.

Dokumen rencana redistibusi pegawai




awaba 0 APR 0 BER
7 2 |RENCANA PROYEKSI S TAHUN pdf 2 |Cokumen rencana proyeksi kebutuhan
£ pegawai S tahun
& s 3 |Dokumen rencana redistibusi pegawa)
i 4 |Dokumen rencana proyeksi kebutuhan
| i . pegawai5 tahun
c. [Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan wr & 1 |RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI pdf 1 |Dokumen rencana redistibusi pegawai
diformalkan
1‘ | = 2 |Dokurnen rencana redistibusi pegawai
| |
d. |Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan 1 |RENCANA PROYEKS] S TAHUN.pdf 1 |Dokumen rencana proyeksi kebutuhan
diformalkan W pagawai 5 tahun
2 |Dokumen rencana proyeksi kebutuhan
pepawai S tahun
e. [Perhitungan formasi jabatan yang menunjang 1 |KEPMENPAN FORMASI pdf 1 |Dokumen Usulan Fformasi PNS Tahun 2014
kinerja utama instansi telah dihitung dan A/B/C/D
diformalkan " 2 |SURAT PENGISIAN E-FORMASI
MENPAN. pdf
3 |Dokumen Usulan Formasi PNS Tahun 2014
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 2,0 100,00%
a. |Pengumuman penerimaan diinformasikan secara 1 [PENGUMUMAN CPNS SETKAB.pdf 1 |Pengumuman Penerimaan CPNS Nomor
luas kepada masyarakat P.BS?{AdmpoDlﬂ
2 |PENGUMUMAN KEDUA CPNS.pdf 2 |Pengumurnan Penerimaan CPNS Nomor
?.924/Adm/05/2014
a/Bic 3 |PENG LULUS SELEKS| ADM..pdf 3 |Pengumuman Kelulusan Administrasi
P.1042/Adm/10/2014
4 |PENG. TKD.pdf 4 |Pengumuman Kelulusan Tes Kompetensi
Dasar P.1155/Adm/11/2014
S |PENG. KELULUSAN CPNS.pdf S |Pengumuman Kelulusan
P.1273/Adm/12/2014
& [Pengumuman Penerimaan CPNS Nomor,
P.837/Adm/08/2014
7 |Pengumuman Penerimaan CPNS Nomor
P.924/Adm [05/2014
8 |Pengumuman Kelulusan Administrasi
P.1042/Adm/10/2014
9 |Pengumuman Kelulusan Tes Xompetensi 1
Dasar P.1155/Adm/11/2014 |
10 |Pengumuman Kelulusan
P.1273/Adm/12/2014
b. |Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat 1 |PENDAFTARAN PANSELNAS pdf 1 |Pendaftaran data CPNS dan input
dan pasti (online ) v kelengkapan berkas ke website Panselnas di:
https://panselnas.menpan.go.id
2 |PENDAFTARAN CPNS TEMBUSAN KE 2 |log in ke SSCN di: http://ssen.bkn.go.id
GMAIL.pdf setelah mendapatkan username dan
password
3 |SSCN SETKAB.pdf
4 |Pendaftaran data CPNS dan input
kelengkapan barkas ke website Panselnas
di: https://panselnas.menpan.go.id
S |login ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.id
setelah mendapatkan username dan
password
¢. |Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 1 [RENCANA REDISTRIBUS| PEGAWAI pdl 1 |leg in ke SSCN di: http://ssen.bkn.ga.id
i setelah mendapatkan username dan
password
2 |log in ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.id

setelah mendapatkan username dan

password




d. |Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel
dan bebas KXN

e |Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara

e

RENCANA PROYEKSI S TAHUN.pdf

U AFK U

Surat Mente| Pendayagunaan Aparatur

Negara dan RS Nomor
B/5479/M.PAN.RB/12/2014 Perihal

Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan

TKB Seleksi CPNS Tahun 2014

Surat Mentei Pendayagunaan Aparatur
Negara dan R8 Nomor
B/S5475/M.PAN.RB/12/2014 Perihal

Panyampaian Hasil Integrazi Nilai TKD dan

TKB Seleksi CPNS Tahun 2014

|KEPMENPAN FORMASE.pdf

terbuka

Y/v

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 1,0

a. |Telah ada standar kompetensijabatan

Y

o

. |Telah dilakukan asessment pegawai

A/B/C/D

0.92

91,67%

Pengumuman Kelulusan
P.1273/Adm/12/2014 melalui website

www.setkab.go.id

Pepgumuman Kelulusan
P.1273/Adm/12/2014 melalui website

www setkab go id

KAMUS KOMPETENSI JABATAN. pdf

Dokumen Kamus Kompetensi Jabatan

Dokumen Kamus Kompetensi Jabatan

UND. FEEDBACK ESL.IV.pdl

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:

M.1151/Adm-2/X/2015 tanggal 28 Oktober
2015 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji
kompetensi untuk pengembangan kapasitas
bagi pejabat Eselon (1|, Eselon 1V, dan seluruh
pegawaidil

memo-memo Terkait Pelaksanaan
assessment pegawai

UND. PELAKSANAAN FEEDBACK STAF pdf

2

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia

M.1175/Adm-2/11/2015 tanggal 5 November
2015 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji
kompetensi untuk pengembangan kapasitas
bagj pejabat Eselon IV di lingkungan

UND. PELAKSANAAN UJIXOM ESELON

IV.pdf

UND. PELAKSANAAN UJIKONM ESLIILpdf

4

Memo Kepaia Biro Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
M.1227/adm-2/%1/2015 tanggal 27
Novemnber 2015 perihal pemberitahuan
pelaksanaan uji kompetensi untuk
pengembanpan kapasitas bagi pejabat Eselon

1l di lingkungan Sekretariat Kabinet

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
M.1228/Adm-2/11/2015 tanggal 27
November 2015 perihal pemberitahuan
pelaksanaan umpan balik (feedback) atas uji
kompetens: peserta non eselon

UND. PELAKSANAAN UJIKOM STAF.pdf

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
M.06/Adm-2/1/2016 tanggal 05 Januari 2016
perihal pemberitahuan pelaksanaan umpan

balik {feedback) atas uji kompetensipeserta
Eselon il

UND. RAPAT PEMBAHASAN UJIKOM

2015 .pdf

Memo Kepala 8iro Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
M.07/Adm-2/1/2016 tanggal 05 Januari 2016

perihal pemberitahuan pelaksanaan umpan

balik (feedback) 3tas uji kompetensi peserta

Eselon IV




. |Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan

s JEL:« Jawaban

@

UND.FEEDBACK ESL.II pcf ] 7

coooe 30 APRIL 2015

Memo Deputi Administrasi Nomar
M.S4/Adm/I1/2016 tanggal 12 Februari 2016
Perihal Pembahasan Hasil Pengujian
Kompetensi Pejabat Eselon Ill, IV, Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Kabinet

HASIL UJIKOM ESELON lIIAEdi

w0

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nemor:
M.1151/Adm-2/%/2015 tanggal 28 Oktober
2015 perihal pemberitahuan pelaksanaan
uji kompetensi untuk pengembangan
kapasitas bagi pejabat Eselon ill, Eselon IV
dan seluruh pepawai di |

10

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
November 2015 perihal pemberitahuan
pelaksanaan uji kompetensi untuk
pengembangan kapasitas bagl pejabat
Eselon IV di lingkungan Sekretariat Kabinet

12

|M.1227/Adm-2/X1/201S tangzal 27

Memo Kepala Birg Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:

Novemnber 2015 perihal pemberitahuan
pelaksanaan uji kompetensi untuk
pengembangan kapasitas bagi pejabat
Eselon Ill di lingkungan Sekretanat Kabinet

13

Memo Kepala Biro Sumber Dava Manusia_
Organisasi dan Tata Laksana Nomor:
M.1228/Adm-2/11/2015 tanggal 27
November 2015 perihal pemberitahuan
pelaksanaan umpan balik {feedback) atas
uji kompetensi pesera non eseion

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia

|pesena Eselon Il

Organisasi dan Tata Laksana Nomor
M.06/Adm-2/1/2016 tanggal 05 Januar:

2016_perihal pemberitahuan pelaksanaan
urnpan balik {feedback) atas uji kempetensi

Memo Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Organisasi dan Tata Laksana Nomor:

™.07/Adm-2/1/2016 tanggal 0S Januan
2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan

umpan balik (feedback) atas uji komnpetensi
eserta Eselon IV

Memo Deputi Administrasi Nomor

M.94/Adm/I1/2016 tangeal 12 Februari
2016 Perihal Pembahasan Hasil Pengujian

Kompetensi Pejabat Eselon lil, IV, Pegawai
di Lingkungan Sekretariat Kabinet

kompetensi

. |Telah disusun rencana pengembangan kompatensi

Af8/C/D

-

IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN SDM 1
2015.pdf

|dentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi hasil assesement

~N

[CONTOH IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN

KOMPETENSI 2013.pdf

w

-

Identifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi hns_i}[assesemgm

dengan dukungan anggaran yang mencukupi

AfB/C/D

~

TRAINING NEED ANALYSIS 2015 pdf 1

Dokumen rencana diklat Tahun 2014

OOKUMEN RENCANA DIKLAT 2015.pdf 2

| Dokumen rencana diklat Tahun 2015

4




w

MEMO. pdf
MATRIK RENCANA pdf

'S

Dokumen rencana diklat Tahun 2014
=2

& |Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis

5
6 |Dokumen rencana diklat Tahun 2015
1 |DIKLAT COACHING AND MENTORING pd!

"

Ookumen pelaksanaan diklat Tahun 2014 1|Dikfat Analisi Kebijakan Publik | Surat Perintah Nomor: Sprin26/Adm-
kompetensi sesual dengan rencana dan kebutuhan A/B/C/D % 2/03/2016
pengembangan kompetensi
2 |FOTO PELAKSANAAN DIKLAT 2015.pdf 2| Difklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Surat Perintah Nomer:
Sprinl12Adm/2/02/2016
3 |FOTO PELAKSANAAN DIKLAT 2015 pof 3{Sourt Course Surat Perintah Nomar:
Sprin31/Adm/2/4/2016
_L DIKLAT LEGAL DRAFTING .pdf 4|Rekapitulasi Diklat Data Rekapitulasi Diklat tahun 2016
5 |DIKLAT PENGADAAN BARANGIASA pd!
6 |Dokumen pelaksanaan diklat Tahun 2014
{. {Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 1 |KUESIONER DIKLAT 2014.pdf 1 |Kuesioner Eelaksanian diklat
pengembangan pegawai berbasis kompetensi AfB/C 05 2 [KUESIONER DIKLAT 2015.pdf 2 |Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun
secara berkala | 3 |AUKLAK DIKLAT {PDF GABUNG).pdf _
4 |SAMPUL CETAK TUKIN.pdf
5 |Kuesioner pelaksanaan dklat
6 |Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Permintaan Peserta Diklat Sistem $-28-PP-2016 Permintaan Peserta Diklat
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Sistemn Akuntasi Pemerintahan Berbasis
Bagi Aparat Pengawas Intemal Akrual Bagi Aparat Penpawas Internal
Pemerintah (APIP) Pernerintzh [AP(P
Kemenlterian/LembagaTahun Anggaran Kementerian/LembagaTahun Anggaran 2016
2016
Permohonan Biaya Perjalanan Dinas M.62.INSP-2-2016 Permohonan Biayza
Diklat Sistem Akuntasi Pemerintah Perjalanan Dinas Diklat Sistern Akuntasi
Berbasis Akural Bagi Aparat Pengawas Pemerintah Berbasis Akural Bagi Aparat
Internal Pemertintah (APIP) Pengawas Internal Pemertintah (APIP)
| Kementerian/Lembaga TA 2016 Kementerian/Lembaga TA 2016
Formulir Registrasi Peserta dan Surat Formulir Registrasi Peserta dan Surat Usulan,
Usulan Diklat Sistem Akuntasi Diklat Sistern Akuntasi Pemerintah Berbasis
Pemerintah Berbasis Akural Bagi Aparat Akura| Bagi Aparat Pengawas [ntecnal
Pengawas Internal Pemertintah (APIP) Pemertintah (APIP] Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016
2016
Pemberitahuan Ujian Langsung bagi §-56-DL3-2015 Pemberitahuan Ujian
Peserta Diklat Pembentukan Auditor Langsung bagi Peserta Diklat Pembentukan
Pertama Tanggal 29 s.d. 30 April 2015 Auditor Pertama Tanggal 29 s.d. 30 April 2015
Hasil Ujian Sertifikasi Jabatan M.241.1PT-7-2015 Hasil Ujian Sertifikasi
Fungsional Auditor Pertama (JFA) Jabatan Fungsional Auditor Pertarna [JFA}
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6} 6,0 6,00 100,00% 3
a. |Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan Y/T 1

TIM PANSEL.pdf

SEKRETARIAT PANSEL pdf

PENGUMUMAN DI WEBSITE doex
PENGUMUMAN LULUS SELEKS!

ADMINISTRASI pdf

1

2
T PENGUMUMAN |.pdf
S

S

6 [PENGUMUMAN LULUS AOMINISTRASI O

WEBSITE docx
7 _|PENGUMUMAN FINAL.pdf

8 |PENGUMUMAN FINAL LULUS DI
WEBSITE.docx

9 |MEMO EDARAN SELEKSI UNIT KERJA.pdf

10 |FORMULIR SELEKS! ADMINISTRASI pdf

5




w

&

a

Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

A/B/C/D

FORM PENILAIAN MAKALAH.pdf

TIM PANSEL.pdf

U AFPK 1

SEKRETARIAT PANSEL pdf

PENGUMUMAN I,Edf

PENGUMUMAN DI WEBSITE.docx

N
mn|w~.—H

PENGUMUMAN LULUS SELEKSI
ADMINISTRASL.pdf

6 [PENGUMUMAN LULUS ADMINISTRASI DI
WEBSITE.docx

~

PENGUMUMAN FINAL pdf

L]

PENGUMUMAN FINAL LULUS Di
WEBSITE.docx

S |MEMO EDARAN SELEKSI UNIT KERJA.pdf

-
o

FORMULIR SELEKSI ADMINISTRAS!. pdf

obyektif

d. |Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang|

YT

1 |TIM PANSEL.pdf

SEKRETARIAT PANSEL pdf
et s aliliat

PENGUMUMAN | pdf

PENGUMUMAN DI WEBSITE.docx
PENGUMUMAN LULUS SELEKS]

wislwlm

ADMINISTRASI pdi

6 |PENGUMUMAN LULUS ADMINISTRASI 0|

'WEBSITE docx

~

PENGUMUMAN FINAL.pdf
PENGUMUMAN FINAL LULUS DI

o

WEBSITE.docx

o

MEMO EDARAN SELEKSI UNIT KERIA pdf

10 |FORMULIR SELEKS! ADMINISTRASI. pdf

independen

e. |Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara

Yim
Y/

TIM PANSEL 1.pdf

o

terbuka

|

|Penetapan kinerja individu (2]

2,0

PENGUMUMAN |.pdf

(5]

PENGUMUMAN DI WEBSITE.docx

w

PENGUMUMAN LULUS SELEKS]
ADMINISTRAS! pdf

&

PENGUMUMAN LULUS ADMINISTRASI DI
WEBSITE.docx

w

PENGUMUMAN FINAL.pdf

o

PENGUMUMAN FINAL LULUS DI
WEBSITE.doex

~

MEMO EQARAN SELEKSI UNIT KERIA pdf

131

65,43%

-

a WFenerapan Penetapan kinerja individu

A/B/C/D

DOK_PENETAPAN SKP 2014.pdf

Dokumen Sasaran Kerja Pegawai

I=

Rapat koordinasi internal pembahasan SKP

penilaian SKP tahun 2015 dan pembuatan

SKP tahun 2016

1|memorandum nomor: M.77/ADM-3/02/2016

2 |DOK. PENETAPAN SKP 2015.P0F

Manual Aplikasi SKP Cnline.pdf

Buku Manual Pengguna Aplikasi Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Secara Online

dan pegawai Sekretariat Kabinet

2|Penyampaian dokumen asli SKP para pejabat

]

memarandum nomor:M.230/ADM-
03/05/2016

3|Pembuatan dan penetapan Sasaran Kinerja
Pegawai

1=

Dokutnen SKP tahun 2016

SAMPUL CETAK.pdf

Rekapitulasi penyampaian dokumen sasaran

Memorandum Deputi Bidang Administrasi ke

MEMO PENETAPAN SKP 2015 .pdf

REKAP PENYAMPAIAN SKP 2014 pdf

MEMO PENETAPAN SKP 2014 pdf
REKAP PENYAMPAIAN SKP 2015 pof

Dokumen Sasaran Kerja Pegawai
— T

ot
n\omlumwhw

Buku Manual Pengpuna Aplikasi Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Secara Online

Rekapitulasi penyampaian dokumen

sasaran kerja pegawai




»-JELr- Jawaban o B e BT, R B disiiess

LA . . 2z ; =30 APRIL 2015 e . BER 2016 -
© 12 |Memorandum Deputi Bidang Administrasi
ke unit kerja Nomor M. 456 /Adm:
Permohonan Penyempurnaan dan
Pengesahan Sasaran Kerja Pegawai
b. |Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait Af8/c/D \ 1 |REKAP PENILAIAN PRESTASI XERJA 1 |Dokumen Penilaian Prestasi Kerja seluruh
dengan kinerja organisasi 2014.pdf Eeanai Tahun 2014
2 |DOK. PENILAIAN PRESTASI KERIA 2015.pdf | 2 |Rekapitulasi penyampaian dokumen
| penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2014
3 |DOK, PENILAIAN PRESTASI KERJA 2014.pdf | 3 |Memorandum Deputi Bidang Administrasi ke
wnit kerja Nomor M. 632 fAdm/12/2014
tanggal 30 Desember 2014 perihal
Permohonan Melakukan Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Tahun 2014
4 |MEMO PENILAIAN PRESTASI KERJA
2015.pdf
S |REKAP PEMILAIAN PRESTASI KERJA
2015.pdf
& |MEMO PENILAIAN PRESTASE KERIA
| |201d.pdf
7 |Dokumen Penilaian Prestasi Kerja seluruh
| |pegawaiTahun 2014
8 |Rekapitulasi penyampaian dokumen
{ penilaian prestasi keria pegawai tahun
| 2014
9 [Memorandum Deputi Bidang Admiristrasi
ke unit kerfa Nomor M. 692 fAdm/12/2014
tanggal 30 Desember 2014 peribal
Permohonan Melakukan Penilaian Prestazi
Kerja Pegawai Tahun 201
¢, |Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian 1 |MEMO PENETAPAN SKP 2015 pdf 1 |Dokumen Sasaran Kerja Pegawai pada Biro
dengan indikator kinerja individu level diatasnya Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2 |SKP BIRO XOT 2014.pdf
A/B/C/D 1
3 |Dokumen Sasaran Kerja Pepawai pada Biro,
Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana
d. |Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 1 |DOK SK & PRESTASI KERIA 2015 pdl 1 |Dokumen Sasaran Kerja Pegawaidan
periodik AJBIC/DSE 0,25 Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
2 |DOK SKP & PRESTAS!I KERIA 2014 pdf
3 |Dokumen Sasaran Kerja Pepawai dan
Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
¢. |Telah dilakukan monitering dan evaluasi atas A/BJC 1 1 |REVIEW PRESTASI KERIA 2015.pdf 1 |Memorandum Kepala Biro Kepegawaian,
pencapaian kinerfa individu. Organisasi dan Tata Laksana Nomor "
2 |REVIEW PENILAIAN SKP 2014 .pdf
3 [Memorandum Kepala Biro Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Nemar "
M.198/Adm-3/2/2015 tanggal 17 Februari
2015 perihal Permohenan 3
Menyempurnakan Penilaian Prestasi Kerja
Tahun 2014




T e s P JEL .. Jawaban
. |Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pengembangan karir individu

Penilaian SKP dilakukan leh Biro ARB, dan

hasil penilaian SKP diserahkan kepada Biro

*:' 30 APRIL 2015

SDM OT untuk dimanfaatkan sebagai dasar
pengembangan karir individu dan dasar

pemberian tukin
A/B/C/D 3

g. |Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan kinerja

A/B/C/D

@

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perflaku 1,0
3. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi i
telah ditetapkan

100,00%

1 |Perseskab No d TH 2011 utg kode etik pdf b

Perseskab Nornor 4 RB Tahun 2011 tentang

Kode Etik Peiawﬁsukah

PERSESKAB TUKIN.pd! 2 |Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun

¥

2014 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat
Kabinet

3 |LAMPIRAN | PERTUKIN, odf 3 |Memorandum Deputi Bidang Administrasi

Nomor: M-28/Adm/1/2014 tanggal 24

Janwari 2014 perihal Penerapan Flexible Time

Jam Kerja bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan
Sekretariat Kabinet

ES

LAMPIRAN 11 PERTUKIN.odf 4 |Memorandum Deputi Bidang Administrasi

Nomor: M,297/Adm/VI/2013 tanggal 25 Juni
2013 perihal Penerapan Penggunaan Mesih
Handkey

S [SAMPUL CETAK.pdf S |Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor B-
8/Seskab/l/2013 1anggal 8 Januari 2013
perihal Penerapan Peraturan Pemerintah
Noemor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

6 |SEDISIPLIN 2014 pdf
7_|SEDISIPLIN JUNI 2013 pef
8 |SE DISIPLIN JANUARI 2013.pdf
|9 |Perseskab Nomor 4 R& Tahun 2011 tentang
Xode Etik PegawaiSetkab
10 |Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kineria di lingkungan
Sekretariat Kabinet

11 |Memorandum Deputi Bidang Administrasi
Nomor: M-28/Adm/1/2014 tanggal 24 *
Januari 2014 perihal Penerapan Flexible
Time Jam Kerja bagi Pejabat/Pegawai di
lingkungan Sekretariat Kabinet

12

Memorandum Deputi Bidang Administrasi
Nomor: M.287/Adm/VI/2013 tanggal 25

Juni 2013 perihal Penerapan Penggunaan
Mesih Handkey




(-

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

i JEL . » Jawaban .

13 |Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor B-

B/Seskab/1/2013 vanggal 8 Janvari 2013
perihal Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

=30 APRIL 2015

n

{telah diimplementasikan

Adanya monitering dan evalussi atas pelaksanaan

AlB/C/D

AlB/C

1 |LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN 1 |Laporan Pelanggaran Disiplin PNS 2014
20!‘.35'

2 [LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN 2 |Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin PNS 2014
ZG]S‘Ed!

3 [REKAPITULASI PELANGGARAN DISIPUN 3 |Laparan Pelanggaran Disiplin PNS 2012-2013

2014 pdf

o

Daftar Pegawai yang mendapat sanksi PP
53 Tahun 2010 pdf

o

LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN. pdf

4]

Laporan Pe!an;garin Disiplin PNS 2014

~

Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin PNS 2014

Laparan Pelanggaran Disiplin PNS 2012-

2013

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

a

7 |Pel.

Adanyas pemberian sanksi dap imbalan (reward )

aksanaan evaluasi jabatan (1)

1,0

A/B/CID

b

MEMO PER BULAN PELANGGARAN
DISIPLIN 2015.pdf

"~

Laporan tingka! absensi pegawai

DESEMBER 2014.0df

)

Memorandum Kepala Bire Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana perihal Pegawai
yang Melanggar Disiplin Tahun 2014

w

MEMO DESEMBER pdf

w

Memorandum Deputi Bidang Administrasi
perihal Penyampaian Rekapitulasi Disiplin Per

Bulan Tahun 2014

2o TR LIS

4 |MEMO DISIPLIN PER BULAN 2015.PDF

Rekapitulasi kehadiran pegawai Tahun 2014

5 |Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pepawai
Bulan Desember 2014 .PDF

6 (Rekapitulasi Daftar Hadir Bulan Desember

2015.POF

LAPORAN TINGKAT ABSENSI,PDE
—_—

Laparan tinﬁkat absensi pegawai

Memarandum Kepala Biro Kepegawaian

100,00%

7
8
[ 9 |
10 [Memoarandum Deputi Bidang Administrasi
11
1

Rekapitulasi kehadiran pegawai Tahun

Daftar Perincian TK ke KPPN Bulan

—————= i R Re APFINDulan

Desember 2015.POF

L 2 A i

=

Dokumen rekapitulasi pembayaran tunjangan|1.
kinerja yang telah dilakukan pemotongan

karena ketidakhadiran

2 |MEMO PEMOTONGAN TK DISIPLIN
201S.pdt

3 |Rekapitulasi TK Ke KPPN Bulan Desember
2014.PDF

4 |Dekumen rekapitulasi pembayaran
tunjangan kinerja yang telah dilakukan
pemotongan karena ketidakhadiran

»

Informasi faktor jabatan telah disusun

[

INFAK DEP. ADMINISTRAS| PERSESKAS

e

4

—— AR DEF. ADMINISTRASI PERSESKAS
BARU.pdf
|

Dokumen Informasi Faktor Jabatan
—CIuMEn 'nformast Faktor Jabatan

o

. |Peta jabatan telah ditetapkan

A/B/C/D

Dokumen Informasi Faktor Jabatan
S e e e

-

Daftar Peta Jabatan Per 8 Des 2014 xlsx

-

Dokumen Peta Jabatan

—— Tt g cabatan

=

b. Sertifikat Karya Satya Wira Karya




"

. |Kelas jabatan telah ditetapkan

e o JEL s Jawaban

PERMENSESNEG 15 Tahun 2015 ttg Kelas

{abatan.pdf

1

30 APRIL 2015 3
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor
6 tahun 2011 tentang Peringkat Jabatan di
Lingkungan Sekretarial Kabinet

2 |SURAT KE DEP.ADM SETNEG.pdi 2 |Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor
129 Tahun 2011 tentang Pemberian
Tuniangan Kinerja Pegawal di Lingkungan
3 |KEP.DEPADMAPARATUR SETNEG Nomor 37| 3 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor
Tahun 2016 ttg Pemberian TX.pdf § Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang
Peringkat Jabatan di lingkungan Sekretariat
Kabinet
4 |SURAT KE DEP.ADM APARATUR 4 |Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor
SETNEG.pdf 115 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012
tentang Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
11 |Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 6 tahun 2011 tentang Peringkat
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet
12 |Keputusan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 129 Tahun 2011 tentang Pemberian
" Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkunpan
Sekretariat Kabinet
13 |Peraturan Menter: Sekretaris Negara
Nomor 6 Tahun 2012 tangeal 18 April 2012
tentang Peringkat Jabatan di lingkungan
Sekretariat Kabinet
14 |Keputusan Menteri Sekretaris Negara
Nomer 115 Tahun 2012 tanggal 30 April.
4012 tentang Pernberian Tuniangan Kiners |
8. |Sistern Informasi Kepegawaian (1) 1,0
a_ |Sistem informasi kepegawaian telah dibangun Ym 1. [PEMBAGUNAN SISTEM INFORMAS! 1. |Dokumen Pengembangan dan pemutakhiran
sesuai kebutuhan KEPEGAWAIAN 2006.pdf database kepegawaian secara terus menerus
sejak tahun 2006,
2. |SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN pd! 1. |Print Screen Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian
3 |Dokumen Pengembangan dan
gemutakhiran database kepegawaian
secara terus menerus sefak tahun 2006
4 |Print Sereen Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian
b. |Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh Y/ 1 |APLIKAS| PENILAIAN PRESTASI KKERJA 1 |Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
pegawai ONLINE, pdf Secara Online
2 |Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawal
Secara Online
<. |Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan A/s/c/D 1 |DATA PEGAWAI PER MEI 2015 pdi 1 |Dokumen pemutakhiran data pegawai bulan
September 5.d. Desember 2014
|
2 |Dokumen pemutakhiran data pepawai
bulan September s.d. Desember 2014
d. |Sistem informasi kepeg ian digunakan sebag. Y/T 1 |DATA PEGAWAI YANG MEMENUHI 1 |Daftas riwayat h|dug pegawai
pendukung pengambilan kebijakan manajemen SYARAT pdf
oM 2 |CONTOH DRH SYAFRUDDIN.pdf 2 |Data pegawai yang memenuhi syarat untuk
dipromosikan dalam sidang Baperjakat
i

Daftar riwayat hidup pegawai

10
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Data pegawai yang memenuhi syarat untuk

dipromosikan dalam sidang Baperjakat




PROSES(ED

- B el e el B A i

R 2016
VI [PENGUATAN AKUNTABILITAS {6} 8.0 92,27% AR
{ |Keterlibatan pimpinan {2) 2,0 100,00%
a. [Apakah pimpinan terlibat sacara langsung . Seluruh pimpinan lerlibal secara langsung pada saat AIBICIO 1 |SK KEP 34.im renstra 2015-2019 pdl SK KEP 34.tim renstra 2015-2019.pd{
|pada saal panyusunan Renstra penyusunan Renstra
| b. Sebagian besar pimpinan larfibat sacara langsung
I pada saal panyusunan Renstra
‘ ¢ Sebagian kecil pimpinan teribat secara langsung
pada saal penyusunan Renstra
| d. Seluruh pimpinan balum terlibat secara langsung
pada saal penyusunan Rensira
2 |SK TIM REVISI RENSTRA 2015-
2015 pal
3 |Tim Rensira Dapuli Kemariliman POF
b |Apakah pimpinan leribat secara langsung a. Seluruh pimpinan terlibal secara langsung pada saal AJBICID 1106 Akuntatlitas\06.01.8.01 Scan PR 1|Rapat pembahasan panatapan dokumen 1|memerandym nomar b4 233 Adm-
pada saal penyusunan Panstapan Kinerja panyusunan Penatapan Kinarja 2016 POF PK dan IKU tahun 2016 2052018
b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung =
pada saal penyusunan Penetapan Kinerja 1
c Sabagian kecil pimpinan terlibal secara langsung \
pada saal penyusunan Penstapan Kinerja B |
d. Seluruh pimpinan belum lerlibat secara langsung
1 pada saal panyusunan Penetapan Kinerja
E 1|Rapat pembahasan panetapan dokumen 1|memarandum nomor: M 305/Adm-
: PK dan IKU tahun 2016 kIl
|
c. |Apakah pimpinan memantau pencapaian 3. Seluruh pimpi tau p paian kinerja ABICID 1 |Mema Permuniaan User 1D level 1|Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 1| memorandum nomor
kinerja sacara berkala secara berkala Manager POF 2015 M. 2367INSPIBI2016
b, ian besar pi
kinarja secara berkala
c Sebagian kecil pimpinan
Kinerja secara berkala
d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian
kinerja secara berkala |
2 |Pambentukan TIM Penyusunan LKJ 2|Nolulensi hasil avaluasi alas
- Daputi Kemaritiman POF implamantasi SAKIP tahun 2015 £l
I 3 |SK Pengeiola Data Kinara pd! 3|Laporan Hasil Evaluasi alas
| 1 implementasi Sistemn Akuntabifitas
Kinera instansi Pemarintah
SAKIPITahun
2015padaKedeputianBidangAdminis' -ag|
SekretariatKabinet =L
4|LEMBAR KRITERIA EVALUASI AT/ S
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2075
KEDEPUTIAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN =
5[Laporan Hasil Evaluasi Implementasi
Sistam Akuntabilitas Kinaria Instansi
Pemarintah (SAKIP) pada aputian
Bidang Pembangunan Manysia dan
Kebudayasn Tahun 201
6|Laporan Hasil Evaluas: Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi
Pemenntah {SAKIP) pada Kedepulian
Bidang Kemaritiman Tahun 2015
TILAKIP SETKAB TAHUN 2015
B|PK SETKAB 2016
S{KU SETKAB 2016
2 |Pangslolaan Akuntablilitas Kinerja (4) 4.0 88,40% 1
a LApakamurdapai upaya peningkaltan kapasilas a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkalkan | |BIMTEK LAKIP 10-11 Desamber
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja * tas SDM yang gani ilitas kinarja 2015.PDF
| b gian besar unit isasi berupay
! manjghatiar Kapmehay SOM. yaris smensmiicd ROK PRAIKY Tangqal 1310 Qkicber
akunlabilitas kinerja

2015 POF




2 by % sy 30 APRIL 2015
maningkalkan BOK dan Sosialisasi Penyusunan _
‘ |akuntabilitas kinerja 2KEIKY th 2016 dan LKJ th 2015 PDF
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya
meningkatkan kapasilas SOM yang menangani
| akuntahilitas kineria
b. [Apakah pedoman akuntabilitas kinena telah Ya, apabila terdapal dokumen pedoman akunlabilitas Ym 1 |Craf Parseskah ttq Pedoman
‘ disusun kinefja Ponyusunan Dokumen SAKIP di
| lingkungan Selkab doc
| ¢. |Sistem Pangukuran Kinanja telah dirancang a, Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elekironik sudah | AJBICID 1. jsislem pengukuran dan pelaporan 1. |Pembualan Sistem Apitkasi Simonja HSIMONJA
| |berbasis elekironik lenmplementasi dan lenintegrasi capaian kineria secara online pdf (Sistem Aplikasi Manitoring Kinenja)
b. Sisten Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah
‘ terimplementasi tapi belumn terintegrasi
¢c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis alektronik dalam
q rgan tp belum i i |
d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja barbasis
elekironik
d |Sistem Pengukuran Kinsrja dapat diaksas olsh a. Sistem Pengukuran Kinelja dapat diakses oleh ABICID 1. |Manual quide-psngukuran dan 1|Pembuatan Sistern Aplikasi Simonja 1{SIMONJA
selurvh umt selurub unit organisasi Palapofan capaian kinetja secaia (Sistem Aplikasi Monitaring Kinerja)
b, Sistem Pengukuran Kinetja dapal diakses oleh anline pdf
sabagian besar organisasi
o. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olsh
sabagian kecil organisasi
d. Sistem pangukuran kinerja belum dapal diakses oleh
unit organisasi
2|Pembusatan Sistem SKP Online sKPONLINE
. |Pemnutakhiran data kinerja rlilakukan sacara a. Pemutakhiran data kinerja difakukan secara bulanan | A/8/CID/E 1. [Laporan Capaian Eselon |11 Triwuian
barkala

b, Pemytakhiran data kinefja dilakukan secara
triwulanan

. Pamutakhiran data kinerja dilakukan secara
semasteran

- data Wimaria A

ST e

111 2015 pdf

~)

CAPAIAN RAPK TRIWULAN KE 3
1mbulum ieorg PDF




RO

x
. [PENGUATAN PENGAWASAN (12)

dildantifikasi

12.0 769 | &4,11% & e o
1 |Gratifikasi (1,5) 1.5 0,45 30,00%
a iTaIah terdapat kebijakan penanganan Ya, apabila telah ditelapkan kabijakan lentang Ym ! 1 |PPG Selkab 7016 docx
|aratifikasi penanganan gratifikasi
| 2 |PPG Setkab 2016 Covur dan Daftar
| __jicidoex
b walah dilakukan public campaign a Public campaign telah dilakukan secara berkala AJBIC 0.5
i b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
| c. Belum dilakukan public campaign
c LPBnanga,nan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkaia lentang Y 1] |
implementasikan praktik gratifikasi
d.|Telah dilakukan evaluasi atas kebjakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kabjakan Ym 0
|nananganan gratifikasi pananganan gratifikasi
. |Hasil evaluasi alas penanganan gratifikas: Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut YT (1]
|| jlelah ditindakianjuti
2 [Penarapan SPIP [1,5) 1,5 1,50 | 100,00%
| a, |Telah terdapal paraturan Pimpinan organisasi Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi lentang ! |Persaskab Numar & Tahun 2017 g 1. {Persaskab Nomor 8 Tahun 2012 g
tenlang SPIP SPIP - i Eonyelanggacaan SPIP di Lingkungan Panyelanggaraan SPIP di Lingkungan
Selrab Salkab
2 |Kepseskab Nomor 52 Tahun 2013 fig ; 2. |k kab Nomor 52 Tahun 2013 tig Tim
Tim Koorditiasi Panyslenggarazn SPIP Koordinasi Penyalenggaraan SPIP di
di Lingkungan Selkab Lingkungan Selkab
b |Telah dibangun lingkungan pengendatian a. Seluruh telah mer gun lingkung Laporan Kagialan Sinkfonisasi Hasil Laporan Kegiatan Sinkronisasi Hasil 1 |Pembuatan Kode Elik Pegawal 1 |Kode Euk Pegawai Sekrelanal Kabinel
|pengendalian Pamelaan dan Conlrol Enviconment Pumelaan dan Contiol Environment Republik Indonesia
| b. Sebagian organisasi lalah membangun lingkungan Evalualion Sekretarial Kabinet R I Evalualion Sakrelarial Kabinet R, |,
! pengendalian AIBIC !
<. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan
‘pengendalian
2 |Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai 2 |Dokumen Sasaran Kera Pegawar ==
b |
! i
| 1
|
| 3 {Pembuatan dan penetapan Sasaran 3 |Dokumen SKP lahun 2016
¢ Kineria Pegawai
I
i
‘ |
L ‘ ! | 4 |Diklat Teknis 4 |Penyusunan Analis Jabatan di Selkab
11
¢ |Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi (elah melaksanakan penilaian I |Pemiaian Pola Risike Sakrelanal i, |Penilaian Pela Risiko Sekrolariat Kabinet | 1, [Ustian Bimisk Penyusunan Peta Resiko | 1 [memorandum nomorih 36ONNSPIO/2016
risike ABICID 1 Kabinal
| b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan -
i |penilaian risiko 2. |Undangan Bimtek Penyusunan Pela 2. |mamorandum nomorM-
| <. Sebagian keci! i telah mal; Rasiko 518/Adm/09/2016
1 | ‘:.:LTxnn&ko belum me; i 3. |Permohonan paserta Bimiek Panyusunan)| 3, memorandum nomor M, 367/INSP/3/2016
| Pela Resiko
| nsiko
| | 4. |Surat penugasan narasumber Bimtek 4 |Nomor; 5-960/D2/04/2016
|1 5. |Daftra hadir 5. |Daftar hagi Bimiek penyusunan peta_
| | resio
J It 6. [Pembuatan Kerangka Acoan Kana 5. |Pemetasn dan Penilian Resiko
| i | | Sekratarial Kabinat RI
| H‘_ Aporan Kaqialan Pandampingan 2. |Laporan Kegialan Pendampingan
l | Banvusunan Risiko Sekratarial Kahinal Penyusunan Risiko Sekretariat Kabinet
[
| d [Telah dilakukan kegialan pangandalian untux a. Seluruh organisasi lelah melakukan kegiatan 1 |Laporan Hasil Audit Operasional atas 1. |Laporan Hasil Audil Operasional atas 1 |Undangan penilaian Maturity Level SPIP | urat nomor; B-48E, P{12/2015
l meminimalisir nsiko yang telah diidentifikasi pangendalian untuk meminimalisir fisiko yang telah Keqiatan Pancalakan dan Distnbusi Kegiatan Pencalakan dan Distribusi
ii i % diidentifikasi Bulatin Bedindak Unluk Rakyal (BUR) Buletin Bartindak Untuk Rakyal (BUR)
I b. Sebagian besar organisasi telah malakukan kegiatan pada Stal Khusys Presiden Bidang pada Staf Khusus Presiden Bidang
' pangendalian untuk meminimalisir fisiko yang telah ABICID ! Komunikasi Sosial Potiada Triwulan | K si Sosial Periade Triwulan |
i diidentifikasi Tahun 2014 Tahun 2014
{ c. Sabagian kecil arganisasi telah melakukan kegiatan
i | pangendalian untuk maminimalisir risiko yang telah
]




]

SPI telah dinformasikan dan dikomunikasikan

d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan
per lian untuk inimalisir risiko yang talah

a. SPI talah dii dan di ikasikan

2L g i
penilaian Maturity Level SPIP

2 |memorandum nomor: M-

S1 VINSP/12/2015

N

)

Surat penugasan narasumbef penilaian
Matunty Leval SPIP

3 |Surat Nomor: S 1056/02/04/201

Laporan Hasid Audil Operasional atas
Kegiatan Layanan Perkantoran Pada
Bire Umuym

2. |Laporan Hasil Audit Operasional alas

Umurn

Kegiatan Layanan Perkanloran Pada Biro

koapada saluruh pihak terkail

Tolah dilakukan psmantauan pengendalian

kepada saluruh pihak lerkail

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada sebagian besar pihak lerkait

c. SPI telah diinf ikan dan dikomuni

kepada sebagian kecil pihak terkalt

d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi
dan komunikasi mengenai SP1

a. Sistem pengandalian intemn dimonitoring dan evaluasi

ABICID

lﬁlmhmqnn Taknis tenlang Konsep dan
unplemontas: SPIP di Desa Gumali
Holsal

1 |Bimbingan Teknis lentang Konsap dan

implementasi SPIP di Desa Gumati Hotel

intarn

secara barkala

b. Sistem peng ian intern
tidak secara barkala

c. Balumn ada monitaring dan evaluasi lerhadap sistem
endalian intem

ing dan evaluasi

3 |Pengaduan Masyarakat (2)

AJBIC

Diagnostic Assesment SPIP pada
Sakratanal Kabinet R.1

1 |Diagnostic Assasment SPIP pada
Sokretarial Kabinsl R.|

Y

Sistemn Psnanganan Pengaduan

Persaskab Nomor 11 Tahun 2012 Tig
Sistem Penanganan Pengaduan

1 |Pembuatan psraturan WBS

2,0 83.40%
a. | Telah disusun kebijakan pengaduan Ya, apabila lelah ditetapkan kebijakan lentang EVIDEN 30 DOKUMEN SOP
i masyarakat penanganan pengaduan Y PROSEDUR PENANGANAN
| KELUMAN, SARAN DAM
MASUKAN POF —
b. |Penanganan pengaduan masyrakat falah a. Seluruh unit erganisasi mangimplementasikan Evidnance Pengaduan Masyarakal
dilmplamentasikan pananganan pangaduan masyarakat Kodoputian Polhukam PDF
‘ b, Sebagian besar unit organisasi
{ mengimplemantasikan penanganan pangaduan |
| [ | masyarakal |
g c. Sebagian kecl unil org 9 tasikan |
i penanganan ¥
| d. Seluruh unit organisasi belum mengimp
|| v
‘ & (Hasil penanganan pengaduan masyarakat a. Seluruh hasil pananganan pengaduan masyarakal Evidanco Pongaduan Masyarakat
l telah dilindaklanjuti ditindaklanjuti Kodagulian Polhukam POF
| b. Seb besar Hasil ganan pangaduan
| masyarakat ditindaklanjuti
. ] c. 5 o gian kecil Ha.u‘ll, ganan RIBIED: | |
1 masyarakat ditindaklanjuti l |
| d. Seluruh hasil p G pengaduan yarakal
| balum ditir juti L
| d. [Telah dilakukan evaluasi atas penanganan a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitaring Ewidunce Pangaduan Masyarakal
d ¥ dan evaluasi secara berkala |Kadapytian Polhukam POF
k b. Pananganan psngaduan masyarakat dimonitoring ABIC
dan evaluasi tidak secara berkala
c. Pananganan pengaduan masyarakal belum di
moniloring dan i
0. |Hasil evaluasi alas pananganan pengaduan 'Ya, apabila lerdapat laporan hasil evaluasi atas lindak EVIOEN 31 DOKUMEN
masyarakal lelah ditindaklanjuti lanjut ol pengaduan ¥ YT KELUHAN SARAN MASUKAN DARI
MASY ¥G TLH
4 !Whistle-Blowing System (1.5) 1,5 100.00%
| a |Telah terdapat Whistle Blowing Syslam Ya, apabila terdapat kebijakan lantang Whistle Blowing Parsoskab Nomor 11 Tahwn 2012 Tig
System

1 |Parseskab Nomor 11 Tahun 2012 Tig

istern Penanganan Pengaduan
Whistleblowsr System) Tindak Pidana (Whistleblower System) Tindak Pidana Whi r Svst Tindak Pidaf
‘ Korupsi di Lingkungan Satkab Korupsi di Lingkungan Satkab Korupsi di Lingkungan Satkab
2 |Tindak lanjut dan peraturan WBS, 23

September 2015

2 |Memorandum nomor: M-
37SANSP/9/2015




3. Whislie biowing system disosialisasikan ke saluruh
lorganisasi

b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian

Bahan Presantasi Narasumber dari

LKPP {Oeputi Bidang Hukum dan

- 30 APRIL 2015
Bihan Presantasi Narasumber dari LKPP
(Oaputi Bidang Hukum dan Penyslesaian

-

Sosialisasi WBS

Memorandum nomor. M-

o |Hasil ovaluasi atas Whislls Blowing System

2. Seluruh Hasil evaluasi alas Whislle Blowing System

37SUNSPI9/2015
Penyelosaian Sanggah) ‘Sanggah)
besar organisasi ;
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian
kacil organisasi
d. Whislle blowing system belum disosialisasikan ke
| ssluruh organisasi
! 2 |Surat tugas LKPP
nomor:22/0.4.1/05/2015
{ 3 |Raftar hadir sosialisasi WBS
I 4 |Laporan Pelaksanaan Kampanye
'Whislisblowing System Pangadaan
Bara: Pemerintal ratariat
Kabinet Tzhun 2015
5 [Bahan Sosialisasi WBS
© |Whistle Blowing Sysiam talah Ya. apabila kebijakan whistla blowing system telah Pambentukan Tim Penenma 1, |Pembentukan Tim Penerima 1 |Pembuatan laporan kegralan 1 |Laporan Aktivitas Whistisblow: stem
lgumplementasikan |diimplementasikan 1 \Whistiablower di Lingkungan Setkab Whistleblowsr gi Lingkungan Selkab Whistleblowing System tahun 2015 Pengadaan Barang/Jasa Pemaerintah
Toboo A03G
Pembukaan Akun Verifikator dan 2 |Pembukaan Akun Verifikalor dan 2 |Laporan Pelaksanaan Kampanye
Penolanh dalnm rangka Whistiablower Penelaah dalam rangka Whistleblower Whistlablowing System Pangadaan
tam System fJasa Pemerintah Sekretariat
Kahinat Tabun 2016 N
d. [Talah dilakukan svaluasi atas Whistle 8lowing a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi Panyampaian Laporan Aklivitas 1 |Panyampaian laporan aktivitas 1 {Mamorandum nomor:i-
Systom secara berkala Whisllsblowing System Pengadaan Whistleblowing Systam Pengadaan 316/INSP/12/2015, tanggal 21 Desembe
b. Whistla Blowing System dimanitoring dan evaluasi Baran: Pemarintah [WBS PB. Barang/Jasa Pemerintah Salkab pariode 2015
tidak secara barkala 1 Satkab Pargds Triwulan IV Tahun Triwuian IV Tahun 2015
| <. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Biowing 2015
Sysiem -
2 Mmﬂm
. Pengada /Jasa Pemannt;
okretariat Kabmet Pari Triwalan (V.
Tahun 2015
3 |Laporsn Pelsksanaan Kamganye &

Whistleblowing System Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah Sekratariat

Kahinet Tahun 2015

talah dilindaklanjuti

5 F‘unangnnnn Benturan Kepentingan (1,5)

telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Biowing
System telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whislls Blowing
Syslem telah ditindakianjuti

d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System
belum ditindaklanjuti

ABICID

46,60%

Talah terdapal Pananganan Benturan

Y¥a, apabila terdapal peraturan/kebljakan Penanganan

Kepontingan

Benluran Kepentingan

Memo Deaprmin Kepada KemanPanRB
Tantang Evaluasi Banturan

Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Ponnnganan Benturan
K ingan balum diti

¥ kepentingan, pdl
lMamo -08.mantm-08-2015 pd!
. |[Penanganan Banturan Kepentingan lelah a. Psnanganan Benturan Kepenlingan discsialiasikan ke Mamo Nomor M-449 Adm. 19.2013
gisosialisasikan saluruh unit crganisasi Tenlang Evaluasi Penanganan
b. Penanganan 8 K g isosiali Banluran Kepentingan.PDF
k& sabagian basar unil on;amml ABICIO
| c Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan
| ke sabagian kecil unit organisasi
| d. Penanganan Banturan Kepanlingan belum
disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
¢ |Penanganan Bnnluran Kepéntingan talah ‘Ya, apabila Penanganan Benluran Kepsenlingan telah YT Pakla Inteqrilas Pengadaan Bahan
diimpler diimplementasikan Komputer PT Khionz Indonasia PDF
d, |Telah dilakukan i atas Penanganan a. F q Benluran Kepenlingan dimenitoring dan Mamo Dopmin Kepada KemenPanR|
Benturan Kapeantingan |evaluasi secara berkala I Tentang Evaluasi Benturan
b. Penang Kap gan dimonitoring dan B kapuntingan pef
v iiast el sacurn borkala MBI b
c. P B pentingan belum di
maoniloning dan evaluasi
s (Hasil evaluasi atas l't'fnmgarsan. Benturan a. Seluruh Hasil evaluasi alas Pmnganan Benluran Maemo Depmin Kepada KemenPanRE
Kepentingan telah dilindgklanjuti K ingan lelah diti i Tanlang Evaluasi Benluran
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas P kapantingan pdf
Benluran Kepentingan telah ditindaklanjuti ABICID o
c. Sebagian kecil Hasil evaluas| atas Penanganan
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0 APRIL 20 = B 0
g Zona Integritas {2,5) 2.5 20.00%
2. |Telah dilakukan pancanangan zona inlegrilas Ya, apabila lerdapat Dok Per gan Zona Piagam Pencanangan Zona Inteqinas 1 [Rapat persiapan pelaksanaan Zona ! [Memorandum nomorM 08/SA-2/0372011
g d gani sasuai k d Integritas, Penstapan Wilayah Bebas tangqal 7 Maret 2016
Korupsi dan Pelayanan Publik
2 |mam um nomaor M -2/03/20 11
tanggal 17 Marel 2016
3
2 |Susunan Acara Pencanangan Zona 1 |Susunan Acars 1
Integritas
2 |Susunan Acara
i 3 |Pembuatan laporan kegiatan Zona 1 |Laporan kegiatan Pancanal on;
| Integrilas Integritas
| 4 |Piagam Pencangan Zona Integritas 1 [Biagam Pencanangan Zona Iniegirigs _
b, [Telan ditelapkan unit yang akan ', apabila ada Sural Keputusan Tentang unil yang 1 [Rapat psmbahasan evaluas 1 |memorandum nomor:M 18/SA-2/03/201]
dikembangkan menjadi zona inlegritas ditetapkan |pencanangan pembangunan Zona tanggal 30 Marel 2016
Integritas dan Panyusunan Rancana Aksi
Tindaklanjut, tanggal 31 Marat 2016
I 2 fan hasil rapat tan 1 Maret
2016
3 |Rancana tincak lanjul psmbangunan_
Zona Inteqritas_berdasarkan rapa’ 31
{ Maret 2016
¢. | Tolah dilakukan pambangunay zona integritas a. Pgmbangunan zona integrilas dilakukan sacara Piagam Pancanangan Zona Inlegqinas  |Rencanan Pembangunan Zona Integritas | 1 |memarandum nomor M 19/SA.21C 2011
intensif langgal 30 Marat 2016
b. Pembangunan zena inlegritas dilakikan tidak secara
intensif
¢. Belum ada pembangunan zona integritas £ SIS
| I aporan hasil rapat tanggal 31 Mar 'L
| 1 ls016
| Rancana tincak lanut pambangunan
| Zona Integritss berdasarkan raral 31
Marel 2016
d. {Telah dilakukan evaluasi atas zena integntas a.Zona integritas yang lelah dilentukan dimonitoring dan 1 |Rapal pembahasan evaluasi 1 |memagrandum nomaorh 19/SA- /037201
yang lelah ditantukan evaluasi secara berkala pencanangan pembangunan Zona tanggal 30 Maret 2016
| b. Zona integritas yang telah ditentukan dimanitoring Integritas dan Penyusunan Rencana Aksi
1 dan evaluasi lidak secara berkala Tindaklanjut, tanggal 31 Marat 2016
il c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di
i maonitonng dan evaluasi
2 |Penyampaian laporan aktivitas 1 [Memorandum nornor M.
Whistleblowing System Pangadaan S18/INSPI12:2015 tangqal 21 Desembse
Barangllasa Pemenntah Selkab paniods 2015
Triwalan [V Tahun 2015
} 2 |Laporan Aktivitas Whisllgblowing Syste
[ | B daan Barang/Jasa Pemerintah
| | Sskretariat Kabinst Periode Triwulan IV
Tahun 2015
| 3 |Laporan Pelaksanaan HKampanye
( Whistleblowing System Pengadaan
’ 8 /Jasa Pemenintah Sekretariat
| Kabinel Tahun 2015
| & |Telan tardapal unit kerja yang ditetapkan a. Talah lerdapat unit kerja yang berpredikal manuju 1 |Usulan Penelapan Unit untuk dijadikan 1 |Laporan hasil rapal tanggal 31 Marat
l isebagai "menuju WBK/WBBM® WBBM WEBK dan WBBM 2016
b. Telah terdapat unit kerja yang barpredikat menuju
| WBK ’
| ¢. Belum terdapat unit kerja yang berpredikal menuju
i WBK
T 2 |Rencana tincak lan; n
{ \ Zona Integritas, berdasarkan rapat 31
f Marst 2015
7 {Aparat Pangawasan Intern Pemoerintah (APIP) |15 91.75% ot - S
a. |Rekomendasi APIP didukung dengan a. Seluruh rekomendasi yang memeriukan komitmen 1. |Tindsk Lanjut hasil Audil BPK Tahun 1. | Tindak Lanjul hasil Audil BPK Tahun Permintaan Pesarta Dikial Sistemn 5:28-PP-2016 Permintaan Peserta Diklat
[ l kamilman pimpinan {pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhic Buku 2012 lelah di Tindakianjuli Semua Buku 2012 telah di Tindaklanjuti Semua Akuntasi Pemenntahan Berbasis Akryal Sistem Akuntasi Pemerintahan Berbasis
& b. Sebagian rekomendasi yang memeriukan komitmen Bagi Aparatl Pengawas Intemal Akrual Bagi Aparat Pengawas Internal
pimpinan telah di lindaklanjuti dalam 2 tahun lerakhir Pemerintah (APIP) Pemerintah (APIP
. Sebagian kecil rekomendasi yang memeriukan Kementerian/LambagaTahun Anggaran Kementerian/LembagaTahun Anggaran 2¢
komilmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun 2016
terakhir . ) 2. |Tindak Lanjut hasi Audil BPK Tahun | 2. [Tindak Lanjul hasi Audil BEK Tanan Permohonan Biaya Peralanan Dinas ML62 INSP-2-2016 Permohonan Buege
d. Seluruh rekomendasi yang memeriukan komitmen Buku 2013 tefsh di Tindaklanjuli Semua|  {Buku 2013 telah di Tindakianjuti Semua Dikiat Sistem Akuntasi Pemarintah Periatanan Dinas Diklat Sistem Akuntasi
pimpinan belum ditindaklanjutl dalam 2 tahun terakhir Barbasis Akural Bagi Aparat Pongawas Pemerintah Berbasis Akural Bagi Aparat
|Intemal Pamaertintah (APIP) Pengawas Internal Pamertintah (APIP)
| Kementanan/Lembaga TA 2016 Kementerian/Lembaga TA 2016
i . Formulir Registrasi Pasarta dan Surat Formulir Registrasi Peserta dan Surat Ust
| Usulan Diklat Sistem Akuntasi Diklat Sistem Akuntasi Pemerintah Berba
Pemerintah Barbasis Akural Bagi Aparatl wral Bagi Aparat Pengawas internal
Pengawas Intemal Pemertintan {APIP) Pemertintah (APIP] Kementerian/Lemba
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016
2016
Pemberitahuan Ujian Langsung bagi §-56-DL3-2015 Pemberitahuan Ujian
Peserta Diklat Pembentukan Auditar Langsung bagi Peserta Diklat Pembentuk
Pertama Tanggal 28 5.d. 30 April 2015 Auditor Pertama Tanggal 29 5.d. 30 April

2015
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Hasil Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional #4.241.1PT-7-2015 Hasil Ujian Sertifikasi
|- Auditor Partama (JFA) labatan Fungsional Auditor Pertama [IFA]
b. [APIP didukung dengan SDM yang memadai a. Seluruh fungsi pengawasan intemal lertangani oleh Perminlaan Peserta Diklal Sistem 5-28-PP-2016 Permintaan Peserta Diklat
secara kualitas dan kuanlitas, SDM yang kampaten baik secara kuantilas maupun Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Sistem Akuntasi Pemerintahan Berbasis
Kualitas Bagi Aparat Pengawas Internal Akeual Bagi Aparat Pengawas Internal
b. Sebagian basar fungsi pengawasan intamal |Pemerintah {APIP) Pemerintah [APIP)
tartangani olsh SOM yang kompeten baik secara {Kementarian/iLembagaTahun Anggaran Kemantesian/lambagaVahun Anggaran 301€
kuantitas maupun kualilas 2016
© Sebagian kecil fungsi 1internal tert 0 AJBICID i
oleh SOM yang baik secara k
| kualitas
L d. Seluruh fungsi pangawasan internal belum tertangani
| olah SDM yang kompeten baik sacara kuantitas maupun)
|kualitas
Permohonan Biaya Peralanan Dinas M .62 INSP.2-2016 Permohonan Biaya
Dikial Sistem Akuntasi Pemarintah Perjalanan Dinas Diklal Sistern Akunta:
Berbasis Akural Bagi Aparal Pengawas Pemerintah Berbasis Akural Bagi Apar: 1
Intsmnal Permertintah (AP1P) Pengawas internal Pemertintah (APIP
Kemenlerian/Lembaga TA 2016 Kemeaterian/Lembaga TA 2014
Formulir Registrasi Peserta dan Surat Formulir Registrasi Peserta dan Surat | sulan
Usutan Dikiat Sistem Akuntasi Dikiat Sistemn Akyntasi Pemenintah Ber yasis
Pemenntah Barbasis Akural Bagi Aparal Akural Bag: Aparat Pengawas Internal
Pengawas Internal Pamertintah (APIP) Pemertintah (APIP] Kementerlan/lemb aa
Kementeriarn/Lembaga Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016
2016
'I_?ambaﬂ'lahuan Ujian Langsung bagi 5-56-013-2015 Pemberitahuan Upian 7
Pesarta Dikiat Pembeniukan Auditor Langsung bagi Peserta Oikiat Pembentukan
Pertama Tanggal 29 s.d. 30 April 2015 Auditor Pertama Tanggal 28 s.4. 30 April
hois
Hasil Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional M.241 IPT-7-2015 Hasil Ujian Sectifikasi
Auditor Pertama (JFA) Jabatan Fungsional Auditor Pertama [JFA]
l
|
| |
I o |APIP didukung dangan anggaran yang a. Saluruh kebutuhan didukung oleh anggaran Anggaran Inspakloral Tahyi 14 Anggaran Inspeklorat Tahun 2014 - Permintaan Pesarta Diklat Sistem 5-28-PP-2016 Perrintaan Peserta Dikiat
memadai b. Sebagian besar kebutuhan didukung eleh anggaran sebesar Ap 827 394,000 atau sebasar sebesar Rp 827.394.000 atau ssbesar Akuntasi Pemenntahan Barbasis Akrual Sistern Akuntasi Pemerintahan Berbasis
c. Sebagian kecil k ihan didi g olsh anggaran 0,48 % dan Anggaran Sekretatial 0,48 % dan Anggaran Sekrelariat Bagi Aparat Pengawas Internal Aktual Bagi Aparat Pengawas Internal
l \ d. Seluruh kebutuhan belum didukung olen anggaran ABICID kaping! kabinet. Pemerintah (APIP) Pemerintah [APIP]
| | K i gaTahun Angg Kementerian/LembagaTahun Anggaran 2016
l 1 2016
{
0 Farmohonan Biaya Forjaianan Dinas M.62.INSP-7 2016 Permohonan Biaya
‘ Diklat Sislem Akuntasi Pemerintah Perfalanan Dinas Diklat Sistem Akuntasi
Berbasis Akural Bagi Aparat Pengawas Pemerintah Berbasis Akural Bagi Aparat
i ‘ Intamal Pemertintah (APIP) Pengawas Internal Pemertintah [APIP]
1 | Kementarian/Lembaga TA 2016 Kementerian/Lembaga T4 2016
I | | Formulir Registrasi Pasena dan Surat Formulir Registrasi Peserta dan Surat Usulan
! ‘E | Usulan Diklat Sistem Akuntasi Diklag Sistem Akuntasi Pemerintah Berbasis
| Permerintah Berbasis Akural Bagi Aparat Akural Bagi Aparat Pengawas Internal
\ { | Pengawas Intarnal Pamartintah (APIP) Pementintah (APIP) Kementerian/Lembaga
Kemenlerian/Lembaga Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016
| ® 2016
“[Pemberitahuan Ujian Langsung bagi $-56-D13-2015 Pemberitahusn Upan
Pasarta Diklat Pambeniukan Auditar Langsung bagi Peserta Diklat Pembentukan
| Pertama Tanggal 29 s.d. 30 April 2015 Auditor Pertama Tanggal 29 5.d. 30 April
| 2015
( Hasil Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional M. 241IPT-7-2015 Hasil Ujian Sertifikasi
Auditor Pertama (JFA) Jabatan Fungsional Auditor Pertama (JFA)
l d. |APIP badfokus pada cifen! dan audit berbasis a. Ssluruh fungsi pengawasan intemnal berfokus pada
ristko client dan audil berbasis risiko
k * b. Sebagian besar fungsi pang internal barfok
pada clian! dan audit berbasis risiko
{ l . Sebagian kecil fungsi peng intamal berf e )
I i pada chient dan audit berbasis risiko
| | d. Seluruh fungsi pangawasan internal belum berfokus
{ \ ¥ 4 pada client dan audit berbasis risiko L i L L
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VIIL{PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (8 6.0 A . -3 6,00 | 100,00%
Standar Pelayanan (1) 1.0

-

1,00 100,00%
a iTemapal kebijakan standar pslayanan Ya, apabila lelah terdapal kebijakan standar pelay . P

Pearseskab No_ 1 Tha 2009 fig §|mdaf_‘ ersaskab No. 1 Thn 2009 fig Standar
yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan

—E-&-o panysienggara palayanan informasi
! Palayanan Unit Kerja Satkal
| -
|

3. Keputusan Depuli Bidang
Admini i Ng 41/, 1%/2013

Palayanan Unil Kerja Setkab publik sesuai dengan masing-masing lugas

| b0 Knguiny ke e sy tanggal 19 September 2013 tent

pelayanan yang berkailan dengan prosedur Paenat; n Standar Pelavanan

dan waklu sebagai ukuran baky unluk formasi Publik
penysienggaraan palayaran publik dan wajic

| cilaali oleh pamberi dan penefima pelayanan

! informasi,

Ym

=]

Kopseskab Nomaor 57 Tahun 2012 ng 2. |[Kepseskab Nomor 57 Tahun 2012 tig

Saikab telah memiliki kebijakan slandar
Stangar Pelavanan Unil Kerja Standar Pelayanan Unit Kerja

polayanan yang mencakup biaya, wakiu,
persyaratan perijinan.

b._hiip://selkab qo.dippid/

A. Operasional pelayanan informasi
publik

Pelaksanaan pelayanan informasi pabiik
didukung olsh Anggota Tim Layanan
Infarmasi Publik antara lain,

1. Koordinalor Sekretarial PPID.

2. Koordinator PPID meliputi ©

a. Koordinalor Bidang Pelayanan
L Informasi;
Fl

b. Koordinator Bidang
Pengumpuian dan Pengeiola
Informasi;

©. Koordinalor Bidang Kearsipan
dan Pendckumentasian:

4. Koordinalor Bidang Pengaduan
dan Panyslasaian Sengkata.

B. Anggota Tim Layanan Informasi
Publik

Untuk memenuhi dan metayan:
| parmintaan dan kebuluhan
pomohan/pangguna informasi publik.
PPID melalui anggota Tim layanan
informasi melakukan pelayanan langsung
dan paayanan melalui media antara
manggunakan telepon, laksimils, email
dan wabsile,

C. Waktu pelayanan informasi

Dalam mamberikan layanan informas:

kepada psmaohon informasi, PPID
‘wakiu

| informasi. Wakiu pamberian layanan

informasi di lingkungan Sekratariat

Kabinet dilaksanakan pada Hari Ksrja

{Senin sampai Jumat) dengan rincian’

Semn 5.d Kamis: 08.30 s.d 15.00 WiB:

Jumal: 08.30 5.d 15.30 WIB,

et Tstiranal: 12.00 =.d 13.00 Wi,
| Istrahat 11,00 5.d 13.00 WIE

0. Mekanisms Permohanan Informasi

Py

@ Pemohon informasi dalang ke
Pusal Layanan Infarmasi dan mengisi
formulir permohonan informasi
dangan malampirkan fotocopy KTP
pamahan dan pengguna irformasi;

o Pelugas mamberikan landa bukl
pensdimaan parmohonan infarmasi
publik kepada pamahen informasi;

© Palugas memproses permintaan
pamaohon informasi publik sesuai
dangan formulic permahonan
informas: publik yang telah
dilandatangani oleh psmohon
informasi pubiik:

o Palugas memenuhi parmohonan
infofmasi sasuai dengan yang diminta
oleh pemohon. Apabila informasi yang
diminla masuk dalam kalegofi
dikecualikan, PPID menyampaikan
alasan sesuai dengan kelenluan
peraluran perundangan yang betlaku:
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© Palugas memberikan Tanda Bukii
Penyerahan informasi Publik dan/atay
Tanda Bukli Penciakan Permohanan
kapada Pengguna Informasi Publik,

m

Jangka Wakiu Penyslesaian

o Proses penysiesaian unluk
memenuhi permintaan pamahan
informasi pubiik gitakukan selelah
pamohon informasi publik memenuhi
parsyaralan yang lelah dilentukan
Jika daiam jangka wakiy 2 (dua) nari
pemohon lidak melengkapi
Ppersyaratan yang lefah gitentukan,
maka permohanan informasi dianggap
batal,

o Waklu penyelesaian dilaksanakan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak parmohonan ditefima oleh PPID.
PPIO wajib menanggapi permahonan
informasi medalui pamberilahuan
tertulis, Pemberitahuan inl maliputi
parmobanan infarmasi diterima,
permohonan informasi ditolak. dan
perpaniangan waklu pemberitahuan
permohonan diterima alau ditolak

© Jika PPIO mambutuhkan

ji wakty, maka yals
lambainya T (ljuh) hari kefja sejak
tanggapan partama dibarikan

o Jika permohonan informasi
diterima, maka daiam aurat
pemberitahuan juga dicantumkan
matedi informasi yang diberikan,
lormat infarmasi, apakah dalam
banluk softcapy atau data fartulis
sarl3 blaya apabila dibuluhkan untuk
kepariuan penggandaan atau
perekaman. Bila permohonan
informasi ditolak, maka dalam surat
pembaritahuan dicantumkan alasan
panalakan sesuai dengan Undang-
Undang Keterbukaan Infarmasi Publik.

F. Biaya/Tarif

Pejabal Pengelota Informas: dan
Dok i i inf

publik kepada psmobon yang dipenuhi
permohonannya lidak dipungut biaya,
Unluk penggandaan alau perekaman,

hon infs dapat
penggandaan atay parakaman sendin
disekilar lokasi atas ijin PPID unluk
rmembawa dokumsn informasi alau
pemohon dapal menysdiakan GO atau
flash disk unluk perekaman data ataw
informasi

G. Kompetensi Pelaksana Layanan
Informasi

Pejabal Pengeloia Informas gan

Dol i dalam

pelayanan informasi dibanty olah anggola
Tim Pangedola Infarmasi dan
Dokumeniasi yang lelah dibantuk. Untuk
anggola |layanan informasi diutamakan
memiliki kompslansi pangatabuan
menganai pecaturan psrundang-undangan
kslerbukaan infarmasi dan palayanan
publik, katrampifan dan sikap dalam
berkamunikasi untuk menunjang
pelaksanaan tugas layanan informast

H. Laporan Operasicnal Layanan
Informasi

a. Pengelclaan penyelenggarasn
pelayanan informasi dilakukan meialyi
pembualan laporan harian
pelaksanaan lugas palayanan

int i. S ial PRID

laparan hasil peiaksanaan lugas
pelayanan informasi sekurangnya 7
hari sakali dan disampaikan kepada
PPID;
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b. Bidang Pelayanan informasi
'mambual laparan hasil pelaksanaan
pelayanan informasi kepada PPID

sekurangnya dalam 30 hari sekali

-+ »- SEPTEMBER 2016

c. PPID melaporkan hasi
pelaksanaan peiayanan informas:
kepada Sekretatis Kabinel selaku
Alasan PPID melalui Depuli Sexretans
Kabinel Bidang Adminislrasi
sekurangnya dalam 30 hari_

d. Laporan hasd pelaksanaan
palayanan informasi memuat

o Gambaran umum kebiakan
palayanan Informasi Publik;

© Gambaran umum pelaksanaan
pelayanan Informas: Publik, antata
tainc

Sarana dan prasarana
pelayanan infarmasi Publik
yang dimiliki beserla
kondisinya;

- Sumber daya manusia
yang manangani pelayanan
Informasi Publik baserta
Kualilikaginya:

Anggaran pelaysnan
mformasi serla laporan
penggunaannya:

o Rincian pelayanan Informast
Publik masing-masing yang
metiputi

Jumian permohanan
Informasi Publik:

Wakiu yang diperiukan
dalam memenuhi seliap
pecrmohonan Informasi Publik
dangan Wasilikasi tertentu’

Jumiah permchonan
Informasi Publik yang
dikabulkan bark sebagian alau
seluruhnya. dan

Parmohonan informasi
Publik yang dikabulkan baik
ssbagian alau seluruhnya. dan
Kebaralan atas layanan

informas:
'Emiag pacmohonan informasi dapat
mengajukan keberalan terhadap pelayanan
yang diberikan oleh pelugas pelayanan
informasi kepada Atasan PPID berdasarkan
alasan-alasan:

X}

Keputusan Depuli Sskretans Kabinet

3. Penclakan alas parmohanan informas!
bardasarkan alazan pangecualian
sabagaimana gimaksud Pasal 17 Undang-
Undang Kslorbukaan informasi Publik.

Bidang Adminisirasi Nomor
KEP.65/5etkabl/DAIXIN2010 tentang
Pglunjuk Pelaksanaan Manilonng dan
Evaluasi Pelaksanaan Slandar
Palayanan {SP) di lingkungan
Sekratanal Kabinet.

3.

Kepulusan Deputi Sekrelans Kabinst
Bidang Administrasi Nomor
KEP.85/Salkab/DA/XII2010 tentang
Peatunjuk Palaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pelay (SP) di lingk

Kabinat.

b. Tidak disediakanya informasi beckala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal §
Undang-Undang Kelerbukaan (nfatmasi
Publik;

4. |Kepulusan Deputi Sekretaris Kabinat
Bidang Administrasi Nomor

KEP 66/Saikab/DAXII2010 tentang
Pambentukan Tim Evaluasi
Palaksanaan Standar Pslayanan Unil

Kena di ingkungan Sekretanial Kabinet.

. |Keputusan Dapuli Sekretaris Kabinat

Bidang Administrasi Nomor
KEP.66/Selkab/DAXINZ010 tentang

|Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan

Standar Pelayanan Unit Keda di
lingkungan Sekratanat Kabinet.

<. Tidak dilanggapinya permohonan
informasi:

d. Permohonan informasi ditanggapi
lidak sabagaimana yang diminla;

e. Tidak terpanuhinya permohonan
informasi;

o

i. Pengonaan biaya yang ldak wajar.
dan atay;

berdasarkan kelentuan dari Peraturan
Mentarl Pandayagunaan Aparatur
Negara gan Raformasi Nomor 35 dan
36 Tahun 2012

. |Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan

5.

Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan
berdasarkan ketentuan dari Peraturan
Menlari Pandayagunaan Aparalur Negara

dan Ralermasi Nomor 35 dan 36 Tahun
2012,

@. Penyampaian informasi yang melebihi
waklu yang dialur dalam Undang-Undang
Ketsrbukaan Informasi Publik.




Standar pelayanan telah dimakiumatkan

Tardapat S5OP bagi pelaksanaan standar

a. Standar pelayanan lelan dimakiumalkan pada selunih!
jenis pelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada
sabagian besar jenis pelayanan

c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada
sebagian kedil jenis pelayanan

d. Standar pelayanan balum dimaklumatkan pada
seluruh jenis pelayanan

AJBICID

30 APRIL 2015

Yang
Seikablelah dimaklumaikan, yailu terkail
palayanan informasi berkailan dengan
Sekrelatial Kabinel Rl Makiumat Patayanan
ini ditandatangani aleh Kapusdatin selaku
Pajabal Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Selkab.

SEPTEMBER 2016

Makiumat Palayanan tanggal 1 Juli

Adapun maklumal lersebul barisi pernyalaan
kesangguparn manyelenggarakan pelayanan
informasi berkaitan dengan Sekretariat
Kabinel Rl secara rasponsif, akural. dan
akuniabel sesuai standar peiayanan yang
islah ciletapkan cish Setkab

ia. Taerdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Selain itu, dalam makiumat dinyatakan pula
bahwa Satkab bersedia manerima sanksi
apablia lidak menapali janji pada maklumal
dimaksud sesuai peraluran perundang-
undangan yang berlaky

pelayanan

pada ssluruh jenis pelayanan

b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan slandar pelayanan
pada sebagian besar jenis pelayanan

<. Terdapat SOP bagi pelaksanaan slandar pelayanan
pada sebagian kecil jenis peiayanan

d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar

AIBICID

DAFTAR SOP pdf

Kepdepmin 41 Tahun 2013 tig Penetapan
Standar Pelayanan Informasi Publik

Selkab lelan memiliki SOP paiaksanaan
standar petayanan pada seluruh jenis
pelayanan, meliputi:

a_Kepulusan Seskab No 2 Tahun
2016 lentang Standar Operasional
4 Prosedur di Lingkungan Setkab;

a 11 (sebelas) SOP \arkail dengan

b. Daftar 258 Standar Operasional

palayanan di Lingkungan Dapuli Bidang Prosed P di Lingkunaqan
Polhukam: . Setkab

b, 11 (sebslas) SOP lerkail dengan
pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang

€. 11 (sabelas) SOP terkait dengan
pelayanan di Lingkungan Daputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

d. 11 (sobelas) SOP lerkail cengan
palayanan di Lingkungan Capuli Bidang
Kemaritiman;

0. 10 {(sepuluh) SOP lerkail dengan
pelayanan di Lingkungan Asisten Oepuli
Bidang Penyelenggaraan Persxiangan
pada Deputi Brdang Oukungan Kera

Kabinel:

f. 8 (delapan) SOP terkail dengan
pelayanan di Lingkungan Asisten Depuli
Bidang Pelaporan Parsidangan pada

Deputi Bidang Dukunqgan Kerja Kabinet;

Q. 18 (delapan belas) SOP lerkail gengan
pelayanan di Lingkungan Asisten Deputi
Bidang Naskah dan Terjemahan pada
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinal;

. 22 {duapuiuh dya) SOP terkail dengan
pelayanan di Lingkungan Asisten Depuli
Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan
Protokol pada Depuli Bidang Dukungan

Ketja Kabinal:

1. 22 (duapuluh dua) SOP lerkail dengan
pelayanan di Lingkungan Pusat Data dan
Inlormasi pada Deputi Bidang
Administrasi:

- 23 (auapuluh tiga) SOP terkait dengan

Administrasi

1
28 (duapuluh sembilan) SOP terkai
dengan pelayanan di Lingkungan Biro
Umum pada Depuli Bidang Administrasi;

1. 34 (tigapuluh empal) SOP lerkail
dengan pelayanan di Lingkungan Bire
Sumber Daya Manusia, Organisasi. dan
Tata Laksana pada Deputi Bidang
Administrasi.

m. 18 (delapan belas) SOP lerkail dengan
pelayanan di Lingkungan Biro
Akunlabilitas Kinarja dan Rafarmasi
Birokrasi pada Dapuli Bidang

. 30 (tiga puluh) SOP lerkail dengan
pelayanan di Lingkungan Biro
Patencanaan dan Keuangan pada Depuli

Bidang i




. |Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

a. Ditakukan reviu dan perbaikan alas standar

* - 30 APRIL 2015

Sl S SEPTEMBER 2016
Penyampaian Laporan Capaian Aksi Kapsaskab 57 tahun 2012 ttg SP Unit anmpumunf:nrbaukan alas Standar
pelayanan palayanan sacara berkala dan dilakukan dengan Pancegahan dan Pembera Kerja | anan mazih dilakukan secara internal

melibatkan stakeholdars Korupsi [Aksi PPK) 812 Tahun 2015 di Setkab,

b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Setkab

secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatk AIBIC

stakeholders

¢. Balum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan

_’Ecm.nun itu, SP yang ada masih
barjalan efaktif,
| a
@ |Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan raviu dan perbaikan SOP secara barkala 1 [MONEV PELAKSANAAN SOP pdl lT‘.apsesk.ab 23 Tahun 2014 Hg Perubahan|  |Selkab telah melakukan reviu dan perbaikan a_epulusan Seskab No 51 Tzaun

b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala Kedua SOP lerhadap SOP. Reviu dan perbaikan SOP di 2012 jo Keputusan Seskab No 1

c. Belum ada reviu dan parbaikan SOP ABIC lingkungan Setkab dilakukan sehubungan Tahun 2016 tantang Standar
dengan reorganisasi Setkab berdasarikan Operasional Prosedur di Lingkur jan
|Perseskab No.4 Tahun 2015, Setkab:

2 |[EVALUAS! SOP pdl Adapun reviu dan perbaikan SOP mengacu b. Porseskab No.4 Tahun 2015
pada Petmanpan-RB No.35 Tahun 2012 tantang Organisasi dan Tata Kerla
lantang Pmmn Panyusunan SOP Setkab

dan Py
No.9 Tahun 20 13 tentang Pedoman
Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan
Prosedur di Lingkungan Setkab,
Budaya Pelayanan Prima (1) 100,00%
| l [Tetan ditakukan sosialisasi/pelatihan dalam 3. Seluruh telah d dalam Palalihan Budaya Kerja Pelatinan Budaya Kenja Selkab lelah menyelenggarakan sosalsasi Diklat yang diselanggarakan oleh Bira
1 upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima upaya pmurapal\ b«.daya ps!aya prima l kode alik kepada seluruh pajabalpegawa di SOM-Ortala
|| llcontoh kode elik, estetika, capacity building, besar an telah dilaku :‘J:‘;"'ﬂa“:‘s““;‘::‘:l KaT;:z?r:m“:;
| aksanakan pa nggal loval
‘ . pelayanan prima) :alam umyak::':ﬁfsﬂan hudal'ﬂ QG'IY:;:: prima ABGIE 1 2011 dan paga tanggal 1011 Desember 2012 *
! I dalam upaya ponorapan budaya pelayanan prima di Aula Gedung 1l Kemensetneg.
| | d. Selurun i belum dilab dalam
upaya penarapan budaya pslayanan prima
\ Selain iy, Solkab juga teian manyelenggara- a_Perseskab No.4/RB Tah 11
| kan pandidikan dan pelatihan (dikiat) al Z Aqustus 2011 tentan 8
| {pengembangan pegawa: yang diaksanakan Elik Pegawai Setkab RI:
| { oleh Bira SOM gan Ortata dan Pusdain,
. b, Perseskab No 2/RB Tahun 2014
tentang Pelaksanaan dan
| E Pangembangan Budaya Kaij
| | Lingkungan kab;
1G] A | ©_Dikiat soft skill spt oleh Birc
[ il [ MOT
; ' Diklat yang disalanggarakan aleh
1 | Pusdatin:
l a_Memo Kepala Pusdatin No,
" 280/Pusdalin/0B/2016 tanggal 11
Agustus 2016 tentang Permohonan
liin Palatihan ITIL Foundation with
ase Stud or pada langgal 18
| s.d. 20 Aqustus 2016;
| i ran atin terkait 11 3gens
ITILF ation with
Boger pada tanggal 18 s.d.
Agustus 2018
I b. [Informasi tentang pelayanan mudsh diakses a. Informasi pelayanan dapal diakses melalul berbagai 1 |kalerhukaan informasi publik pdf Kepulusan Deputi Bidang Administs e yang dikelcla Selkab Wabsite:
| melalui berbagai media media (misal: papan pangumuman, website, media Nomor: KEP 42/ADM/IN2013 ttg dapal diakses metaiui berbagai media. seperti
| sosial, media celak, media televisi, radio dsb) ABIC Penelapan Contact Center Sabagai wabsile, matipuli
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa Media Komunikasi Layanan Informasi di
madia (misal: papan pengumuman, selabaran, dsb) || Lingkungan S Kabine!
c. Informasi palayanan sulil diakses melalui berbagai 2 |SIPUU docx 2. selkab.go id. lerkail pelayanan a. selkab.qo.id;
media informasi kegiatan kabinel dan Seikad:
| 3 |smlkab qo id doc b. sipuu.selkab.go.id. terkail pelayanan b._sipuy selkab.go id
informasi peraturan perundang:
undangan yang diketola Setkab;
Tan!ﬁcman Aplikssi Gelkab 2016 pdi <. 5impeg. selkab.go.d terkal palayanan & _simpeg satiab go id;
informasi bagi PNS Gol IVic ke atas
seluruh Indonasia yang ingin
mannaramn slalus proses uwlan
kal atay P
d. siskal nuuh,gn,ld. lorkait pll:yznan d. siskab.satkab.go.d
informasi sidang kabinel, rapal lerbatas
yang dipimpin oleh Presiden dan/atau
‘Wakil Presiden




. |Telah terdapat sistem

P (sanksi) bagi p

a. Talah tardapat sislem sanksi/raward bagi pslaksana

Informasi terkait kegiatan kabinel dan Selkab
juga dapal diakses melaiui media sosial, yailu
twitter. facebook, instagram, dan

youlube. Selain itu, informast lerkail kegiatan
kabinet dan Setkab juga dapal diakses
melalui media celak gan elekironik, yadu
bulellin, jurnal. dan buku

Madia Sosial:

a_hitps'iltwalter com/satkabqoid;

b, hitps:iiwwew tacabook com/
Setkabgoid;

¢, https:/fwww instagracm com/
sakretariat kabinel/;

d_hitps:iivwsw.youtube com/
channel/UCsyiBgbilz6e
VZ2vywc2dT

4 Moedia Cetak:

uku Rangkaian Si Kabinel

yang diterbitkan oleh Asdap Humas
dan Protokel;

a. Buku Dokumentasi Kegiatan
Kabinst dan Setkab yang diterbitkan

olsh Asdep Humas dan Protokol;

b._Jumal Penerjemahan yang
diterbitkan oleh Asdep Naster;
c_Bullslin Setkab yanq diterbitkan
alah Deputi DEK;

d, Buku Guntingan Barila Harian dari
Berbagai Sural Kabar yang diterbitkan
oleh Asdep Humas dan Protokol.

Madia Eloktranik:

a, Humasiam Info yang dikelola Asde)
Humas dan Protokol tarkait foto dan

keqatan kabinet dan Sekretarial
Kabinat

0

Iayanan serta pemberian Kompeansasi kepada
peranma layanan bila layanan tidak sasuai
standar

layanan serta pembarian kompensasi kepada psnarima
|Vayanan bifa layanan tidak sesuai standar dan sudah
|diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
fayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun
balum diimplementasikan

. Bslum lerdapal sistem sanksi/reward bagl pelaksana
layanan serta pembarian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan lidak sesuai standar

AIBIC

Satkab (elah memiliki dan
mengimplamentasikan pemberian
sanksireward baik bagi penerima maupun
pamberi layanan sehubungan dengan
ayanan yang diberikan Setkab, yailu

Pombarian reward bagi Pambari Layanan:

2. Selkab membesnkan reward bag
Pomberi Layanan. melipult pemberian
panghargaan Satya Lancana Karya Salya
dari Prasiden sebagai predikal pegawai
toladan, pamberian kenaikan Wnjangan
kinerja, dan pramosi jabatan!

a._Parseskab Mo 4 Tahun 2014
tantang Pelaksanaan Pembarian
Tunjangan Kinerja Peqawai di
Lingkungan Satkab,

b. Disamping ilu, Salkab juga
maembevikan sanksi bagi Pamber:
Layanan dalam hal Pemberi Layanan
melakukan pelanggaran Kede Elik. berupa
hukuman disiplin yang berimbas pada
pangurangan unjangan kinerja yang
mamperoalah rilai prestas| kerja cukup
buruk;

b_Sertfikat Karya Satya Wira Karya

€. Adapun bagi Pensrima Layanan,
Selkab mamberikan reward | befupa
penerbitan sectifikat

Pambarian sanksi bagi Pembari Layanan:

a._Perseskab No 4 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pembarian
Tunjangan Kinerja Peqgawal di

b, Persaskab No.4/RB Tabun 2011
angoal 2 Aguslus 2011 tentang Koda

Elik Pegawai Setkab Rl

¢. Parsaskab No 2/RE Tahun 2014
tantang Pelzksanaan dan
Pengsmbangan Budaya Karia di

Lingkungan Satkab
Pambarian reward bag Panerima ‘
Layanan:

a_Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional
Penerjemah.




=

Talah terdapal sarana layanan
lerpadultennieqrasi

Terdapat inovasi palayanan

a. Apabila saluruh pelayanan sudah dilakukan secara
lerpadu

b. Apabila sebagian besar pel Y sudah dilak
secara terpady

C. Apabila sabagian kecil pel Y sudah dilakuk
sacara lerpadu

©. Apabila lidak ada pelayanan yang dilakukan secara
terpady

1]

'f'a, apabila lerdapat bukli inovasi pelayanan yang

Keputusan Depuli Bidang Administrasi

Selkab lelah memiliki sarana layanan

3. Dokumen Pelayanan Informasi

Nomor: KPE 42/ADM/IX/2013 ttg lerpadu/terintegrasi. yailu Pelayanan Terpadu oleh PPID
Penslapan Contact Center Sebagai Salu Pintu di Gedung IIl Lantai 1 PRIO yang
Media K ikasi Layanan Inf i di yani bagi Pengguna Layanan yang
ABICID Lingkungan Sekretariat Kabinet hle:kapcnlmgan dengan Sefkab. Selain iy,
|ditelapkannya PPID Selkab sebagai Conlacr
Cenler Media Komunikasi Layanan informasi
di Lingkungan Seikab
Terkan pelayanan informas: kegralan kabinet b_setkab go.id

dan Selkab melalui website, media sosial,
[dan media cetak. teiat. lerintegrasi pada
selkab.go.id yang dikelcla aleh Pusal Data
dan Informasi dan Asdep Humas dan
Protokol Setkab

€. Keputusan Deputi Bidang
Administrasi No,Kep.42/Adm/1X/ 2013
langgal 19 September 2013 fentang
Benetapan Contact Canter Sebagai
Mbdia Komunikasi Layanan Informasi
diLingkungan Setkab

diciptakan dan barmanfaat bagi panarima pelayanan

Yir

‘Selkab lelah menciplakan inovas: lethadap
peningkalan kualitas pelayanan, antara lain
lerkail dengan inovasi pelayanan sidang
kabinel yang sangal bermanfaat bagi
pensiima layanan

(Ad3pun inovasi yang bethasd d<iplakan dan
dikeicla Selkab, antara lain

a. Pembangunan dan psnggunaan
Sistem Aplikasi Rakapitulasi Undangan
Sidang Kabinat, Rapat, Maupun
Pertemuan

Evidenca terkait Pembangunan dan
penggunaan Sistem Aplikasi Rekapitulas
Undangan Sidang Kabinet, Rapat, Maupun
Partamuan:

Pembangunan aphkas) padz Juli 2018
dan penggunaannya dimulai pada
Novamber 2014 terbatas di fingkungan
Kedepulian DKK.

8. Memorandum Asdep Pelaksanaan
dan Pelaporan Persidangan kepada
Dsputi Persidangan Kabinat No © M-
F22A/ASD-PK-2/X1/2014 tangqal 3
November 2014 perihal Permohonan
Persatujuan Penggunaan Sistern
Aplikasi Rekapitulasi Undangan

Tujuan dari penggunaan aplike i
adalah agar dapal memberikan informasi
Yang jelas gan akural kepada pimpinan
dalam hal panyajian rekapitulasi
undangan sidang kabinel, rapal, maupun
Ppertamuan yang barbasis digital.

Sidonn Wak Dot

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Sistem Aplikasi Rekapitulasi
Undangan Sidang
Kabinet/RapatPetemuan/TPA

Sistem apiikasi ini mampu mengeicla data
laknis pafaksanaan sidang kabinal, ragat,
maupun perlemuan dan membaerikan dala
dukung berupa tabal atau grafik, jumlah
kehadiran para undangan

< Perselyjuan Depuli DKK kepada
Asdep Panyelenqqaraan Parsidangan
tanggal 3 Navembar 2014 farkail
Permohonan Parsatujuan
Panggunaan Sistem Aplikasi
Rskapitylasi Undangan Sidang
Kabins!, Rapat, maupun Pettermuan.

Cara kesja sistam apivasi ini adalah

i 2eiuruh gar
¥ang pernah maenghadin sidang kabinal.
fapal, maupun pertemuan.

Sislam aplikasi inl juga menyimpan
seluruh dala dalam benluk soficopy
‘Gengan melakukan scanning data dukung
persidangan.

Kendala yang dihadapi dalam
panggunaan sistem agiikasi ini adalah
lerbatasnya memori panyimpanan data

b. P dan

gl

Emall Undangan Sebagai Madia Untuk
Pangiriman Undangan Sidang Kabinst,
Rapat, Maupun Pertemuan

tarkait Por dan
penggunaan Emalil Undangan Sebagal
Media Untuk Penglriman Undangan
Sidang Kabinet, Rapat, Maupun

Proses pengifiman undangan sering kaii
leckendala oleh jadwal sidang yang kecap
mendadak dan banbah-ubah. Senhingga
pengiriman undangan lewal jalur pos alau
pengiriman undangan fisik secara
langsung melalui kurir menimbulkan
kelerlambatan pengiriman dan

posarta ~ o
informasi menganal sidang kabinal, tapat Kabinet, Rapat, maupun Partemuan
maupun perlemuan yang dipimpin
Prasiden dan alau Wakil Presiden.

3 Memerandum Asdep Palak:

dan Pelaporan Persi an ke
Deputi DKK No.: M-B97AIDKK-
1VIIF2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal
Parmohonan Persetujuan
Pengqunaan Email sabagai Media

ntuk Mengirimkan Undan id:




Kelerlambatan informas: perihal
undangan sidang lenlu akan berdampak
pada kehadiran para menten pada sidang
alaupun rapal ity sendini. Untuk
mengatasi hal lersebul dan sejalan
dengan isu stealegis Sekratarial Kabinet
unluk manunjang pengelalaan
manajamen kabinel, maka Asdep
Panyelenggaraan Persidangan mencoba
menggunakan leknologi yang dapat
memudahkan pekerjaan dan membaniy
jalannya pekerjaan secara cepal dan tepal
dalam baraktivitas. Pengifiman undangan
dilakukan bukan lagi gengan pengiriman
lewal pos, namun dilakukan melalui
pengiriman undangan dengan
menggunakan smail sebagal media
penqgifiman,

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK
Penggunaan Email Undangan
Sebagai Media Untuk Pengiriman

ndangan Sid abinet, Ra
Maupun Pertamuan;

Unluk itu, penggunaan email undangan
sebagai media unluk mangirimkan
undangan sidang kabinetrapat
terbatas/periemuan merupakan solusi
yang tapat terkait kecepatan pengiriman
undangan sidang katunelrapat
lerbatas/pertamuan.

¢ Persetujuan Deputi OKK kepada
Asdep Pelaksanaan dan Pelaporan,
Persidangan No ; G01A/M tanggal
Juli 2015 terkall Parmohcnan
Parsetujuan Penggunaan Email
sebagai Media untuk Menqinmkan
Undangan Sidang Kabinst, Rapat

Tujuan darl penggunaan emall uncangan
sebagai media Untuk mengirimkan
undangan sidang katinatrapat
lerbalas/pertamuan, yailu:

maupun Pettemuan
T

1) Mempercepal proses pengiiman
undangan kepada para paseria sidang
kabinal rapal alaupun pefleruan
yang dipimpin Presiden dam Wakil
Prasideri;

2) Memingkatkan alekiivilas kerja
Asdep Penyelenggaraan Persidangan.

. Panggunaan Barcode dan [D Card
pada Rapat Kerja Pemaerintah

Evid terkait Pang
dan /0 Card pada Rapat Karja Pamerintah:

Peanggunaan aplikasi ini tecbalas i
lingkungan Kedepulian OKK. dimulai pada
RKP di Kemanlarian PU-Pera pada
{anggal 22 Maret 2046

a.Memorandum Asdep
Penyelenggaraan Persidangan
kepada Depuli DKK No.: M-14BAJDKK
1MI/2016 tangqal 17 Maret 2016
parihal Permohonan Persatujuan
Pangqunaan Barcode dan D Card

»

Tujuan dan penggunaan apikasi i
adalah agar dapal membearikan dukungan
palayanan yang cepal dan akural teckail
kehadiran para paseita RKP yang
berbasis digital. Hal ini mangingat
banyaknya jumlah undangan yailu 481
orang. Penggunaan aplikasi ini mampu
memberikan laporan yang capat dan
akural terkail kehadiran para peserla RKP
kepada pimpinan

ada R anat Kans B,

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Sistern Registrasi Pesanta pada
Kegiatan Rapat Kerja Pemsrintah
yang Dipimpin Presiden dan YWakil
Prasiden;

Sistem aplikasi im larbag) menjadi 2 (dua)
bagian, yailu,

. Persetujuan Deputi OKK kepada
Asdep Penyalanggaraan Persidangan
No.: 543A/M tanggal 17 Marel 2016
terkait Permohanan Persetujuan
Pangqunaan Barcode dan 1D Card

1] Sarver. berlungs! Untuk
menyimpan, menambahkan, dan
mengurangi data pesara, Ssturuh
data yang sudah lerregistrasi akan
terbaca dan memudahkan metihal
paserta yang hadir dan beturm hadir,
Sarver mamiliki kemampuan uniuk
mangkonversi data akhir menjadi
tampilan axel sehingga memudahkan
unluk pembualan laporan.

pada Rapal Kerja Pamearintah.

2) Clienl, berlungst untuk mengambil
nitai 10 dari hasil Barcods yang lslah
ditakukan unluk kemudian fangsung
dikirim ke Server untuk dilakukan
matehing antara nilai 10 yang diterima
gengan dalabase yang ada

0. Panggunaan Paper Secerily untuk
Transkripsi dan Risalah Sidang Kabinat

Evidence terkail Penggunzan Paper
Security untuk Transkripsi dan Risalah
Sidang Kabinat:




Qalam mefaksanakan (gas-lugas
pemari do yang dig
sebagai bahan pengambiian kepulusan
cleh Presiden. Wakil Prasiden, pars
anggola Kabinel adalah dakumen

gan, Ookumen idang,
merupakan dokumen pelakeanaan dan
hasd sidang kabinel. rapal, maupun
peflamuan yang dipimpin daniatau
dihadiri oleh Presiden darvalau Wakil
Prasiden, Pengelolaan dokumen
parsidangan kabinel dilaksanakan oiah
Kedeputian Bidang Dukungan Kerja
Kabinal Pengelolaan dilakukan dengan
ki 1, 1dan
ksamanan yang baik serta menggunakan
kerlas yang diberi security printing.

- SEPTEMBER 2016

4. Disposisi Depuli OKK kepada Asdep
Pelaksanaan dan Pelaporan No | 271/Set.
kab/DKK/B/2015 tanggal 30 Juni 2015
lerkail Parmohonan 1zin Pambustan dan
Penggunaan Kerlas Kop Khusus
Sekrelarial Kabinst uniuk Risalah dan
Transiripsi Sidang Kabinet.

Asisten Depuli Bidang Pelaparan
Persidangan menyslenggarakan {ungs:
yang salah salunya adalah penyusunan,
pandokumentasian, pendisttibusian, dan
publikasi risalah sidang kabinet, rapal,
3tau pertemuan. Oleh karena itu,
pelaksanaan kegialan panyusunan
Iranskeipsi sidang kabinel, penyusunan
dan pendisiribusian risalah dan Arahan
Petunjuk Prasiden (APP) menjadi sangatl
penling untuk mendukung kelancaran
panyslanggaraan pemeriniahan dalam
rangka pengambilan keputusan atau
kebijakan yang didasarkan pada hasil-
hasil sidang kabinel, rapal, alau
parlemuan yang dipimpin Presidan.
Dalam konteks inilah maka panyusunan
dan pendistribusian dokumaen tersebut
manggunakan kerlas khusus (security
papsr) sehingoa selain lorjaga lingkal
ksamanannya (sifal kerahasiaan sebagai
dokumen negara), telapi juga lerdistribusi
dangan cepal dan akural kepada paseria
sidang kabinelrapat terbalas,

b. Memarandum Depuli DKK kepada
Daputi Admirustrasi No.: M-
145/Satkab/OKKVIZ201S tanggal 30 Juni
2015 parihal Permehonan Izin Pembuatan
dan Penggunaan Keftas Kop Khusus
Sekretarial Kabinel uniuk Rizalah dan
Transkrips: Sidang Kabinal

a. Pal lan dan Peng i
Bahan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas,
Maupun Pertemuan

. Memorandum of Underslanding (MoU)
antara Dapuli Bidang Dukungan Kerja
Kabinel Sakratarial Kabinet Rl dan PT
Pura Barutama tentang Kerjasama
Pengadaan Kertas Berpangaman
(Anticopy Paper ).

Penysisnggaraan sidang kabvel, rapal,
Maupun pertlemuan yang dipimpin
danfalau dihadiri olsh Presiden darvalau
Wakil Prasidan pada umumnya
dilaksanakan di Kantor Prasiden Istana
Negara Jakarta, Namun, lidak jarang
dilaksanakan pula d luar Jakana sapedli di
Istana Bogor, Jawa Barat

4. Memorandum Asdep Pelaksanan
an Pelaporan Persidangan kepada
Daputi DKK No * M-1012/Salkab/ASD-

PK-2/VIII[2015 tanggal 10 Aqustus
2015 perihal Laporan Hasil Rapat

tangqal 7 Aqustus 2015 tantang Revisi

TIsla Naskah Dinas dan Security
=

Oalam hal keordinas: pelaksanaan sidang
kabinel, rapal terbatas, maupun
parlamuan tersabut salain melibatkan

j i di lingkungan K
BKK, juga melibatkan saluan dan/atay
unnil kacja [zin di luar Kedapulian DKK
seperli Kemenlerian/Lembaga,
Pamerintah Daerah, dan unil kerja terkait
Tainnya.

. Disposisi Depuli DKK kepada

8p Palaksanaan dan Pal ran
No.® 230/M tanggal 10 Aqustus 2015
lerikail Parmohonan
Pengadaan/Pancetakan Sacyrity
Paper,

DOalam peakiik di lapangan tarkan dengan

inasi dan pai
Bahan sidang kabine!. rapat lecbatas
Maupun perlemuan, masih dijumiai
beberapa parsoalan lefulama lerkail
koordinasi. Untuk ilu, perlu ada upaya
Calam rangka pengumpulan dan
pangonsolidasian bahan sidang kabinel,
fapal, maupun pertemuan dimaksud.
Upaya lersabul dilakukan diantaranya
malalui rapat koordinasi

L Petuniuk Pelaksanaan Pangelolaan
Dokumen Persidangan Kadinet:

Tujuan penyelanggacaan rapal koordinas!
adalah:

q. Kerangka Acuan Kara [KAK)

on nan_P iolaan
Pendistribusian_dan Publikasi Risalah
Sidang Kabinet, Rapat atay
Pertemyan yang Dipimpin danjatay

Dihadin Prasiden danfatay Wakil

Prasiden (Panggunsan Keras

Khusus/Security Paper);




1) Meningkatkan sinergitas dan
koardinasi Setkab khususnya
Kedeputian OKK dengan
Kementerian/Lem3aga serta unil kerja
terkail lainnya dalam penyusunan dan
Ppenyampaian bahan sidang kabinel.
rapal lerbalas, maupun peemuan
yang dipimpin oleh Presiden darvaiau
Wakil Prasiden,
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2) Menghasilkan slandarisas
dokuman serta prosedur pelaksanaan
dalam panyusunan dan penyampaian
bahan sidang kabinel. rapal lerbalas,
Maupun pertémuan yang dipimpin
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Evidence terkait Pangumpulan den
Pangaonsalidasian Bahan Sidang Kabinat,
Rapat Terbatas, Maupun Pertamuan

a._Memorandum Asdep
Penyslanggaraan Persidangan Mo M-
148/DKK-1X/2015 tangaal 7 Okigber
2015 penhal Undangan Rapat
Pembahasan Rancana
Penvelanggaraan Rapat Koordinasi
Implemantasi yang Dihasilkan Oalam

ida abinet:

b. Memorandum Asdep Penyslenggaraan
Persidangan No.; M-135/DKK- 112015

al 13 Oktober 2015 perihal
Undangan Rapat Pembahasan Rencana
Penyelenggaraan Rapal Kerja Pemerintah
dan Rapal Koordinasi Implementasi yang
Oihasilkan Dalam Sidang Kabinat:

<. Persetujuan Deputi OKK No.© 722/
tanggal 20 Okiober 2015 larkait Rapal

Kebijakan yang Dihasilkan Dalam
Penyelanggaraan Sisang Kabinst, Rapat
Terbalas, Maupun Pertemuan yang
Dipimpin Presiden, tanggal 25-27 Cklober

d. Sural Sekralaris Kabinat kepada para
Sesmenko, Sesjen Seskamen Kasum
THI, Wakapols, Jaksa Agung Muda
Bidang Pembinaan, Sestama, Sesda
Pravinsi, para Pejabal Esslon | gi
lingkungan Setkab No -

Und. 129/Seskab/OKI1012015 Langgal 22
Qkihner 2015

@ Sural Penntah Dapuli OKK No.
Sprinl. B2/Setkab/DKKX/2015 tanggal 23
Oklober 2015 perihal Penugasan para

4 i I ["e

DKK galam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan lugas kegiatan
Rapal Xoordinasi:

I Notula Rapat Koordinasi Mangena,
Impelemantasi Kebijakan Pemarintan
Malalui Sidang Kabinat, Rapat, dan
Pertemuan yang Dipimpin Prasidan di
Holel Novolel, Goll Estale Bogor Raya,
Booor Jawa Barai 25-27 Qilobar 2016

4. Memorandum Asdep
Penvalanggaraan Persidangan
kapada Deputi OKK No_: M-256/DKK-
INI2016 | | 13 Mei 6 perihal
Pemshonan Parsetujuan
Penyalanqqgaraan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor_Dalam Rangka Rapat

Koordinasi

. Term of Referance (TOR] Rapal
Koordinagi tentang Penvusunan dan
Penyampaian Bahan Sidang
KabineURapatPertemuan vang

ipimpin oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden di Tanqerang, Bantan,

L 2l 18-20 Mai 2016;

i. Rincian Penggunaan Anggaran Kegialan,
fapal Koerdinasi lantang Penyusunan
dan Penyampaian Bahan Sidang
KabineURapal Terbatas yang Dipimpin
oleh Presiden danvalau Wakil Prasiden

LE] i 2
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Peselujuan Deputi DKK No_-
98B/M/DKK tanggal 13 Me: 201 ]
penhal Permohonan Persetujuan
Pan 2raan Pertem) at di
Luar Kantor Dalam Rangxa Rapat

rdinasi tenta unan dan
A Penyampaian Bahan Sidang
1 Kabinet/Rapal Tarbatas

! Memorandum i DK 3
E Deputi Administrasi No,' M-
| 408/Selkab/OKK/5/2016 Langgal 13
Mei 2016 penhal Permohonan
Parselyjuan Panyglenggaraan
e Pertemuan/Rapal di Luar Kantor
Dalam Rangka Rapal Koordinasi
- | Memaorandum Asdep
Penyelenggaraan Parsidangan No.: M|
w | 252/DKK- 1/5/2016 tanggal 13 Mai
i 20186 perihal Undangan Rapat Intemal
Persiapan Rapal Koordinasi
Penyusunan Bahan Sidang
KabinetRapal Tarbatas yang
Dipimpin cleh Presiden dan/atau
m_Surat Deputi DKK Mo,
Lnd 442/0KK/Q5/2016 anagal 18 Mei
016 perihal Undangan Rapat
Keordinasi Penyusunan dan
Benvampaian Bahan Sidang
Kabinel/Rapat Terbalas yang
Qipimpin cleh Presiden danfatau
n, Denah Lokasi Rapat Koordinast
Penyusunan dan Penyampaian Bahan
Sidang Kabina/Rapat Tarbatas vang
E Jipimpin oleh Presiden dan/atau
| Wakil Presiden tanggal 18-20 Mai
20186 di Hotel Santika BSO

Tangarang, Ses 8 it

©. Susunan Acara Rapal Koordinasi
Penyusunan dan Ponyampaian Bahan
i Kabinal/Ra rhatas yai
Oipimpin oleh Presidan dan/atau
Wakil Presiden tanggal 18-20 Mai

20186 di Hotel Santika 8SD

Tangerang, Se 8 ity

. Memorandum Azdap
Penvelanggaraan Parsidangan No.; M-|
255/DKK-1/5/2016 tanggal 13 Mei
2016 perihal Undangan Rapal
Koordinasi lentang Panyusunan dan
Penyampaian Bahan Sidang
t KabinsVRapat Terbatas vang
- Dipimpin oleh Prasidsn dan/atay
Wakil Pras:den;,
4 Mamorandum Asdap
| Penysisnggaraan Parmsidangan
| kepada Stal Ahli Bidang Hubungan
Intemasional dan Stal Ahli Bidang
Parakonomian dan Kesejahtsraan
i Rakyat No : M-267/0KK-1/5/2018
tanggal 17 Mei 2016 parihal
| Undangan Rapal Koordinasi
L_Surat Deputi DKK kapada Or_Riant.
Nugroho, Brigjen Muhammad Sofwat
Nasution, Dr. AA GN Ari Owipayana,
S0P, M.Si, Or, Thanon Aria
Dewangga, S.1P. M S No.: M-
A44/DKKJ05/2016 tanggal 16 Mei
2016 perihal Permohonan
Narasumber Dalam Rapal Koordinasi:

<. Surat Depuli DKK Xepada
Wasaskab No - B 457/DKK/05/2016
tanggal 17 Mei 2016 parihal
Permohonan Keynole Spesch Dalam
Rapal Koordinasi tenlang Penyusunar
dan Penyampaian Bahan Sidang
Kabinet/Rapal Terbalas yang

Dipimpin oleh Presiden danfalau
Wakil Presi
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{_Memorandum Asdep
Penyelenggaraan Persidangan

kepada Asdep Naskah dan
Teriemahan dan Asdep Humas dan
Protokal Mo .- M-254/DKK-1/5/2018

tanggal 13 Mei 2016 perihal
Parmohonan ssbaqai Modarator pada
Rapal Koordinasi di Tangerang,
gsnlnn'

u, Surat Perintah Deputi OKK No
Sprint 46/SstkablDKKA/20186 langgal
17 Mei 2016 parihal Panugasan para
pejabatpegawai di lingkungan
Kedaputian DKK dalam rangka Rapal
Koordinasi Penvusunan dan
Penyampaian Batian Sidang
KabinsURapatl Terbatas,

¥ Surat Peantah Depuli UKK No.[
Sprint 58AJOKK/05/2016 tanggal 13
Mei 2016 perhal Penugasan sebagal
Narasumber dan Modarator dalam
acara Rapat Koordinasi Penyusunan
dan Penvampaian Bahan Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas;

w, Memorandum Asdep
Panyslenggaraan Persidangan
kepada Kepala Biro Umum Setkal
No . M-257/DKK-1/5/2016 tanggal 13
Maoi 2018 perihal Parmahenan

Kebuluhan Acara Rapal Koordinaai
Keasdepan Penyelenggaraan
Parsidangan;

Kaynole Speech YWaseskab pada
Rapal Koordinasi Penyusunan dan
Penvampaian Sahan Sidans
KabinelURapat Terbalas yang
Dipimpin oleh Presiden danfatau
Wakil Presiden tanggal 18-20 Mel
2018 o Hots!l Santika BSO Serpong,.
Tangerang, Banten;

v Momorandurn Asdep
Panyelenggaraan Parsidangan
kapada Deputi DKK dan PPK
Kedaputian DKK No : M-278/DKK-
1/VI2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal
Laporan Hasil Rapat Koordinaal
Panyusunan dan Penyampaian n
Sidang Kabinsl;

2_Pokok-pokok Maten yang
Disampaikan oleh para Narasumber
pada Rapat Koordinasi Panyusunan
dan Penyampaian Bahan Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas yang
Dipimpin oleh Prasidan dan/atau
Wakil Presiden tanggal 18-20 Mei

2016 di Hotel Santika BSD Serpong
Tange
—r

23 Motulsns Rapat Koordinas
nyusunan dan Penyampaian 8ah
Sidang KaoineURapat Tarbalas yang
Dipimpin olsh Presiden dan/atau
Wakil Presiden fanggal 18-20 Mai
16 di Hotel Santik arf
Tangerang, Banlen

bb. Disposisi Dapuli DKK kepada
Asdap Panyelanggaraan Persidangan
No.. 1044/M/DKK tangqgal 26 Mei 2016
perihal Laporan Hasil Rapat
Koordinasi Penyusunan dan
Penyampaian Bahan Si Kabinsl

ang Dipimpin olah Pri
Wakil Presiden;

ce_Memorandum Kepala Biro AKRB
kepada para D i di Lingkungan
tanggal 13 Juni 2016 perihal

ndangan Rapat Esslon | membahas
Panyaragaman Formal Ponylapan
Bahan Sidang Kabine! dan

Pertemuan;




Pengelolsan Pengaduan (1,5)

»
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dd Memorandum Kepala Biro AKRB
keapda para Deputi di Lingku
Setkab No ' M-312/Adm-3/06/2016
tanggal 20 Juni 2016 perihal
Undangan Rapat Ession | membahas.
Lanjutan Penyeragaman Formal
Penyiapan Bahan Sidang Kabinet dan
Pettemuan;

ea.Surat Wasa 8| jabat
terkait No.: 8 30/Wasaskab/VII/2016
tangqgal 14 Juli 2016 parihal

Rapal dalam rangka memperiancar

penyiapan bahan dan pencatatan
perarnuan;

ff. Surat Edaran Saskab kepada Pa
Mentari Kabinel Kerja, Panglima TH!
Kapolni, Jaksa Aqunq, _dan Kepala
LPNK No SE .01/Seskab/QKK/7{ 2016

uli 2016 tentang Progedur
Periapan dan ympaign Bahan
Sidang Kabinst/Rapat Terbatas,

aq. Memorandum Asdep

Panyalenggaraan Parsidangan
kepada uti OKK No.- M4 KK-
V2016 ¢ jal ustus 2016

ihal Tindak Lanjut Hasil i
Kepuasan Pangslolaan Sidang
Kabinel Periode Januari sd Junl 2016

terkait masukan dan saran dar

hh,Persetujuan Deputi DKK No
1582/M al 23 Agusl; 01
parihal Tindak Laniul Hasil Survei
Kepuasan Pengsiolaan Sidang
Kabinat Pafiods Januan s d Juni 2016
terkail masukan dan saran dan
pesera sidang kabinet menganal
panayangan paparan matan sid

Terdapal media pengaduan pelayanan

Ya, apabila telah di N media p
palayanan secara jelas dan terbuka

Keputusan Deputi Bidang Administras
Nomor: KEP 42ADMILU2013 tg
Penetapan Contact Conter Sebagai
Media Komunikasi Layanan Informasi di

[Lingkungan Sekretanat Kabinst

Telah ada media pengaduan pelayanan &
lingkungan Selkab yang difakukan secara
jelas dan lecbuka. Media pengaduan
pelayanan berupa kolak saran yang ada &1
Lobby Gedung Il Lantai 1 dan kalak saran
pada portal websile selkab.go.id yang
dikelota olah PPID. Selain i, terdapal pula
Conlact Center yanq barfungsi sebagat

Madia Pangaduan Pslayanan Leval
Satkab:

media komunikasi layanan infermasi &
: Selkan
Sefain ilu, Salkab juga leiah memiliki media 5
kabinel hitp'/isatkab go idflip/index phplkolaks
yailu undangan sidang kabinetrapal levbatas aran;
yang dikirimkan kepada para paserta sidang
kabinelrapal lerbalas, yang bensi contact
pengaduan larkail keluhan kegialan sidany
kabinelrapal lerbatas
Adapun Kelenluan mangenai pangaduan b. Keputysan Daputi Bidang
pelayanan di Selkab, yailu. Administrasi No Kep 42/Adm/IX/ 2013

ta 1 19 Sey r 2013 tantan
Panetapa ntact ter Sebagai
M Komunikasi Layanan Informasi

di Lingkungan Setkab

A. Pihak-pihak yang Menangani

Froses penanganan keberatan dafi
pamohon informasi di fingkungan
Sekrelarial Kabinul dan penysiasaian
sengkela informasi ditangant olah Atasan
Kalua PPID), Pengaran,

Media Pangaduan Palayanan Level
Teknis:

Pangarah mempunyai Wgas:

3. Contoh undangan sidang
kabinat/rapat terbatas sebagal media
pengaduan pelayanan;

1. Menanggapi keberalan yang
diajukan oleh pamancn informas:;

b. Formulir keluhan peseria sidang
kabinet terhadap penysisngqarasn
sidang kabineUrapat terbalas

2. Mewakili Sekratarial Kabinel dalam
proses penyslesaian sengkala

informasi publik
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Pengarah dalam rangka penanganan
keberatan dari pemohon informasi dan
penyelesaian sengkela informasi,

Dalam hal penanganan sengkela
informasi, Atasan ketua PPID dapal
mendelegasikan wewanang alau
memberikan kuasa kepada Kelua FPID,
Sekrelaris PPID. Pengarah mempunyai

1. Mambarkan arahan kepada PPID
terkail penanganan keberatan dari
pemohon informasi dan penanganan
ian sengket informasi;
2. Meminla masukan atau
pertimbangan hukum tefkail
penanganan keberalan dari pemoban
infofmasi dan penanganan

e infotmasi
B. Mskanisme Penanganan Keberatan

1. Pamohen informasi publik
mengajukan kaberalan kapada Atazan
Katua PPID karsna tidak puas dengan
jawaban Ketua PPID alas parmchonan)
informasi yang diajukan,

2. Dalam panyelesaian keberalan
Atazan PPID membarikan Langgapan
alaz keberatan pamohon informasi
publik secara lediuiis dengan
mendapal pertimbangan dari
Pangarah
3. Apabila Pemohon informasi tidak
puas dengan langgapan alas
keberatan tersabut, Pamohon dapal
mangajukan panyalasalan sengkela
informasi kepada Komisi Infarmasi
Pusat untuk dilakukan medias dengan
PPID. Apabila mediasi lidak
manghasikan kesepakalan, maka
penyslesaian sengkala informas:
1 dapat bedanjul ke ajudikas: nan-litigasi
yang kepulusannya dilaniukan cleh
Komisi Iniormasi Pusal,

Mekanisme penanganan kaberalan,

termasuk parsyaratan, prosedur, dan

wakiu yang dipariukan, dapal dilihat pada

Stardar Palayanan Penanganan
Keberatan dari Pemohan Informasi di

| Lingkungan Sekretarial Kabinel Proses

| penanganan kebaratan dan pamohan EY

informasi di lingkungan Seksetariat

Kabinel dan penyelesaian sangkets

informasi dapat dilihat pada Bagan

dibawah ini
b. [Terdapal SOP pengaduan pelayanan a, Terdapal SOP pengaduan pelayanan secara |DAFTAR SOP pdi Seikab lelah mamiliki SOP Pelayanan a_HKeputusan Saskab No.2 Tahun
komprahensif Pengaduan Masyarakal. yang menjaci bagian 016 lentang Standar Qparasional
b. Terdapal SOP pengaduan palayanan namun belum ABIC 1 dari SOP @i Lingkungan Setkab. Prosedur di Lingkungan Saikab;
¥
[ o . o Sop Pelayanan Pengaduan Masyarakal berisi __Dahiar 258 Standar Operasional
1 alur pananganan pengaduan pelayanan yang Prosedur P) di Lingkungan
dikelofa cleh Asdep Humas dan Protoko! Selkab
c. SOP Palayanan Pangaduan
. Masyarakat No - SOP 22/DKK-
4/1/2016 tanggal 13 Januan 2016
. | Terdapat unil yang mengelola psngaduan ya. apabila lelah di unit peng pengad P Setkab talah memiliki can pran und a |EVK terkait Unit Pang
iy 1 i yang mengeicla pangaduan pelayanan, yaiu |Pangaduan Pelayanan di Level Setkab:
Yim 1 Pejabal Pengeiola Informas: dan
O i (PPID) diL d
Sokralarial Kabinal,
PPID dibentuk sejak lahun 2011, yang K ab No.9 Tahun 2016
pengelolaannya becada di unil kerja Pusdatin i1 016 tentar
{berkedudukan sabagal kelua) dan Asdep Panatapan Pejabal Pa ia
‘ Humas dan Pratokel (berkedudukan sabagas \nformasi dan Dokumentasid _
i ekl kelua). Lingkungan Sakretariat Kabir st

[Adapun pangelolaan pengaduan pelayanan

Evidence terkait Unit Pangalola
oleh PPID di lingkungan Selkab. maliputi:

Pangaduan Pelayanan di Leval Tc wnia:




Talah dilakukan tindak lanjut atas seluruh

a. Telah dilakukan tindak lanjut alas seluruh pengaduan

a. Pemberian inlormasi oleh pemohon

berupa adanya indikasi lerjadinys

P atau per 9

wewanang yang dilakukan oleh pelaksana
met

kerugian pamehon/negara
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a,___Perseskab No .4 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tala Kedja
elkab yang membentuk unit kerja
Asdep Panyelenggaraan Paraidanga:
yanq berugas pula sebagai unil yang
mengalola pengaduan palayanan
penyelenggaraan sidang kabinel/rapat

b Permintaan kiarifikasi, konfirmas: atay
pangaduan lerkail penyimpangan
palayanan publik.

b.__Contoh undanqgan sidang
kabinetirapat tarbatas sebagai media
pengaduan pelayanan;

|Sedangkan pada talaran teknis, Setkab juga
1elah mamiliki unil pengaduan yang
mengelola pangaduan pelayanan lerkail
dangan pangaduan penysianggaraan sidang
kabinelrapal lerbalas, yailu Asdep Bidang
Penyelenggaraan Persidangan. Adapun
contact pangaduan lerkail penyelenggaraan
sidang kabi terbalas di i
imelalui undangan sidang kabinetrapal
lerbalas yang disampaikan kepada para
paserta sidang katinelrapat leratas

Formulir keluhan pesarta sida
kabinet terhadap penyalonqgaraan
sidang kabinet/rapal tarbatas

a

pengaduan pelayanan unluk perbaikan kualitas
pelayanan

pelayanan untuk perbaikan kualitas palayanan

b, Telah dilakukan tindak lanjut alas sebagian besar

pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas

pelayanan

c. Telah dilakukan lindak lanjut alas sebagian kecil
gaduan pelay unutk perbaikan kualitas

palayanan

A Baliwn Ailakikan tindak lani? atoe seheoh

AIBICID

Selkab lsfah melakukan hindak lanjul atas
pengaduan psfayanan unluk perbaikan
kualilas pelayanan,Adapun lindak lanjul
pangaduan pelayanan, antara lain lerkail
dengan adanya masukan dan saran
pengaduan dari peseria sidang kabinel

led hadap pelayanan menyangkyl sarana dan
Prasarana sidang kabmal

Evidence terkail dengan tindak lanjut atas
kan dan saran
sarana dan prasarana sidang kabinet:

Selam itu, Satkab juga melakukan tindak
lanjul alas pengaduan pelayanan terkar
dangan pandisiribusian risalah sidang
kabinel. Hal ini karena adanya masukan dan
saran dari pesacta sidang kabinel lerhadap
Arahan Paiunjuk Presiden (APP) yang
lectuang dalam risalah agar dapal dipanami
dan dilindakianjuli secara oplimal. Untuk itu,
risalah tidak hanyz disampaikan kepada
manlec alau pejabatl paseila sidang kabinal
atau rapat terbatas saja. Akan tetaps sejak
tahun 2015 risalah juga lelah disampaikan
kapada para pajabal eselon | seperti Sesjen,
Sesmen, dan Sestama dari menteri alau
pajabal yang menjadi paserta sidang kabinal
alay rapal lerbalas dimaksud.

a. Memaorandum Asdep
Penyel araan Parsidan
ada Deputi DKK No | M- KK~
1112016 tanggal 23 Aquslus 2016
parihal Tindak Lanjul Hasil Survei
Kepuasan Pangsiolaan Sidang
Kabinet Pericde Januan $.d Juni 2016
terkail Masukan dan Saran dari Peser|

b, Persetuiuan Deputi DKK No
158211 tar 1 23 Aqustus 2016
Kepuasan Pengelolasn Sidang

4 Kabinet Periode Januari $.d Juni 2016
torkait Masukan dan Saran dari

Pasara.

e

¢._Laporan Asdep Palaporan
Parsidangan kepada Daputi DKK No.:
MB67/DKK-2/9/2016 tangqal 22
September 2016 parihal Permohonan
Pengadaan B [delapan) unit Telsvisi
LED 55 inch Unluk Méndukung
Penyslenggaraan Sidang Kabinat
ParipumalRapal Torbatas di Kantor

d. Persalujuan OKK No_ 1768/M
tanggal 22 Septamber 2016 terkait
ran Asdap Palaporan
Parsidangan kepada Deputi DKK No.;
MEE7/DKK-2/3/2016 langgal 22
September 2016 penhal Permohonan
Pengadaan B (delapan) unit Televisi
LED S5 inch Untuk Mendukung Pany

Mamorandum Daputi Bi
kepada Deputi Bidang Administi asi.
No.- M728IDKKJ/3/2016 tanagal 72
September 2016 perihal Permet:  ~¢
Pangadaan 8 (delapan) unit Tol wise:
LED 55 inch Untuk Mandukyng
Panyslenggaraan Sidang Kabine®
Panpuma/Rapat Terbatasdi.

nany

Evidence lerkait dengan tindak fanjut ata
masukan dan saran pangaduar lerhadap
|pendistribusian rizalah sidang abinst:




& [Telah dilakukan evaluasi alas pananganan

a. Evaluasi alas penanganan keluhan [ masukan

30 APRIL 2015

im Deputi DK
eskab No - M-433/DKK/1 1
al 2 r 2015 perihal
Banysmpaian Risalah Sidang Kabinet
atau Rapal Terbatas kepada para
Sasien, Sesmen, Sestama K/L;

b. Surat Deputt DKK kepada para
asien, Sesmaen, Sastama No,; R-
12/DKKJ6/2016 tanqqgal 17 Juni 201

ihal Panvampaian Rigalah Siday
inet al apal Torbatas!

¢ Tanda Terima Pengifiman Risalah
kepada para Sesien Sesmen.
Sestama K/ perinal Penyampaian
Risalah Sidang Kabinet atay Rapat
Terbatas

kaluhan / masukan

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)

dilakukan secara berkala

b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan
|dilakukan lidak terkala

c. Balum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

Solkab lelah melakukan evaluasi alas
penanganan keluhan/masukan secara
berkala, diantaranya terkail dengan

lekail sarana dan
prasarana sidang kabinel dan pandisiribusian
risalah sidang kabinet.

._Mamorandum Asd slapara
Parsidangan kepada Deputi DK
M-766/DKK-2/8/2016 tanggal 18
Agustus 2016

100,00%

Evaluasi atas penanganan keluharn/ masukan
terkail sarana dan prasarana sidang kabinet
dan pendisteibusian risalah sidgang kabinet,
dilakukan melalul survei kepuasan lerhadan
peseria sidang kabinel yang dilakukan secara
backata, dengan tujuan uniuk labin
maningkaikan kualilas palayanan yang
diberikan.

b._Laporan Hasil Surver Kepuasan
Pangalolaan Sidang Kabinet

c._Formulir Angke! Parnyataan Survei
uasan Pengelol. idas
Kabinet

d._Disposisi Daputi DKK kepada
Asdep Pelaporan Parsidangan No

1S56/M 1, al 18 Agustus 201
8. Memorandum Asdap Palaporan

Parsidangan kepada Karo AKRB No.;
M-TB6/OKK-2/8/2016 tanggal 22

ustus 2016 perihal Pe aian
Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan
Pengelolaan Sidang Kabinet Periode.
Januan. Juni 2016

Dilakukan survey kepuasan masyarakal

a. Survey kepuasan masyarakal terhadap pelayanan

terhadap pelayanan

|dilakukan secara berkala

b. Survey kepuasan masyarakal lethadap pelayanan
tidak barkala

c. Balum ada survey kepuasan masyarakal larhadap
pelayanan

ABIC

Dokuman Survei Kopuasan
Stakenolder Tarhadap Organisasi

Rolormasi Birckrasi tanggal 10-11

Desombar 2012

Sokralarial Kabine!l dan Pelaksanaan

. |Dekumen Survei Kepuasan Stakehclder

 Terhadap Organisasi Sekretarial Kabinel
dan P I i Bi i
tanggal 10-11 Desember 2012,

Selkab lalan 1 SUlvay

lerhadap pangguna layanan secara barkala
untuk mangukur Xinerja pelayanan yang

|ditakukan Setkab datam kurun waktu latfentu.

antara |ain:

terkait Survei Kepussan

Sidang Kabinet, meliputi:

3. Survei Kepuasan Pengeicizan
Sidang Kabinst, dilakukan dua

3. Memarandum Asdep Pelaporan

Parsidangan kepada Deputi DKK No,
kali/samester dalam satu tahun M-TEEIDKK-2/8/2016 tangqal 18
(Januari-Juni dan Juli-Desembar). Aquslus 2016
|

Survei secara umum dilakukan dalam
rangka mendapatkan dala alau informasi
yang berlungsi sebagal masukan/zaran
parbaikan dalam pslzksanaan kegialan
pangeiolaan sidang kabinel

._Laporan Hasil Surve: Kepuasan
Pengelolaan Sidang Kabinet

Survel Kepuasan Pengelolaan Sidang
Kabine! dilaksanakan dalam upaya unluk

opini responden atas pefnyalaaan-
pernyatasn (melalui kussoner) guna
mendukung obiektivitas hasil panilaan
mandiri yang telah diakukan oleh
Sekretanal Katunetl. Berdasarkan
Pedoman Penilzian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRE|, diperlukan
polaksanaan survei eksternal. Survel

i} t kepada g
kepenlingan (para Manleri Kabinel Ker'a,
para Pejabal Selingkal Menteri. para
Pimpinan Lembaga Pemerintan Non
Kementorian, maupun para Pejabal
lainnya yang hadir dalam sidang kabinei]
yang dilakukan uniuk mengukur capaian
Kinecja pengelolaan sidang kabinel

¢_Farmulir Angket Pernyataan Sury
Kepua: Pengalolaan Sid

Kabingt




2

Survei Kepuasan Pangeiolaan Sidang
Kabinet Periode dilaksanakan dengan
tujuan:

i isi Daputi DKK_kepad:
Asdep Pelaporan Persidangan No,:

1) Unluk mengetahu lingkat
kepuasan yang dirasakan oleh peserla
sidang kabinet lerhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh Deputi
Bidang Dukungan Kerja Kabine!, baik
yang dirasakan oleh para Menter:
Kabinel Kerja, para Pejabat Selingkat
Menteri, para Pimpnan Lembaga
Pemerintan Non Kementerian
maupun para Pejabat lainnya yang
hadir dalam sidang kabinel, Besarnya
lingkal kepuasan ini akan
menunjukkan sebarapa puas peserta
sidang kabinet alas pelayanan yang
diberikan.

1556/M tanaaal 18 Aqustus 2016

2. Memorandum Asdep Polaporan
Porsidangan kepada Karg AKRE Mo
M-T86/DKK-2/B/2016 tanggal 22
Aqustus 2016 perihal Panyampaian
Hasid Pelaksanaan Survei Kepuasan
Pengelolaan Sigang Kabine! Pariode
Januani-Juni 2015

2) Sebagai umpan balik bagi umit
kera di lingkungan Deputi Dukungan
Kerja Kabins! lerhadap Kinefja layanan
yang diberikan

Evidence tarkait Survai Layanan
Keprotokelan, yaitu:

3) Sebagai masukan bagi Depuli
Bidang Dukungan Kerja Kabine! dalam
rangka maningkatkan dan
mempertahankan kualitas layanan di
unil kerjanya,.

a._Msmorandum Asdap Humas dan
Erotokal kepada Asden Pelaporan_
Parsidangan No,; M-102/DKK-
412/2016 tanggal § Februar 2016
gerhal Penyampaian LK 2015 Asdep
Humas dan Protokol.

Adapun lingkup Sutve: Kepuasan
Pengelolaan Sidang Kabinel. meliputi:

Kerangka Acuan Ketja/Term of
Refersnce Keluaran {Qulput) Kegistan
As Humas dan toko| Ta 20
tarkait Penvelesaian Informasi yang
disebariuaskan pada sistam informasi, |
{nformasi kegiatan kabinet dan
Setkab_dan layanan koprotokolan,

1) Bagaimana lingkal kepuasan
paserta sidang kabinel terhadap

n

sidang kabinal yang dil a dengan

capal,

< Kerangka Acuan Kerja (KAK)

urvei Kepuasan Terhadap Layanan

Keprotokolan kepada Seskab Dalam

angka Dukunga intan

Jihadiri gleh Presiden

2) Bagaimana lingkal kapuasan
paseria sidang kabinel tarhadap
3afana dan prasarana 5idang kabinet
Yang lengiap.

4. Daftar Pertanyaan Survel
Kspuasan Terhadap Lavanan
Keprotokolan kepada Seskab Dalam
Rangka Dukungan Kegiatan vang
Dihadin olsh Prasiden [Triwulan il

3) Bagaimana lingkal kepyasan
peserta sidang kabinel lerhadap
penayangan pagaran materl sidang
kabinel yang de pal ailihal dengan
jelas,

Apnil s d Juni 20185)

4) Bagaimana lingkat kepuasan
lerhadap Risalah Sidang Kabinet
membaniu daiam memnindaklanjuti
arahan Presiden.

. Survai Layanan Keprotokolan
kepada Sekretariat Kabinet Dalam
Rangka Dukungan Kegiatan yang
Dihadiri oleh Presidan, dilakukan
empat kali/ triwulan dalam satu tahun
(Januari-Marst, April-Juni, Juli-

M -
Salah salu tujuan diadakannya survet
mangenai kaprotokolan adalah untuk
mengukur sejauh mana pelayanan yang
diberikan selama ini unluk Seskab dalam
rangka mendukung kegialan
Prasiden.Untuk ilulah, sasaran dari survei
mengenai kepralokalan ini kepada para
lamu yang datang untuk menemui
Saskab.

Unluk didapatican kesinambungan
lechadap survei yang dilakukan, seliap
peflanyaan mamdiki awaban sama.
Survei yang disampaikan bavisikan
peflanyaan lentang bagaimana palayanan
yang diberikan bark berupa fuangan,
infomasi wakiu, fasilits pandukung di
fuangan lunggu. maupun sajian yang
disuguhxan. Seliap pertanyaan tersebot
berisikan empat buah jawaban yang
lerklasifikasi kepada aspek baik dan
kurang baik.




|diaksas secara tarbuka

Ya, apabila lersedia media unluk mengakses dala hasil
survey dengan mudah

Makasnisme penghilt

digunakan dalam kuesioner lersebut yailu,
pertama menjumiahkan per itlem
pertanyaan dengan jawaban yang
diberikan. Selelah didapalkan hasi
sementara dijumiahkan secata
keseluruhan dan kemudian dibag: cengan
jumiah yang diajukan.

PuniScresn Aphkasi Setkab 2016 pdl

Dangan menggunakan penghiungan
lorsebul, harapannya ada hasi yang lepat
unluk mengukur kepuasan dan
kelidakpuasan dalam pelayanan kepada
para lamu yang menemul Seskab

|,b Haml survey kepuasan masyarakat dapat

Y

Hasll survei kepuasan pengguna layanan
Setkab disajikan dalam media websile
3elkab.go.id dan media sozial yang mudah

unluk diakses
Orseminasi atay penyebariuasan infomasi

Satkal id

yang dilakukan oleh Setkab bertumpu pada
imadia online Setkab yang dapal diakses
secara lefbuka, melipuli flaman resmi Selkab
yailu setkab.go.id dan barbagai akun media
sosial yang dimiliki matipuli Twiller,
Facebook, Fanpage. Instagram dan Youlube.

b._Memorandum Asdep Humas dan
Proloko! kepada Asdep Psiaporan.
Parsi an No.- M-102/0KK-
4/2/2016 tangqal 5 Fabruari 201
perihal Panyampalan LKj 2015 Asdep
Humas dan Protokal.

]Sllk.lh secara akuf dan berkesnambungan

manggunakan laman situs dan media sosial
lersebul untuk menyampaiian informas:
larkail Kebijakan pemefintah, kegialan kabinal

Saliab, capaian pambanguran
kepada publik alau masyarakal, serla hasil
sufvel kepuasan pelayanan,

¢ Kerangka Acuan Ksra/Term of
Reference Keluaran (Output) Keqgiaten
Asdep Humas dan Prolokol TA 2018
terkait Penyalesaian Informasi yang
disebartuaskan pada sistern informasl,
informasi kegiatan kabinet dan.
Setkab, dan layanan keprotakotan,

Untuk mendapalkan gambaran menganai
parsepsi dan lingkai kepuasan publik
lerhadap kinerja Setkab dalam
manyabarfuaskan informasi malalui media
online dalam kur n wakiy Apil-Juni 2016,
pada tanggal 25 Juli 2016 dilakukan survei
metalui akun Twiller Selkab @setkab.go.id.
[ Twitler dipilih karena adanya fasililaz poling
atau jajak pendapal pada platform media
sosial lersebul dan hasilnya didapalkan 24
jam setalah partanyaan diajukan

d._Mamorandum Asdep Humas dan
Protokol kepada Psiabat/Peqgawai
terkait No - M-32/DKK-4/1/2016
tanggal 18 Januar 2016 perihal
Undangan Rapat Pengelglaan
Websits waww satkab.go.id.

Dari hasil survel pada tanggal 25 Juli 2016,
didapatkan hasi berdasarkan smpat
parlanyaan yang disjukan Selelah
didapatkan hasil, dilakukan dua kali lahap
penghilungan. Pertama, manggabungkan
mlai di masing-masing parlanyaan uniuk
jawaban a sampai ¢ yang mamiliki kemiripan
jawaban. Kedua, dan hasil penghilungan
lahap perlama, kemudian dijumlahkan
seiuruh hasilnya dan dibagi empal

e_Notulensi Rapat Pengalolaan Situs
setkab qgo id tanagal 19 Januarn 2016,

Setslah melalui prosas panghitungan,
[didapatkan hasil kumulatif dari empat
pectanyaan lersebul menjadi salu niai
presentase sebasar B4% leckail palayanan
publik alau masyarakal kepada layanan
informasi yang dikeicla oleh Setkab matalui

f_Memorandum Asdep Humas dan
Protokol kapada Daepuli OKK Nao.: M-
101/DKK.4/2/2016 tanggal § Febryari
2016 perinal Penysmpaisn,
Memarandum terkail Pembaharuan

media anline Selkab. fil Sal ada Websile Setkab
[www satkab go.id).
Update gata hasil survei dilakukan secara

barkala oleh pejabat yang diberikan
khusus uniuk melakuk

pembaharvan dala survel.

q. Disposisi Daputi DKK kepa«la_
Asdep Humas dan Protokol (; nggal §
Esbruari 2016 perihal Penyan ipaian.
Memorandum terkail Pambat. anuan
Prafil Setkab pada Website § itkab
[weaw setkab go.id) ;

h.Mamorandym Asdep Huma: dan_
Prolokol kapada Deput DKK ho. M.
272/DKK-4/1VI2016 tanqgal 4 Apr |
2016 penhal Permohonan Penga:aan |
Survei Kepuasan Melalui Twitter

i Daftac Padanyaan Survei Kepuy san |
Malalui Twitlar tarkait Panyajian
Informas: oleh Asdep Humas

Kepuasan Melalui Twitter,

1. Persetujuan Deputi DKK No. @ ST,TA-
tanggal & April 2016 terkait
Permrnohonan Pengadaan Survel

k_Hasil Survei Kepyasan Melalui
Twitter tarkait Ponyajian Informasl
cleh Asdep Humas.




o

Ditakukan lindak lanjut atas hasil survey

kepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasi| Survay
kepuasan masyarakat

\. Memorandum Asdep Humas dan
Protokol kepada Daputi OKK No.: M-
S07/DKK-4/8/2016 tanqaal § Agustus.
2016 parhal Laporan Perkem bangan
dan Peringkal Media Scsial sera
Analisis Pemantauan Media tanqgal
28 Juli s.d 3 Aquslus 2016

m. Memarandum Asdep Humaz dan
Prolokal Kepada Deput DK No.: M.
2BO/DKK-4/4/2016 tanggal T April 2016
perihal Penyampaian Laporan Triwulan |
Pelaksanaan Peralutan Pemeriniah
Nomor 38 Tahun 2006 tenlang Tala Cara
Pangandalian dan Evaluasi Polaksanaan
Rencana Pembangunan Asdep Humas
dan Prolokal

0._Keputusan Seskab No - 10 Tahun
2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang
Pembentukan Tim Disaminasi

Kebijakan Pemerintah di Luar Negari.

b. Dilakukan tindak lanjut atas sabagian besar hasil
survey kepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kacil hasil
survey kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil Survey
kepuasan masyarakat

AIBICID

Selkab lelah melakukan lindak lanul atas
hasil survey, diantaranya survey kepuasan
peseria sidang kabinet terhadap pangsiclaan
sidang kabinel. Tindak lanjul ini uniuk
perbaikan kualitas pelayanan sidang kabinet
Adapun lindak tanjul atas hasil survey
kepuasan peserta sidang kabinet lernadap
pangelclaan sidang kabinel, anlara lain terkail
dangan adanya masukan dan saran
pangaduan dari peserta sidang kabinel
techadap pefayanan menyangkul sarana dan
prasarana sidang kabinet,

a. Memorandum Asdep
Penyelenggaraan Persidangan
AVIII2016 tanggal 23 Aqustus 2018
parihal Tindak Lanjut Hasil Survei
Kepyasan Pengsiolaan Sidang
Kabinet Penode Janyan s,d Juni 2016
terkait Masukan dan Satan dari Peserl

Selain ilu. Selkab juga melakukan lindak
lanjul atas atas hasil survay kepuasan
peserta sidang kabinet lerhadap pangelolaan
sidang kabine! terkail dengan pendistribusian
risalah sidang kabine!. Tindak lanjut ini
dilakukan karena adanya masukan dan saran
dari psssrta sidang kabinal lerhadap Arahan
Pelunjuk Presidan (APP) yang lerluang dalam
fisalah agar dapat dipahami dan

{ditindakianjuti secara oatimal. Unluk ily,

fisalah tidak hanya disampaikan kepada
manleri atau pejabal peserla sidang kabine!
alau rapal terbalas saja. Akan lalapi sejak
tahun 2015 risalah juga tefah disampaikan
kapada para psjabal aselon | saperti Sesjen.
Sesmen, dan Seslama dari menteri alay
Pejabal yang menjadi paseria sidang kabinel
alau rapal lerbatas dimaksud

b._Persstujusn Depuli DKK No_:
1582/M tanqqal 23 Aquslus 2018
penhal Tindak Lanjut Hasil Survei
Kepuasan Penqalolaan Sidang
Kabinet Periode Januari 5.d Juni 2016

1erkait Masukan dan Saran dari

Pesanta

. Laporan Asdep Pelaporan
Barsidangan kepada Depuli DKK No -
MB67/OKK-2/9/2016 tanggal 22
Septamber 2016 perinal Parmohcaan
Pangadaan B (dslapan) unit Tele: i
LED 55 inch Untuk Mendukung
Panyelenggaraan Sidang Kabinel-
ParipunaiRapat Terbatas di Kanhir

d. Persstujuan DKK No_ 1769/M
tangqgal 22 Saptembar 2016 tarkait
Laporan Asdep Pelzparan
Persidangan kepada Deputi DKF No -
ME6TIDKK2/912016 tangaal 22
Seotember 2016 perihal Parmot onan
Pengadaan 8 [delapan) unil Tali visi
LED 55 inch Untuk Mendukyng i*eny

2. Memorandum Ospuli Bidang KK
kepada Dsputi Bidang Administra_i
No  M728/DKKI/I/2016 tanggal 22
Seplember 2016 perihal Permohonan.
Pangadaan 8 [delapan) unil Telavisi
LED 55 inch Untuk Mendukung
Penyalenggaraan Sidang Kabinat
Paripurna/Rapat Terbatas di

Evidance lindak lanjut atas hasil survay
kapuasan peserta sidang kabinat terhadap
pangalolaan sidang kabinat terkait dangan
pandistribusian risalah sidang kabinet:




—

i Taknologh inf: i {1)

T

100,00%.

3, Memarandum Depuli DKK kepada
Seskab No : M-433/DKK/10/2015
tangqal ktobar 2015 peritial
Penyampaian Risalah Sidang Kabinst
3lau Rapat Tarbatas kapada para,
Sesfen, Sesman, Sestama K/l.;

b. Surat Depuli DKK kepada para
Sesien, Sesmen, Sestama K/l No.: R-

12/0KK/6/20186 tanggal 17 Juni 2016
perihal Penyampaian Risalah Sidang
Kabinet atau Rapal Terbatas;

¢, Tanda Ternma Pengiriman Risalah
kepada para Sesjen, Sesman
Sestama K/L perihal Penyampalan.
Risalah Sidang Kabinet atau Rapat

3. | Telah memiliki rencana penarapan teknologi
informasi dalam pembarian pelayanan

Y.1. apabila ada rencana penerapan teknologi informasi

Grand Dosign pdi

|
|
|

©b.|Telah mensrapkan leknologi informasi dalam

dalam pemberian pelayanan

Yim

Setkab teiah memiliki rencany panerapan
Leknolagi informasi dalam pamberian
polayanan yang dibangun secara barahap
berdasarkan Grand Desmn Sislem Taknologi
Informasi di Lingkungan Selkab,

2. Kepulusan Sekratans Kabinat.
Jesign Pengembangan Sistem
Informasi Sekretariat Kabinst
Rapublik indonesia Tahun 2011-2014

Adapun rencana penerapan teknologi

i dalam b 1 petay pada Eksakutif Studi Kasus pada
intinya betisi: Sekretanal Kabinet,
a P dan

b, Analisis dan Perancangan Informasi

wabsile setkab.go.id.

¢ Print Screen Aplikas: Palayanan di
atkab

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi

b. Pembangunan dan pengembangan
aplikasi Tl untuk mendukung
palayananan. yailu: SIPUU; RPUL. SIPT:
SITAP: SIBUNAK SIJAK; SIMON;
SIMONJA: SIPEJADIN: SIKENAL; IMEP;
EMAIL; SPG; PERPUSTAKAAN: dan SKP
‘Onlins.

|

membenkan pelayanan

Telah dilakukan perbaikan secara lerus
manerus

informasi dalam membsrikan pelayanan

informasi dalam memberikan pelayanan

informasi dalam memberikan pelayanan

. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan
teknologi informasi dalam memberikan palayanan
¢. Sabagian kacil pelayanan telah menaerapkan teknalogi

d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi

ABICID

. |Pefayanan kenaikan Pangket IV G ke
atas talah manggunakan SIMP

. |Pslayanan kenaikan Pangkat IV C ke
atas lelah menggunakan SIMPEG

Satkab lelah menerapkan leknologl informasi
dalam memberikan palayanan sesuai Grand
Dasign Pangsmbangan Sistem Informasi
Sekrolarial Kabinel. anlara lain:

a Heputusan Sekretans Kabinel
No.56 Tahun 2012 tentang Grand
Design Pengembangan Sistern

Informasi Sekretarial Kabinat Rl

Sistem Informasi Persidangan

Sistem Informasi Persidangan

2 |Pslayanan Perancangan Peraturan 2. |Pal n Perancangan Peraturan a, Pelayanan informasi kegialan kabinet b, Pnnt Scraen Aplikas Pelayanan di
mengqunitkan SIPPLU manggunakan SIPPU dan Setkab pada salkab.ga.id. Setkab
3 |Palayanan Persidangan manggunakan | 3. |Palayanan Persidangan menggunakan

b. Pelayanan informasi padaluran
parundang-undangan yang dikelola
Satkab pada sipuu selkab.go.id;

. Pelayanan informasi bagi PNS Goi Vi
ke alas seluruh Indonesia yang ingin
mangatahui stalus prosas usulan
Kenaikan Pangkal atau Pensiun pada
simpeg.salkab.go.id;

a. Perbaikan dilakukan secara lerus-menerus

d. Pelayanan informasi sidang kabinet,
rapat terbatas yang dipimpin olen
Presiden danvalau Wakil Prasidan pada
siskab.selkab.go.id.

c. Belum dilakukan psrbaikan

b. Perbaikan dilakukan \idak secara tsrus menerus

ABIC

Selkab talah melakukan perbaikan
sacara lerus menerus terkait panerapan
teknologi Informasi dalam memberkan
pelayanan di Setkab. Perbaikan tarsabut
dilakukan antara lain dengan melakukan
avaluasi terhadap Grand Design Sistem
T gl Inf di Lingkungan
Selkab dan penyampumaan aplikas:
pelayanan Setkab melaiui website
Adapun hasil perbaikan lerbebul terdapat
pada dokumen Perencanaan Taktis
Sistem dan Teknologi Informasi
Sekratariat Kabinat Tahun 2016

3. Nola Kesepahaman anlara Seikab |
dan BP Batam No.:
01/ADmIMUIQ4/2016 dan No.;
357/SPJIA1AI2016 tangqgal 12 £ pril.
2016 tantang Peman(aatan Fas 'las.
Pusat Data Badan Pengusahaal.
Kawasan Perdagangan Bekas dan
Palabuhan Bebas Batam sal g
Pusal Pemulihan

b.Dokuman Parencanaan Taklis
Sistem dan Teknoloqi Informast
Sakralarial Kabinel Tahun 2016




Quick Wins
1

=

PENJELA

| HREFY,

1,00

H#REF
100,00%

‘Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar

pel yang mencakup kejelasan biaya,
waklu, parsyaratan pesjinan

Y

. |Persaskab No 1 Thn 2009 tg Standar

Pelavanan Unil Kena Salkab

. |Kepsaskab Nomars 57 Tahun 2012 tig

1 }E‘amﬂskal} No. 1 Thn 2009 tig Standar
Palayanan Unil Karja Setkab

~

Paraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun

2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019

Peraturan Sekretaris Kabine! Nomor 1 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2018

Standar Pelayanan Linit Kerja

. |Keputusan Depul Sakvelans Kabinet

Kepsaskab Nomor 57 Tahun 2012 g Standar
Pslayanan Unil Karja

S}

Quick wins pada halaman 33, Peraturan
Sekretars Kabinet Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Road Map Refarmasi Birokrasi 2015-2019

Quick wins pada halaman 33, Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019

Bidang Administrasi Nomar
KEP,65/Setkab/DAIXIIZ010 tenlang
Pelunjuk Palaksanaan Monitoning dan
Evaluasi Pelaksanaan Standars Palayanan

3. |Kepulusan Depuli Sekrelans Kabinat Bidang
Administrasi Nomor

KEP .65/Setkab/DA/XIN2010 tentang Petunjuk
Pslaksanaan Moniloring dan Evaluasi

P! Standar Pal (SP)di

w|

Keputusan Depuli Sakrelans Kabine!
Bidang Adminisirasi Nomor

KEP 86/Setkab/CA/XIN2010 tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Polaksanaan
Standar Pelayanan Unit Kenja di lingkungan|

4. |Keputusan Deputi Sekrelans Kabins! Bidang
| Administrasi Nomor

KEP 66/Setkab/DAXIV2010 tentang
|Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan
Slandar Palay Unit Kerja di li

Perancangan Paraluran Sekretans Kabinel
tentang Program Percapatan Quick Wins
Reformasi Bitokrasi Sekretariat Kabinet

Memorandum Nomor: M,18/Adm-3/01/20186,
tanggal 13 Januari 2016

Paraturan Sekrelans Kabinat Nomer 3 Tahyn
2016 tentang Quick wins Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet

Penelapan 3 Quick Wins di Sstkab, yailu

Paraturan Sekretans Kabinet Nomor 3 Tahun
2016 tentang Quick wins Reformasi Birokrasi

Sskretariat Kabins

Paningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinat

- |Penggunaan Sistern Aplikasi R

Memorandum Asdep Pelaksanaan dan

Undangan Sidang Kabinet, Rapat, Maupun
Pertemuan

Palaporan Parsidangan kepada Depuli
Persidangan Kabinet Mo M-722A/ASD-PK-
014 13 Novembar 2014 parihal
Psmmohonan Persetujuan Pengqunaan.
Sistam Aplikasi Rekapitulasi Undangan
Sidang Kabinet, Rapal, maupun

Pambangunan aplikasi pada Juli 2014 dan
panggunaannya dimulai pada November 2014

di lingkungan K ian DKK.

I Tujuan dan penggunaan aplikasi ini adalah agar
dapat membarikan informasi yang jelas dan
akural kepada pimpinan dalam hal penyajian
rekapitulasi undangan sidang kabinet, rapat,
maupun pertemuan yang barbasis digital,
Sistem aplikasi ini mampu mengelola data
teknis pelaksanaan sidang kabinet, rapat,
maupun peemuan dan memberikan data
dukung berupa tabel atau grafik, jumlah
kahadiran para undangan.

Cara kerja sistem aplikasi ini adalah melakukan

Karangka an a K} Sistum Aplil
Rekapilulasi Undangan Sidang
Kabinst/RapatPertamuan/TPA

| M.722-A5D-PK-2-X1-2014 tgl 3 novembar

Pengg! g gai Modia
Untuk Panginman Undangan Sidang Kabinat,
Rapal, Maupun Pertemuan

2014 ftg pengqunaan sistem aplikasi
rekapitul: jan sid: net
Email Und: Seb

M-B57 AJDKK-1/VIIIZ015 igl 1 Juli 2015 fig |
Pemohonan Parsetujuan Pengqunaan Erm ail |
sabagai Media untuk Menginmkan Undang.n |
Sidang Kabinet, Rapat, maupun Paftamuan




NJCLADAN

Prosas penginiman undangan sering kali
terkandala oleh jadwal sidang yang kerap
mandadak dan berubah-ubah, Sehingga
pengiriman undangan lewat jalur pos alau
pengiiman undangan fisik secara langsung
melalui kurir menimbulkan keterlambatan
pengiriman dan ketarlambatan peserta
memparoleh informasi mengenai sidang
kabinat, rapat maupun partemuan yang dipimpin|
Prasiden dan atau Wakil Presiden
Ketertambatan informasi patihal undangan
sidang tentu akan berdampak pada kshadiran
para menteri pada sidang ataupun rapat itu
sendiri. Untuk mengatasi hal tersabut dan
sejalan dengan isu stralegis Sekrelarat Kabinet
untuk menunjang pangsioiaan manajamen
kabinel, maka Asdep Penyelenggaraan

e

g g teknologi
yang dapal memudahkan pekerjaan dan
membanlu jalannya pekeraan sacara capat dan
tepat dalam beraktivitas. Penginman undangan

Karangia Acuan Keria (KAK) Penggunsan
Email Undangan Sebagai Media Untuk
Pengifiman n Sidang Kabin:

Rapat, Maupun Pertamuzn

Persetuiuan Depuli DKK kepada Asdep
Pelaksansan dan Pelaparan Parsidangan.
M.8ATAIDKK/ 11112015 tangqgal 1 Juli 2015
terkait Parmohonan Perselujuan Panqgunasn
Email sebagai Media untuk Mengitimkan
Undangan Sidanqg Kabinet, Rapat maupun

Pertemuan

Penggunaan Barcods dan ID Card pada Rapal
Kerja Pemerintah

M-14BAIDKK-1/111/2016 anqggal 17 Maral
2016 perihal Parmohonan Perselujuan
Penqgunaan Barcods dan (0 Card pada

Penggunaan aplikasi ini lerbatas dr lingkungan
Kedeputian DKK, dimulai pada RKP di
Kemanterian PU-Pera pada tanggal 22 Marel
2016,

Tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah agar
[dapal memberikan dukungan palayanan yang
capal dan akurat terkait kehadiran para pesarta
RKP yang berbasis digital. Hal ini mengingat
banyaknya jumiah undangan yaitu 481 orang
Penggunaan aplikasi ini mampu membsrikan
laporan yang cepat dan akurat larkait kehadiran
para pesarta RKP kepada pimpinan

Sistem aplikasi ini terbagi menjad 2 (dua)
bagian, yaitu:

1) Server, berfungsi untuk menyimpan,
menambahkan, dan mengurangi data pesarta
Seluruh data yang sudah temegisicasi akan
terbaca dan memudahkan malihat pesarta yang
hadir dan belum hadir. Server memiliki

k ipuan untuk gl arsi data akhir

jadi tampilan exel sehingga memudahkan
untuk pembuatan laporan.
2) Client, barfungsi untuk mengambil nilai 10
dan hasil Barcode yang tefah ditakukan untuk
kemudian langsung dikiim ke Sarver untuk
dilakukan matching antara nilai ID yang diterima
dengan database yang ada

Rapat Kerjia Pemarintah
Kerangka Acuan Keria (KAK] Sistem
Reqistrasi Pesarta pada Keqgiatan Rapat

Kara Pemarintah yang Dipimpin Prasiden

dan Wakil Presiden

M 14BA tanggal 17 Marat 2016 terkait

Parmohgonan Parsetujyan Pangqun
arcade dan D Card pada Rapat Karja
Pemarintah

Sir Kabutuhan P

B.226/DKK/03/2016 tanggal 10 Marst 2016
Parihal Permohonan Oukungan Fasilitas
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Sinkronisasi Kebutuhan Persandian terkail - |B.226-DKK-111-2016 1gi 10 Maret 2016
dukungan securily email, security file storage, Permohanan Fasilitas Pangamanan Informasi
handphone, laplop barsandi, dan sacure chat P araan Sidang Kabinet rapat
applicalion,

Telah dilakukan rapat tanggal 9 Mei 2016 Pukul
06,00 WIB di Kanlor Lembaga Sandi Negars
dan rapat tanggal 25 Mei 2016 Pukul 10,30 WIB
di Kedeputian DKK Satkab.

Tujuannya adalah untuk sinkronisasi kebutuhan
porsandian dari masing-masing instansi

M.243.R-DKK-1-\I-201S igl 10 Mai 2016 tig
hasil rapat sinkroniasi kebutuhan parsidangan

M-243A/DKK- 1/05/2016 tanggal 10 Mei 201
parihal Hasil Rapat Sinkronisasi Kebutuhan
Persandian tangqgal 9 Mel 2016 di Kantor
Lembaga Sandi Negara

- |M.Intemn tgi 25 Mei 2016 ttq Hasil Rapat
sinkronisasi kebuluhan persandian

- |Pang lan dan P idasian Bahan * |M-14B/DKK-1/X/2015 tanggal 7 OKtobar 2015
Sidang Kabinel, Rapal Terbatas, Maupun gerihal Undangan Rapal Pembahasan
Pertemuan

Rencana Panyelenqgaraan Rapal Koardinasi
Implementasi yang Dihasilkan Dalam Sidan:
Kabinat

Penyelanggaraan sidang kabinet, rapal, maupun| Memorandum Asdep Penyalenggaraan
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadir oleh Parsidangan No : M-13S/0KK- 1202015
Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tanggal 13 Okigber 2015 parihal \Undangan
umumnya dilaksanakan di Kantor Presidan, Rapat Pembahasan Rencana

Istana Negara Jakarta. Namun, tigak jarang Penvelenggaraan Rapat Kerja Pemeriniah
dilaksanakan pula d luar Jakarta saperti di dan Rapat Koardinasi implementasi yang
Istana Bogor, Jawa Barat. Dihasilkan Dalam Sidanq Kabinet

Dalam hal koordinasi pefaksanaan sidang
kabinet, rapat terbatas, maupun pertemuan
|tarsabut selain melibatkan pejabat/pegawai di
lingkungan ian BKK, juga maeli n
saluan danfatau unnit keda lain di luar
Kedaputian DKK seperti Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan unit kerja terkait
lainnya,

Dalam praktik di lapangan terkait dengan
koordinasi penyusunan dan penyampaian bahan
sidang kabinel, rapat terbatas maupun
pertamuan, masih dijurnlai beberapa parsoalan
lerutama lerkail koordinasi. Untuk ilu, parfu ada
upaya dalam rangka pengumpulan dan

Persstujuan Daputi DKK M, 148 OKK-1-X- |
2015 tql 19 oktobar 2015 _terkait Rapal
Koordinasi Manganai Implamantasi Kabijakan,

ang Dihasilkan Dalam Penvelenggaraan
Sidat g Kabinat_Rapat Terbatas, Maupun
|Betemuan yang Digimoin Prasiden, tanggal
25-27 Oklober 20

Surs! Sekretaris Kabine! kepada para
Sesmenko, Sesien, Seskemen, Kasum TNI,
Wakapolfi, Jaksa Aqung Muda Bidang
Pembinaan, Sestama, Sesda Provins: para
Pejabat Bsalen | di lingkungan Setkab Nomor

SE.01- KAB-DKK-VI-2016

Spint B2A/Setkab/OKK/X/2015 Tangaal 23
Oktobar 2015 parihal Panugasan para
pejsbatpeqawai di lingkungan Kedsputian

KK datam rangka mendukung kelancaran
aksanaan tugas keqiatan Rapat Koordinasi

méngenai implemantasi K

Notula Rapat Koordinasi Mengenai
Impslemantasi Kebijakan Pemerinlah Malalt 1
Sidang Kabinet, Rapal, dan Pertamuan yanc _

ipimpin Presi di Hotel Navotel, Golf
Estato Bagor Raya, Bogor, Jaws Baral, 25.217
Oktober 2015




Mamorandum Asdep Penyelenggaraan

Persida epada Deputi DKK No.: M-
256/DKK-1/VI2016 tanggal 13 Mai 2016
perihal Permohonan Persetujuan

Pen araan Pertemuan/Rapat di Luar
Kantor Dalam Rangka Rapal Koordinasi.
tentanq Penvusunan dan Panvampaian B

Term of Reference (TOR) Rapal Koordinasi

tentang Penyusunan dan Panyampaian
Bahan Sidan in aUPertem

yanq Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden di Tangecang, Banten, tanggal 18-

120 Mei 2016

Rincian Pengqunaan Anggaran Keqgiatan
t Koardinasi tent Panyusupan dan
1 ian Bahan Sidang Kabinat/Rapal
Terbatas yanq Dipimpin oleh Prasiden
dan/atau Wakil Prasidan tanggal 18-20 Mei
2018

Pesatujuan Deputi DKK No.; 988/M/OKK
L 13 Mei 2016 parihal Parmohonan
Parsalujuan Panvelenggaraan

uarn/Rapal di Luar Kantor lam
Rangka Rapat Koordinasi tantang
Panyusunan dan Penyampaian Bahan
Sidang KabineURapat Terbatas yang
Dipimpin

Mamorandum Oeputi DKK kepada Depyli
1anggal 13 Mai 2016 perihal Permohonan
Parselujuan Penyslenggaraan
Pademuan/Rapat di Luar Kanlor Dalam
Rangka Rapat Koordinasi tantang

Py an dan Penyampaian Bahan Si

Mamarandum Asdep Penvelenggaraan
Parsidangan No . M-252/DKK-1/5/2016

|tanggal 13 Mei 2016 perihal Undang i Rapat

Internal Persiapan Rapat Koordinasi
Panyusunan Bahan Sidang Kabinal/ 2apat
Terbatas yang Dipimpin oleh Presid i
danfatlay Wakil Presiden

Sural Deputi DKK Na @ Und 442/DKKJ05 cu s
tanqgal 16 Mei 2016 parhal Undangan Ranat
Koordinasi Penyusunan dan Panyampaiar,

abinat/Rapat Tarbat Tal
Dipimpin oleh Prasidan dan/atau Wakil
Prasidan

Denah Lokasi Rapat Koordwnast Penyusunan

dan Penyampaian Bahan Sidang
Kabin it Terbatas vang Dipimpin olel

Prasiden dan/atau Wakil Presiden tanggal 1§
20 Mei 2016 di Hotel Santika BSD

Tarkerang, Se BSD City M 267-DKK~1
V.2018 tgl 17 Mai 2016

Susunan Acara_Rapat Koordinas:
Penyusunan dan Penyampaian Bahan
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas vang
Dipimpin oleh Presiden dan/atay Wakil
Prasiden tanggal 18-20 Mai 2016 di Ho &l
Santika BSD Tanqerang, Serpong B30 City
M.267-DKK-1-V-2016 1g] 17 Mej 2016
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* |Memorandum Asdep FPenyelenggaraan
Persidangan No.: M-25S/DKK-1/5/2016
langgal 13 Msi 2016 perihal Undangan Rapat
Koordinasi tentang Penyusunan dan
Panvampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat
Terbatas yang Dipimpin oleh Presidan

das u Wakil Prasiden

Memorandum Asdep Penvelenggaraan
Persidangan kapada Staf Ahli Bidang_
Hubungan Intemasional dan Staf Ahii Bidang
Perakonomian dan Kesejahteraan Rakyal
No  M-267/DKK-1/5/2016 tanggal 17 Mei
2016 penhal Undangan Rapat Koordinasi

Lant Pen nan dan

Surat Deputi OKK kepada Dr, Riant Nugroho.
Brigjen Muhammad Sofwat Nasution_Or
AAGN Ari Dwipayana S IP_M.Si_Dr
Thanon Aria Dewangga, S 19, M.Si No ® M-
444/DKK/05/2016 tanqggal 16 Mei 2016
iRenhal Permohonan Narasumber Dalam
| _{Raoat Koordinasi M .26
+ |Surat Daputi DKK kepada Wasaskab Na.:
T/DKIJOS/2016 M. 267-DKK-1-V-201
tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan.
te S alam Rapal Koordinasi
tantanq Penyusunan dan Penyampaian
Sahan Sidang Kabinst/Rapal Terbatas vang
Dicimoi .
Memorandum Asdep Penyelsnggaraan_

Persidangan kepada Asdep Naskah dan

Teremahan dan Asdsp Humas dan Protokol

No.: M-254/0KK-1/5/2016 tangqal 13 Mai

2016 M.EI-DKE-FV-ZD!Q fgl 17 Mei 2016
Clal smohonan sebagal Modsrator pada

Rapat Koordinasi di Tanqge

Sufat Perintah Depuli DKK No
Sprint 46/Setkab/DKKNVI2016 M 267-DKK-1-

V-2016 tai I 17 Mei 2016 panhal

Panugasan para pejabat/peqawal di

lin jan Kedaputian DKK dalam rangka
at Koordirsi P sunan dan

Panyampaian Bahan Sidang Kabins/Rapat

Tearha

Sprint S9A/DKK/05/2016 tanggal 13 Mai 2016

nhal Pai sebagai Narasumber dan
Moderator dalam acara Rapat Koordinas:
Penyusunan dan Penyampaian Bahan
Sidang Kabinet/Rapal Terbalas yang
Dipimpin oleh Prasidan dan/at

= |Mamorandum Asdep Penyelsnggaraan

Parsidangan kepada Kepala Biro Umum
Setkab No.: M-25T/DKK-1/5/2016 langgal
M 267-DKK-1-V-2016 13 Mai 2016 perihal
Permohonan Kebutuhan Acara Rapat

s inasi Ki an Panyelenggaraan

Parsidangan Dengan Kementarian Koordin

- |Keynole Speech Wasaskab pada Rapat
Koordinasi Penyusunan dan Penyampaian
Bahan Sidang Kabinat/Rapat Terbatas yang.
Dipimpin oleh Presiden dan/atay Wakil
Prasiden tanggal 18-20 Mai 2016 di Holel

Sanlika BSD Serpong, Tangerang, Banten
M. 267-DKK-1-V-2016




M-SIWQKE-TNJZGIS langgal 25 Mei 2016

perihal Laporan Hasil Rapal Koordinasi
Penyusunan dan Panyampaian Bahan
Sidang Kabinel yang Dipimpin oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden

Pakok-pokok Materi yang Disampaikan oleh_
Rara Narasumbar pada Rapat Koordinasi
Panyusunan dan Penvampaian Bahan
Sidang KabineURapat Tarbatas yang
Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden tanggal 18-20 Mei 2016 di Hatel
Sanlika BSD Serpong_Tang

Motulenai Rapat Kogrdinasi Panvusunan dan
Penyampaian Bahan Sidang Kabinel/Rapat
Terbatas vang Dipimpin oleh Presiden
dan/atay Wakil Presiden tanggal 15-20 Mei
20186 di Hotel Santika 8SD Sarpang
|Tangerang Banten

Disposisi Oeputi DKX kepada Asdep
Penyelenggaraan Persidangan No
1044/M/DKK tanqqal 26 Men 2016 perihal
Laporan Hasil Rapal Koordinasi Penyusunan
dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet
¥ang Dipimpin oleh Prasiden dan/atay Wakil
Prasidan

M randum Kepala Biro AKRE kepa

pata Deputi di Lingkungan Sstkab Mo M-
307/Adm-3/06/2016 tangqal 13 Juni 2016
perihal Undangan Rapat Esalon | mer sahas
P ragaman Format Penyiapan Batan
ida binat dan Pertemuan yang [ /ihadin
loleh Prasiden ser

Memorandum Kepala Birg AKRE keap ia_
para Deputi di Lingkungan Setkab No_ M-
31 YAIm-3/06/2016 tangaal 20 Juni 2016
perihal Undangan Rapat Esslon | membahas
Laniutan Penveragaman Format Penyiapan
Bahan Sidang Xabinat dan Partemuan yang
Dinadir oleh Pro

Sural Wasaskab kepada pejabal larkail No
B m‘%alell;QTSlamga 14 Juli 2016
perihal Undangan Rapat dalam rangka
memperiancar penyiapan bahan dan
pencalatan pertemuan vana dihadiri olsh

Prasiden

Surat Edaran Seskab kepada Para Menie:
Kabinet Kerja, Panglima Tt Kapoln, Joksa
Agqung_dan Kepala LPNK
tio.SE.0V/Seskah/DKK/T/ 2016 langgal 13
Juli 2016 tentany Prosedur Persiapand in_
{Penvampaian Bahan Sidanq KabinaU/R; pat.
Tarbalas

M 423/DKK-1VIII2016 tangaal 23 Agus! 5

2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Survai
Kepuasan Pangeiciaan Sidang Kabinet
Perioda Janyari 5 d Juni 2016 leckail
masukan dan saran dari peserta

3




[PENJELASAN Ja“n

Nilai

.- Jawaban

i DKK No,: 1582/M M 4

ersstujuan Deputi DKK No.; 1582/M M 423
DKK-1-VIll-2016 tanggal 23 Aqustus 2016

i jut Hasil 9i Kapuasan
Pange! Sidang Kabine! Periode Januar
5.d Juni 2016 terkait masukan dan saran dari
peserta sidang kabinet mengenai

penayangan

Pengelolaan Jamuan Sidang KabineURapat - |M-DOSAJDKK-1/1/2018 tangqgal 4 lanuar 2016
Terbatas rihal Pelimpahan Pengelolsan Jamuan

idang KabinetRapat Terbatas

Sehubungan dangan anggaran berbasis Kinena, | - Persatuiuan Deputi DKK kepada Asdep

maka panganggaran dan prosas administrasi Penyelenggaraan Persidangan No

penyiapan dan pembayaran jamuan sidang M.005Atanggal 4 Januari 2016 terkait
kabineUrapat terbatas mulai Januari 2016 Pslimpahan Penqgelclaan Jamuan Sidang

dilimpahkan dari Sekretariat Presiden ke KabineURapat Tarbatas
Sekretariat Kabinet ¢.q Asisten Deputi Bidang

Penyalenggaraan Persidangan, Deputi
Dukungan Kerja Kabinet Setkab.
Dangan pelimpahan tersabut, maka pangelolaan
[amuan sidang kabinel/rapat terbatas
ya menjadi tanggung jawab Setkab.
Berkenaan dengan itu, dalam rangka

ing| kualitas pi sidang

Memorandum Asdep Penyslenggaraan

Pa an kepada Deputi DKK No_: M-
=1/1/2016 tanqqal 4 | 016
hal Vari: an Sidan t/Rapat

Torbatas

- tuju; aputi OKK ke

Penyelangqaraan Persidanqan No - 0028/M
tanggal 4 Januan 2016 terkait Vanasi

Jam! idang KabinstRapat Terbatas

- K ka Acuan Kena/Term of Relerence
Pangoordinasian Pelaksanaan

Een slenggaraan Sidang Kabinat Maupun
ipimpin

Rapal atau emuan

Rapal alau perlemuan vang Dipimpin_
dan/atau Dihadiri oieh Presiden dan/atau

VWakil Presiden

- |Qaftar Vendor Jamuan

« |Daftar Meny Snack Jamuan Sidang atau
Pertemuan yang Dipimpin olsh Prasiden

Lelang Sederhana Panyediaan Parengkapan + |Memorandum Asdep Penyslanqqaraan
Sidang Kabinel, Rapat Terbatas, dan Persidangan kepada Dsputi DKK No - M-
Partemuan KK-1/VI/2016 tangaai 12 Juli 2016

perihal Parmohonan Letang Sedarhana

Penyediaan Pedanqgka idan:

KabineYRapat Tarbatas dan Pertemuan yang
Dipimpin olsh Presidan

Dalam rangka optimalisasi penyiapan Eersatuluan Depuli DKK, kepada Asdap
peralatan/pariengkapan sidang kabinat/rapat nyela an Persidangan No - 1315A/11
|terbatas dan pertemuan yang dipimpin oleh 1 al 12 Juli 2016 terkait Parmohonan
|Presiden, akan dilakukan p ol a arhana Penvadiaan Pertengkapa.).
|dengan kontrak payung dan harga satuan. Sidang KabineYRapal Tarbatas dan

Dengan pelslangan peralatanipariengkapan Perternuan yanq Dipimpin olsh Prasigen
sidang kabinalrapat terbatas dan pertemuan

ol
periangkapan di akan lebih
ofektif, efisien, dan transparan
Untuk itu, tahun 2017 kebutuhan
peralatan/periengkapan sidang kabinat, rapat

Ilerbatas maupun pertemuan vang dipimpin

P
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adaan Bara

Pemerintah Melalul Peislangan Sedsrhana
Dengan Kontrak Payung dan Ha

Daftar Kebutuhan Peralatan/Perangkapan

Sidang Kabine!, Rapat, maupun Psrdemuan

Tahun 2017

cuan Kerja (KAK imalisasi
Penviapan Paralatan/Perengkapan Sidang
Kabinsl, Rapat, maupun Pettemuan Melalui
Prosedur Palelangan Sederhana Dangan
Kontrak Payung dan Harga Satuan

Penggunaan Paper Security unluk Transkrips
dan Risalah Sidang Kabinet

Disposisi Depuyll OKK kepada Asdep

Pala 2n dan Pelaporan No : 271/Set-
DKKIBI2015 tanggal 30 Juni 2015 terkait
Parmohonan Izin Pambuatan dan
Panggunaan Keras Kap Khusus Sekretar al
Kabinet untuk Risalah dan Transknpsi Sir ang |
Kabinet

8moy um Depyt: DKK kapada Dapul

Administrasi No M. 145/S etkab/DKK/VIZ 115 |
tangaal 30 Juni 2015 perihal Permohonan
1zin Pembuatan dan Penggunaan Kenas Kop.
Khusus Sekratanat Kabinet uniuk Risalah dan
Transkripsi Sidang Kabinat

Memorandum of Understanding (Mol)) antara
aputi Bid uks Kena Kabinet

okretariat Kabinet Rl dap PT Pura Banstams
lentang Kerjasama Pengadaan Kartas
Barpengaman { Anticopy Paper)

Memorandum Asdep Pelaksanan dan
Pelaporan Persidangan kepada Daputi D
No.: M-1012{§s[kab{A§Q-PK-2N!IIIZU|§

1t 1 5 2015 perihal ran
Hasil Rapal tangqal 7 Agustus 2015 tenta 1q_

Revisi Tata Nagkah Dinas dan Sacurity P ipar

Disposisi Deputl DKK kepads Asdep |
Pal naan dan Pelaporan No - 230/M
tanggal 10 Aqustus 2015 terikatt Permoha 1an|
Pengadaan/Pencatakan Security Paper

3

Betunjuk Palaksanaan Pengslolaan Dokumen

Pe n inat

Kerangka Acuan Kena (KAK) Penyusunan
Pengalolaan, Pandistribusian, dan Publikasi
Risalah Sigang Kabinel, Rapat atau_
Partemuar yang Dipimpin danfatau Dihadir
Prasiden dan/alau Wakil Prasiden

Penggunaan Kertas Khusus/Security Papar!




Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinel

Memorandum Asdep Pelaperan Persidangan
kepada Depuli DKK No.: M-T66/0KK-
2/8/2016 tangqgal 18 Aqustus 2016

- |Formulic Angkel Pemnyataan Survei

Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengelolaan
i Kabinet

Kepuasan Pangalolaan Sidang Kabinet

Dt isi ti DKK kapada Asde;
Pelaporan Parsidangan No,; 1556/M langgal
18 Agustus 2016

| |Perit anuan-Juni 2016

Memorandum Asdep Palaporan Persidangan
kepada Karo AKRE No.: M-TBE/0KK-
2/8/2016 tangqal 22 Aqustus 2016 parihal
Panyampaian Hasil Pelaksanaan Survei
Kepuasan Pengalolaan Sidang Kabinat

Memorandum Asdep Penyelenggaraan
Parsid uti DKK No_*
M423/DKK-1/VI11/2016 tanggal 23 Aqustu s
2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Survel
Kepuasan Pengslolaan Sidang Kabinet

P e Januari s.d Jun| 2016 terkail
masukan dan saran dari pessna

- |Persetuivan Deputi DKK No . 1582/M M 423
DKK-1-V11I-2016 tanggal 23 Aqustus 2016
ihal Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan

Peanqalolaan Sidang Kabinat Penode Januari
s.d Juni 2016 terkail masukan dan saran dari
rta sidang kabine! mengenai
penavanaan
b

Pemantauan Tindaklanjut Arahan Presiden

- |Rekapitulasi Surat Sexretaris Kabinet terkait
Penyampaian Arahan Presiden kepada K/L
terkait Tahun 2016

Surat Sekretans Kabinet kepada
K ian/Lembaga dalam menyampaikan
hasil-hasil persidangan guna dilindaklanjuti aleh

n/Lembaga

Rekapitulasi Surat Sekretaniat Kabinet terkail
|Arghan Presiden Tahun 2015 (Deputi
Maritim)

Panyampaian Arahan Prasiden kepada K/L
terkait olah Kedeputian di Setkab:

1. Kedepulian Polhukam {menaruskan Arahan
Presiden atas Permohonan Izin Pembangunan

2. Kedeputian Parekonomian (menaruskan
Arahan Prasiden dalam Pencanangan “Gerakan
lasional Pany T dan Satwa

Liar®

3. Kedeputian PMK {meneruskan Arahan
Prasiden terkait Kunjungan Kena Menten Desa,

POT, dan Transmigrasi ke Luar Neqeri

4. Kedeputian Maritim (; kan Arahan
Presiden pada Ratas mengenai Infrastrukiur
Transportasi di Jabotek, Bandung Raya, dan
Palambang

5. Kedeputian DKK {meneruskan Arahan
Presiden mengenai Perlimbangan DPR RI
terhadap Pencalonan Dubss LEBP Neqgara
‘Sahabat

- |Database Tindak Lanjut Arahan Prasidan
(Sistem Inlormasi Arahan Presiden - SIAP)

Rekapitulasi Matriks Arahan Presiden
pada Rapat Terbatas dan Tindak Lanjut
(Tahun 2016)

Dalam rangka psmantauan tindak lanjul arahan
Prasiden.

Rekapitulasi Matriks Arahan Presiden
saat Kunjungan Kerja (Tahun 20186)

Rapat Pembahasan SIAP 1 Juni 2016




a, Standar pelayanan telah
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Rapat Pembahasan SIAP 14 Juli 2016

Sistemn Informasi Arzhan Presiden
{SIAP) dengan alamat intranel;
hitp:/fapp.intranet/

Peanyempumaan Sistem Teknolog! Informasi
Dalam Mendukung E-Government

MoU, Memo Depmin ke Seskab dan

Penempatan server kerja sama dengan BP

parsetujuan

Otoritas Batam dalam rangka penempatan
dan pengembangan kapasitas server yang
sudah ditempatkan di Batam, meliputi:

1. Website Setkab

2 e-mail

KEPSESKAP SOP.pdf

Penambahan kapasitas penvimpanan dai_
memperbesar akses

dimaklumatkan pada seluruh jents
pelayanan

b. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan pada sebagian besar jenis
pelayanan

c. Standar pelayanan telah
dimakiumatkan pada sebagian kecil jenis

calaysaan

AJBIC/D

Maklumat Pelayanan

Pembuatan Maklumat Pelayanan Publik

Maklumat Pelayanan tanggal 1 Juli 2016 |

bit)
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